i

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

TAHUN 2024-2043
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7)

Mengingat:

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun
20249-2049.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69  Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat [ Bali, Nusa Tanggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655});

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6856);?
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beherapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856};

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun
2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6633).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
dan
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG

WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024-
2043.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

W

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah
hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan
geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan aspek administratif.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan kehidupannya.

Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang,

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan
aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan
prasarana dan sarana yang berfungsi sebagal pendukung kegiatan sosial
ekonomi masyarakal yang secara hirarkis memiliki hubungan [ungsional.
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10.

11

15,

13.

14.

16.

7.

18.

19.

20.

21.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah
yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan
ruang untuk fungsi budi daya.

Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang
dan Pola Ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan
dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah
rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota
yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi
daya.

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya
alam dan sumber daya buatan.

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan
Bawahannya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kawasan bawahannya yang meliputi Kawasan Hutan Lindung,
Kawasan Bergambut dan Kawasan Resapan Air.

Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan Lindung yang meliputi
Sempadan Pantai, Sempadan Sungai, Sekitar Danau/Waduk, Sekitar
Mata Air, dan Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal

Kawasan Konservasi adalah kawasan pengelolaan sumber daya dengan
fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian
sumber daya alam ataupun sumber daya buatan dengan tetap
memelihara, meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan
alamnya mampunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan /atau
keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnnya yang
memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan
perkembangannya dapat berlangsung secara alami.

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua
situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau
memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Kawasan Ekosistem Mangrove adalah wilayah pesisir laut yang
merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove), yang berfungsi
memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi
pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk
mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah
intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi
pokok memproduksi hasil hutan.

Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan yang mempunyai
fungsi pokok memproduksi hasil h utan.v}
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23.

24.

25.

26.
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28.

29,

34,

31.

32.
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Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi adalah Kawasan Hutan
Produksi yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di
luar kegiatan kehutanan dan dapat dijadikan Hutan Produks: Tetap.
Kawasan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan
pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan lahan
pertanian kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan,
perikanan dan peternakan.

Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan usaha tanaman pangan yang
disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik
buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa
sehingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha
tanaman pangan.

Kawasan Hortikultura adalah hamparan sebaran usaha hortikultura yang
disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial
budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan.

Kawasan Perkebunan adalah kawasan yvang memiliki potensi untuk
dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan
kering untuk komoditas perkebunan.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat
KP2B adalah adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah
perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk
mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional
Kawasan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan
perikanan yang meliputi Kawasan peruntukan perikanan tangkap,
kawasan peruntukan perikanan budi daya, kawasan pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
Kawasan Pertambangan dan Energi adalah wilayah yang memiliki potensi
sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas
berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya
sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi
penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi
dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta
tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun
lindung.

Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kawasan yang mendukung
kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Kawasan Peruntukan Industri adalah daerah khusus yang disediakan
oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk kegiatan industri.

Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki objek dengan daya
tarik wisata yang mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam,
dan lingkungan.

Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar
kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan dan maupun
perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau
lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan

dan penghidupan. <t7



34.

35.

36.

37.

38.

39,

40.

41.

42.

43.

44,

45,

40.

47.

Kawasan Permukiman Perkotaan adalah kawasan permukiman yang
secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah intensitas kepadatan
sedang hingga tinggi yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki
berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri.
Kawasan Permukiman Perdesaan adalah kawasan permukiman dengan
intensitas kepadatan rendah hingga sedang yang letaknya di luar kota.
Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk
menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk
mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang
di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan
laut.

Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah wilayah yang ditetapkan
secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

Kawasan Rawan Bencana adalah suatu wilayah yang memiliki kondisi
atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis,
sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu
tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai
kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak
buruk bahaya tertentu.

Kawasan Strategis Nasional vang disingkat KSN adalah wilayah yang
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyal pengaruh sangat
penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan
keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan,
termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam
lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam
lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau
lingkungan.

Pusat Kawasan Strategis Nasional yang selanjuinya disingkat PKSN
adalah kawasan perkotaan vyang ditetapkan untuk mendorong
pengembangan kawasan perbatasan negara.

Pusat Keglatan Wilayah vyang selanjutnya disingkat PKW adalah
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau
beberapa daerah/kota.

Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau
beberapa kecamatan.

Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah
kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala
kecamatan atau beberapa desa.

Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah
pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar
desa.

Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya
proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100
(seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. 4

g



48.

- <

50.

o k.

o2

B,

54.

55.

56.

e,

59.

60.

61.

62.

63.

64.

Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai,
termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai
manfaat penting untuk mempertahankan kelest:arian fungsi sungai.
Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area
memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara
alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan
aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, social, budaya, dan estetika.
Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang
persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan
disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang pehetapan zonanya
dalam rencana rinci tata ruang.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian
jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukan bagi lalulintas yang berada pada permukaan tanah, di atas
permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas
permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
Jaringan Jalan adalah sekumpulan ruas jalan yang merupakan satu
kesatuan yang terjalin dalam hubungan hirarki.

Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya
guna antarpusat kegiatan nasional atau antara PKN dengan PKW.

Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya
guna antara PKN dengan PKL, antar PKW, atau antara PKW dengan PKL.
Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya
guna PKN dengan PKL, PKW dengan PPL, antar PPL atau PKL dengan PPL,
serta antar PPL.

Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri
dari Sistem Jaringan Jalan Primer dan Sistem Jaringan Jalan Sekunder
vang terjalin dalam hubungan hirarki.

Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lJahan yang
mendapat air dari satu Jaringan lrigasi.

Jaringan Sumber Daya Air adalah sarana dan prasarana yang
berhubungan dengan air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya
yang merupakan satu kesatUan yang diperlukan untuk penyedian,
pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari Jaringan lIrigasi yang terdiri
dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya,
bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan
pelengkapnya.

Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdir
dari saluran sekunder, saluran pembuUangannya, bangunan bagi,
bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
Jaringan Listrik adalah sebuah jaringan terinterkoneksi yang berfungsi
untuk mendistribusikan listrik dari pembangkit ke pengguna.

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah
pem bangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.

Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah
pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
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73.

74.

75.

76.
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78.
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Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah
saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di
udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.

Saluran Udara Tepangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM
adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang
(penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesual standar di
bidang ketenagalistrikan.

Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah
saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara
bertegangan di 220volt sampai dengan 1.000volt sesuai standar di bidang
ketenagalistrikan.

Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan
kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikast.

Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan
telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk
pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi
bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.

Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan
pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
Sistern Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah
satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk
pipa/kabel bawah laut air minum.

Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah
satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk
pipa/kabel bawah laut air limbah.

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3} adalah
satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3).

Sistem .Jaringan Persampahan adalah satu kesatuan sarana dan
prasarana vang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi
pengurarigan dan penanganan sampah.

Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku,
termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Sistern Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan
pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana
dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah
laut air limbah.

Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah
tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan,
dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Tempat Pemroresan Akhir sampah yang selanjutnya disingkat TPA adalah
tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST
adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,
penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir
sampah.
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Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur
evakuasi bila terjadi bencana.

Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan
memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman
atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan
lebih lanjut.

Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan
mengalirkan air lebih dan saluran drainase sekunder dan menyalurkan
ke badan air penerima.

Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari
saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase
Primer.

Kampung Adat adalah suatu kawasan yang memiliki dan juga masih
mempertahankan adat istiadat, hukum, dan aturan yang telah ditetapkan
oleh leluhur dari tempat tersebut.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat
KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang
dengan rencana tata ruang,

Konfirmasi Kesesnaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya
disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan Kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya
disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara
rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang selain
RDTR.

Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya
disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana
kegiatan pemanfaatan ruang vyang didasarkan pada kebijakan nasional
yvang bersifat strategis dan belum diatur dalam rencana tata ruang
dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan
ruang,

Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik
secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami danj/atau
buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan
kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Gardu Induk merupakan sub sistem dari sistem penyaluran (transmisi)
tenaga listrik, atau merupakan satu kesatuan dari sistem penyaluran
(transmisi).

Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Orang adalah orang perseorangan danj/alau korporasi.f;
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Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan
nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang

Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses
perencanaan fata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian
Pemanfaatan Ruang.

Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang
bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan
Ruang.

BAB 11
RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN
RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup terdiri dari:

a. ruang lingkup Penataan Ruang Wilayah;

b. wilayah perencanaan; dan

c. lingkup substansi.

Ruang lingkup Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a adalah seluruh wilayah dengan luas daratan 262.200 ha

(dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus hektare} meliputi:

Kecamatan Biboki Anleu;
Kecamatan Biboki Feotleu;
Kecamatan Biboki Moenleu;
Kecamatan Biboki Selatan;
Kecamatan Biboki Tan Pah;
Kecamatan Biboki Utara;
Kecamatan Bikomi Nilulat;
Kecamatan Bikomi Selatan;
Kecamatan Bikomi Tengah;
Kecamatan Bikomi Utara;
Kecamatan Insana;
Kecamatan Insana Barat;

. Kecamatan Insana Fafinesu;
Kecamatan Insana Tengah,;
Kecamatan Insana Utara;
Kecamatan Kota Kefamenanuy;
Kecamatan Miomaffo Tengah;
Kecamatan Miomaffo Barat;
Kecamatan Miomaffo Timur;
Kecamatan Musi;

Kecamatan Mutis; Jk
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(3)

(4)

v. Kecamatan Naibenu;
w. Kecamatan Noemuti; dan
X. Kecamatan Noemuti Timur.
Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berupa posisi geografis yang terletak antara 9°01'06"-9°39'41" Lintang
Selatan dan antara 124°05'36"-124°51' 14" Bujur Timur, meliputi:
a. sebelah barat berbatasan Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor
Tengah Selatan;
b. sebelah selatan berbatasan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
c. sebelah timur berbatasan Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka;
dan
d. sebelah utara berbatasan Negara Republik Demokrat Timor Leste dan
Laut Sawu.
Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding
lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan baglan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Lingkup substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
mencakup:
a. ketentuan umum,;
b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah
Daerah;
rencana struktur ruang wilayah Daerah;
rencana pola ruang wilayah Daerah;
kawasan strategis Daerah;
arahan pemanfaatan ruang wilayah Daerah;
ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah;
hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang;
penyidikan;
ketentuan pidana;
penyelesaian sengketa;
ketentuan peralihan;
. ketentuan lain-lain;
ketentuan penutup;
penjelasan; dan
lampiran.

TOePHCFTMIR S0 R0

Bagian Kedua
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Penataan Ruang Daerah bertujuan untuk mewujudkan ruang Wilayah Daerah
sebagai Serambi Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbudaya
berbasis pertanian sebagai penggerak perekonomian wilayah yang aman,
nyaman, adil, produktif dan berkelanjutan.
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(3)

Bagian Ketiga
Kebijakan Penataan Ruang

Pasali4

Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 maka disusun kebijakan dan strategi Penataan
Ruang.

Kebijakan Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

terdiri atas:

a. pengembangan kawasan perbatasan sebagai serambi depan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dengan meningkatkan fungsi dan peran
Daerah sebagai KSN perbatasan;

b. pengembangan Struktur Ruang dan sistem pusat kegiatan sebagai
pendukung ekonomi wilayah sesuai dengan potensi yang selaras
dengan Rencana Tata Ruang;

c. pengembangan Kawasan Pertanian dalam upaya meningkatkan
ketahanan pangan dan daya saing daerah;

d. pengembangan Kawasan Perkebunan sebagai upaya mempertahankan
keberlanjutan sumberdava dengan memperhatikan kearifan lokal dan
dayadukunglingkungan;dan

¢. pengembangan Kawasan Pesisir  sebagai upaya peningkatan
perekonomian melalul kawasan terpadu dengan memperhatikan
kearifan lokal dan daya dukung lingkungan.

Bagian Keempat
Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4, ditetapkan strategl Penataan Ruang wilayah.

Strategi pengembangan kawasan perbatasan sebagai serambi depan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan meningkatkan fungsi dan

peran Daerah Sebagai Kawasan Strategis Nasional Perbatasan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf a, terdiri dari:

a. penetapkan dan pengembangkan kawasan pendukung strategis
perbatasan dalam rangka menunjang fungsi Kawasan Perbatasan
Negara Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste;

b. Peningkatan sarana dan prasarana di Kawasan Pertahanan dan
Keamanan serta menuju Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan

c. Penctapan jarak bebas aman kawasan khusus militer dengan guna
lahan lainnya terutama permukiman.

Strategi pengembangan Struktur Ruang dan sistem pusat kegiatan

sebagai pendukung ekonomi wilayah sesuai dengan potensi yang selaras

dengan Rencana Tata Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

2 huruf b, terdiri atas:

a. penyelarasan pemanfaatan sumberdaya alam di darat dan laut untuk
mewujudkan keseimbangan Pemanlaatan Ruang budi daya;
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b. pengembangan kegiatan budidaya beserta prasarana penunjangnya
baik di darat maupun di laut secara sinergis;

c. pengembangan  kegiatan budidaya potensi unggulan untuk
mempercepat pertumbuhan dan pemerataan wilayah;

d. percepatan pengembangan sistem prasarana wilayah darat dan laut
untuk meningkatkan aksesibilitas sebagal pusat pertumbuhan
dengan daerah belakangnya;

e. pengembangan sistem prasarana transportasi darat dan laut dengan
mengembangkan sistem terkoneksi antar moda transport secara
integrasi dan sinergis sesuai dengan arahan struktur dan pola ruang;

£ peningkatan penyediaan sarana dan prasarana wilayah dalam
menunjang pengembangan wilayah dan pengembangan pusat hirarki
serta fungsi pelayanan;

g. pengembangan sektor ekonomi non basis yang berpotensi basis
sebagai pusat pertumbuhan baru; dan

h. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada Kawasan Perkotaan
paling rendah 30 % (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan,
meliputi 20% (dua puluh persen}] RTH publik dan 10% (sepuluh
persen) RTH privat.

Strategi pengembangan Kawasan Pertanian dalam upaya meningkatkan

ketahanan pangan dan daya saing daerah, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf ¢, terdiri dar:

a. pengembangan sistem transportasi yang menghubungkan setiap
kawasan dalam lingkup kecamatan dan antar kecamatan secara
intermodal pada umumnya dan sampai ke pusat produksi pertanian;

b. pendayagunaan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk
pemenuhan sarana dan prasarana pengairan Kawasan Pertanian;

c. peningkatan pola tanam dan intensitas tanam melalui optimasi lahan,
perbaikan irigasi dan pemanfaatan lahan kering/tidur;

d. penanggulangan kawasan rawan pangan melalui pengembangan Desa
Mandiri Pangan dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat; dan

e. peningkatan nilai tambah dan daya saing produksi dan pemasaran
hasil pertanian.

Strategi  pengembangan  Kawasan = Perkebunan sebagai  upaya

mempertahankan keberlanjutan sumberdaya dengan memperhatikan

kearifan lokal dan daya dukung lingkungan, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, terdiri atas:

a. peningkatan produksi perkebunan melalui modernisasi perkebunan
dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan;

b. percepatan penyediaan prasarana berupa Jaringan Jalan serta
fasilitas penunjang kegiatan perkebunan dalam upaya membangun
linkage system yang terintegrasi;

c. peningkatan nilai tambah produk perkebunaan sebagai penguatan
daya saing komoditas perkebunan melalui pembangunan sentra
pengolahan hasil perkebunan;

d. pengendalian alih fungsi ,(lahan dan aktivitas pembangunan di
Kawasan Perkebunan; dan J;
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e. pelestarian Kawasan Lindung yang berbatasan dengan Kawasan
Perkebunan dengan mempertahankan ekosistem yang dapat
melindungi dari bencana alam.

Strategi pengembangan Kawasan Pesisir sebagai upaya peningkatan

perekonomian melalui kawasan terpadu dengan memperhatikan kearifan

lokal dan daya dukung lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (2) huruf e, terdiri atas:

a. pengembangan Kawasan Pelabuhan vang terintegrasi dengan
Kawasan Perindustrian untuk mendorong percepatan ekonomi;

b. pengendalian dan penataan Kawasan Industri dengan
memprioritaskan pada pengendalian dan perlindungan lingkungan
hidup, dengan tetap memberikan ruang keterlibatan partisipasi
masyarakat;

c. percepatan penyediaan prasarana berupa jaringan jalan, terminal
penumpang angkutan jalan, pelabuhan laut, prasarana listrik,
telekomunikasi dan air baku serta fasilitas penunjang kegiatan
ekonomi di setiap Kawasan Pesisir;

d. penyediaan data dan informasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya di wilayah pesisir; dan

e. pelestarian Kawasan Lindung lainnya dengan mempertahankan
ekosistem yang dapat melindungi dari bencana alam seperti
manggrove, plasma nuftah, dan terumbu karang

BAB 1lI
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (5) huruf b meliputi:

a. sistem pusat permukiman;

b. sistem jaringan transportasi;

c. sistem jaringan energi;

d. sistem jaringan telekomunikasi;

e. sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan

i sistem jaringan prasarana lainnya.

Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding
lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

{7)

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

Sistem pusat permukiman di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. PKW;

b. PKSN;

c. PKL;

d. PPK;dan
e PRI

PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PKW
Kefamenanu di Kecamatan Kota Kefamenanu.
PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu PKSN
Kefamenanu di Kecamatan Kota Kefamenanu.
PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, yaitu PKL Wini yang
berada di Kecamatan Insana Utara.
PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a. PPK Eban di Kecamatan Miomaffo Barat;

b. PPK Noemuti di Kecamatan Noemuti; dan

c. PPK Oelolok di Kecamatan Insana.
PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

PPL Bakitolas di Kecamatan Naibenu;

PPL Banae di Kecamatan Insana Barat;

PPL Bijaepasu di Kecamatan Miomaffo Tengah;

PPL Boronubaen di Kecamatan Biboki Utara;

PPL Fafinesu di Kecamatan Insana Fafinesu;

PPL Haekto di Kecamatan Noemuti Timur;

PPL Manumean di Kecamatan Biboki Feotleu;

PPL Maubesi di Kecamatan Ins:ina Tengah;

PPL Naekake di Kecamatan Mutis;

PPL Naiola di Kecamatan Bikomi Selatan;

PPL Napan di Kecamatan Bikomi Utara;

PPL Nilulat di Kecamatan Bikomi Nilulat:
. PPL Oenenu Utara di Kecamatan Bikomi Tengah;

PPL Oeolo di Kecamatan Musi;

PPL Oepuah di Kecamatan Biboki Moenleu;

PPL Qesena di Kecamatan Miomaffo Timur;

PPL Ponu di Kecamatan Biboki Anleu;

PPL Teba Timur di Kecamatan Biboki Tan Pah; dan

PPL Upfaon di Kecamatan Biboki Sclatan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pusat permukiman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tentang RDTR.
Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu
banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
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vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Sistemn jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat
(1} huruf b, meliputi:

a. Sistem Jaringan Jalan;

b. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan; dan

c. sistem jaringan transportasi laut.

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu
banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan

Pasal O

Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf a, meliputi:

jalan umum;

terminal penumpang;

terminal barang;

jembatan timbang; dan

jembatan.

Jalan umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. jalan arteri;

b. jalan kolektor; dan

c. jalan lokal

P P W R

Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf a, berupa Jalan
Arteri Primer, meliput::

Jln. A, Yani (Kefamenanuy;

Jin. Eltari (Kefamenanu);

Jln. Kartini (Kefamenanu);

Jln. Pattimura (Kefamenanu);

ruas Bts. Kota Kefamenanu-Maubes:;

ruas Maubesi-Nesam (Kiupukan);

ruas Nesam (Kiupukan)-Halilulik;

ruas Nikiniki-Noelmuti: dan

. ruas Noelmuti-Bts. Kota Kefamenanu.

Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa
Jalan Kolektor Primer meliputi:

a. akses Terminal ALBN Kefamenanu; ‘t_(

ST IR NN

b. ruas Bis. Kola Kel:amenanu-Sp. Amagl;
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(6)

(7)

(8)

ruas Eban-Sp. Saenam;

ruas Kapan-Fatumnutu (Bts. Kab. TTUj};

ruas Keliting (Bts. Kab. Belu)-Wini Sakato (Bts. Negara);

ruas Lakafehan-Keliting (Bts. Kab. TTU);

ruas Lemon (Bts. Kab. TTS)-Kefamenanu;

ruas Manamas-Wini;

ruas Maubesi-Sp. Manamas;

ruas Napan-Sp. Amol;

ruas Noelelo-Oenacek;

ruas Nunpo (Haumeniana)-Inbate-Napan;
. ruas Oenaek-Saenam;

ruas Saenam-Nunpo (Haumeniana); dan
. ruas Sp. Amol-Manamas.
Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, berupa Jalan
Lokal Primer yvang melintas di:

Kecamatan Biboki Anleu;

Kecamatan Biboki Feotleu;

Kecamatan Biboki Moenleuy;

Kecamatan Biboki Selatan;

Kecamatan Biboki Tan Pah;

Kecamatan Biboki Utara;

Kecamatan Bikomi Nihilat;

Kecamatan Bikomi Selatan;

Kecamatan Bikomi Tengah;

Kecamatan Bikomi Utara;

Kecamatan Insana;

Kecamatan Insana Barat;
. Kecamatan Insana Fafinesu;

Kecamatan Insana Tengah;

cRpETRTOE®R D0 AD

Kecamatan Insana Utara;

Kecamatan Kota Kefamenanu;

Kecamatan Miomaffo Tengah;

Kecamatan Miomaffo Barat;

Kecamatan Miomaffo Timur;

Kecamatan Musi;

Kecamatan Mutis;

Kecamatan Noemuti; dan

. Kecamatan Noemuti Timur.

Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini

Terminal penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputr:

a. terminal penumpang tipe A;

b. terminal penumpang tipe B; dan

c. terminal penumpang tipe C.

Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (7) buruf a
berupa terminal penumpang perbatasan Kefamenanu di Kecamatan
Bikomi Selatan,

ARt oD OB FTMER ™ AL DR
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(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b
vaitu terminal kefamenanu di Kecamatan Kota Kefamenanu.

Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (7} huruf ¢
meliputi:

terminal tipe C Eban di Kecamatan Miomaffo Barat.

terminal tipe C Lurasik di Kecamatan Biboki Utara;

terminal tipe C Manufui di Kecamatan Biboki Selatan;

terminal tipe C Maubesi di Kecamatan Insana Tengah;

terminal tipe C Napan di Kecamatan Bikomi Utara;

terminal tipe C Oenopu di Kecamatan Biboki Tan Pah;

terminal tipe C Ponu di Kecamatan Biboki Anleu; dan

terminal tipe C Wini di Kecamatan Insana Utara.

Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa
terminal barang perbatasan Wini di Kecamatan Insana Utara;

Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa
Jembatan Timbang Km. 9 Kefamenanu di Kecamatan Kota Kefamenanu;
dan

Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bhagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini

SR M s TP

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sungai, Danau Dan Penyeberangan

Pasal 10

Sistem jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berupa Pelabuhan
Penyeberangan.

Pelabuhan Penyeberangan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa Pelabuhan Penyeberangan Kelas II.

Pelabuhan Penyeberangan Kelas 1I sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
berupa Pelabuhan Penyeberangan Wini di Kecamatan Insana Utara.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) huruf ¢, berupa pelabuhan laul.

Pelabuhan laut di daerah sehagaimana dimaksud pada ayat (1}, meliputi:
a. Pelabuhan pengumpul,

b. Pelabuhan pengumpan; dan

c. Pelabuhan perikanan.

Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
berupa Pelabuhan Wini di Kecamatan Insana Utara.



(1)

(3)

(6)

(7)

Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal yaitu Pelabuhan Oepuah di
Kecamatan Biboki Moenleu.

Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
berupa Pangkalan Pendaratan Ikan Winl di Kecamatan Insana Utara.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 12

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf ¢, berupajaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
Jaringan infrastruktur Ketenagalistrikan, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, meliputi:
a. Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
b. Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana
pendukung,
Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung,
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. PLTD; dan
b. PLTS,
PLTD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a, meliputi:
a. PLTD Kefamenanu di Kecamatan Kota Kefamenanu,
b. PLTD Naekake di Kecamatan Mutis; dan
c. PLTD Wini di Kecamatan Insana Utara.
PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufb, terdapat PLTS Wini di
Kecamatan Insana Utara.
Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung,
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a. Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
b. Jaringan distribusi tenaga listrik; dan
c. Gardu Listrik.
Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf a, berupa SUTT meliputi:
a. SUTT 70 kV GI Kefamenanu-GI Atambua;
b. SUTT 70 kV GI Nnohanis-GI Kefamenanu;
c. SUTT GI Amfoang ke IBT Kefamenanu; dan
d. SUTT IBT Kefamenanu ke GI Malaka.
SUTT 70 kV GI Kefamenanu-GI Atambua sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) huruf a, melewati:
Kecamatan Biboki Tan Pah;
Kecamatan Biboki Utara;
Kecamatan Bikomi Selatan;

Kecamatan Insana Barat; dan

Kecamatan Kota Kefamenanu.
SUTT 70 kV GI Nnohanis-GI Kefamenanu sebagaimana dimaksud pada
ayAl (7) hurul b, melewati:

a
b
&,
d. Kecamatan Insana;
=
£
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(10)

(11)

(12)

{13)

(14)
(15)

(16)

a. Kecamatan Bikomi Selatamn;

b. Kecamatan Miomaffo Barat; dan

c. Kecamatan Miomaffo Tengah.

SUTT Gl Amfoang ke IBT Kefamenanu sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) huruf c, melewati:

a. Kecamatan Bikomi Selatan;

b. Kecamatan Miomaffo Barat;

c. Kecamatan Miomaffo Tengah; dan

d. Kecamatan Mutis.

SUTT IBT Kefamenanu ke GI Malaka sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
huruf d, melewati:

a. Kecamatan Bikomi Selatan;

b. Kecamatan Insana; dan

c. Kecamatan Insana Barat

Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf b, meliputi:

a. SUTM; dan

b. SUTR.

SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, melewati:
Kecamatan Biboki Anleu;

Kecamatan Biboki Moenleu;

Kecamatan Biboki Tan Pah;

Kecamatan Bikomi Selatan;

Kecamatan Bikomi Utara;

Kecamatan Insana;

Kecamatan [nsana Barat;

Kecamatan Insana Fafinesu;

Kecamatan Insana Tengah;

Kecamatan Insana Utarg;

Kecamatan Kota Kefamenanu;

PR EFR =0 D PR

Kecamatan Miomaffo Barat;
. Kecamatan Miomaffo Tengah;

Kecamatan Miomaffo Timur;

Kecamatan Naibenu; dan
p. Kecamatan Noemuti.
SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (12} huruf b, terdapat di
Kecamatan Kota Kefamenanu.
Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf ¢ berupa GI 70
kV Kefamenanu di Kecamatan Bikomi Selatan.
Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima
puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.vﬁ
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(4)

()

(6)

(2)

(3)

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf d, terdiri atas:
a. jaringan tetap;
b. infrastruktur jaringan tetap; dan
c. jaringan bergerak.
Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a, terdapat di:
a. Jaringan serat optik Kabupaten Timor Tengah Selatan-Kabupaten
Timor Tengah Utara melewati:
1) Kecamatan Biboki Tan Pah;
2} Kecamatan Bikomi Selatan;
3) Kecamatan Insana;
4) Kecamatan Insana Barat;
5) Kecamatan Insana Tengah;
6) Kecamatan Kota Kefamenanu; dan
7} Kecamatan Noemuti.
b. Jaringan serat optik Kabupaten Timor Tengah Utara-Kabupaten
Malaka melewati:
1} Kecamatan Bikomi Selatan; dan
2} Kecamatan Noemuti Timur.
Infrastruktur jaringan tetap sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
berupa Sentral Telepon Otomat Telkom Kefamenanu di Kecamatan Kota
Kefamenanu.
Jaringan bergerak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ berupa
jaringan bergerak seluler yaitu base transceiver station.
Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat
di Seluruh Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu
banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf e, berupa prasarana sumber daya air.

Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi:
a. Sistem Jaringan Irigasi; dan

b. Bangunan Sumber Daya Air.

Sistem Jaringan [rigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
meliputi:¥
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a. sistem Jaringan lrigasi Primer; dan

b. sistem Jaringan Irigasi Sekunder.

(4} Sistem Jaringan lrigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

berupa Jaringan Irigasi Primer melewati:

Kecamatan Biboki Anleu;
Kecamatan Biboki Moenleu;
Kecamatan Biboki Selatan;
Kecamatan Biboki Tan Pah;
Kecamatan Biboki Utara;
Kecamatan Bikomi Nilulat;
Kecamatan Bikomi Selatan;
Kecamatan Bikomi Tengah;
Kecamatan Insana;
Kecamatan Insana Barat;
Kecamatan Insana Tengah;
Kecamatan Insana Utara;

. Kecamatan Kota Kefamenanu;
Kecamatan Miomaffo Barat;
Kecamatan Miomaffo Timur;
Kecamatan Mutis;

Kecamatan Noemuti; dan
Kecamatan Noemuti Timur.

(5) Sistem Jaringan Irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

berupa Jaringan Irigasi Sekunder melewati:

a. Kecamatan Biboki Anleu;

b. Kecamatan Biboki Selatan;
Kecamatan Biboki Tan Pah;
Kecamatan Bikomi Nilulat;
Kecamatan Bikomi Selatan;
Kecamatan Insana;

Kecamatan Insana Barat;

Kecamatan Insana Tengah;

Kecamatan Insana Utara;

Kecamatan Kota Kefamenanu;

k. Kecamatan Miomaffo Timur;

l. Kecamatan Mutis; dan

m. Kecamatan Noemuti.

(6) Bangunan Sumber Daya Air, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

b terdapat di:

a. Kecamatan Biboki Anleu;

b. Kecamatan Biboki Moenleu;
Kecamatan Biboki Selatan;
Kecamatan Biboki Tan Pah;
Kecamatan Biboki Utara;

Kecamatan Bikomi Nilulat;

Kecamatan Bikomi Selatan;

Kecamatan Bikomi Tengah;

Kecamatan Bikomi Utara;

Kecamalan Insana Baral;
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(7)

&

(1)

(2)

(2)

Kecamatan Insana Tengah;

Kecamatan Insana Utara;
. Kecamatan Insana;

Kecamatan Kota Kefamenanu:

Kecamatan Miomaffo Barat;

Kecamatan Miomaffo Timur;

Kecamatan Mutis;

Kecamatan Noemuti Timur; dan
. Kecamatan Noemuti.
Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6},
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu
banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Bagian Keenam
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

Sistem jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf f, terdiri dar:

SPAM;

SPAL;

sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3);
Sistem Jaringan Persampahan;

sistem jaringan evakuasi bencana; dan

sistem drainase.

o pe TR

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu
banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah inu

Paragraf 2
SPAM

Pasal 16

SPAM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. jaringan perpipaan; dan

b. bukan perpipaan.

Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi:

a. unit air bakuy, ﬂr
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(3)

(4

b. jaringan air baku;

c. unit produksi; dan

d. unit distrbusi.

Unit air baku, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. Oel Fatubibi di Kecamatan Miomaffo Barat;

b. Oel Lamnesat di Kecamatan Bikomi Nilulat; dan

c. Oel Oemenu di Kecamatan Kota Kefamenanu

Jaringan air baku, sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf b,
meliputi:

Kecamatan Bikomi Nilulat;

Kecamatan Kota Kefamenanu.

Kecamatan Miomaffo Barat;

Kecamatan Miomaffo Timur; dan

e. Kecamatan Musi.

AP OP

{(5) Unit produksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:

(6)

()

(8)

(1)

(2)

a. reservoar Air Bak di Kecamatan Miomaffo Timur;

b. reservoar Eban di Kecamatan Miomaffo Barat;

c. reservoar Kensulat di Kecamatan Miomaffo Timur;

d. reservoar Oelneke di Kecamatan Musi; dan

. reservoar Tunbakun di Kecamatan Kota Kefamenanu

Unit distribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdapat di:
Kecamatan Bikomi Selatan:

Kecamatan Bikomi Tengah;

Kecamatan Kota Kefamenanu;

Kecamatan Miomaffo Barat;

Kecamatan Miomaffo Timur; dan

Kecamatan Musi.

Bukan perpipaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. bangunan penangkap mata air; dan

b. sumur pompa.

Bangunan penangkap mata air, sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
huruf a, terdapat di Seluruh Kecamatan sebagaimana yang tercantum
dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdapat di:
a. Kecamatan Biboki Tan Pah;

b. Kecamatan Biboki Utara; dan

c. Kecamatan Miomaffe Barat.

0
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Paragraf 2
SPAL

Pasal 17

SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, berupa
infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.

Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdapat dt:

a. IPAL Kefamenanu di Kecamatan Kolg Kelamenanu;
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IPAL Puskesmas Bijaepasu di Kecamatan Miomaffo Tengah,;
IPAL Puskesmas Inbate di Kecamatan Bikomi Nilulat;
IPAL Puskesmas Kaubele di Kecamatan Biboki Moenleu;
IPAL Puskesmas Mamsena di Kecamatan Insana Barat;
IPAL Puskesmas Maubes: di Kecamatan Insana Tengah;
IPAL Puskesmas Noemuti di Kecamatan Noemuti;
IPAL Puskesmas Nunpene di Kecamatan Miomaffo Timur;
[PAL Puskesmas Ponu di Kecamatan Biboki Anleu:
[PAL Puskesmas Sasi di Kecamatan Kota Kefamenanu;
. IPAL Puskesmas Tamis di Kecamatan Insana Fafinesu;
IPAL Puskesmas Tublopo di Kecamatan Bikomi Selatan;
. IPAL Puskesmas Wini di Kecamatan Insana Utara;
IPAL RS Leona di Kecamatan Kota Kefamenanu;
IPAL RS Lepros di Kecamatan Noemuti Timur; dan
IPAL RSUD di Kecamatan Kota Kefamenanu.
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Paragraf 3
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

Pasal 18

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) sebagimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf ¢, meliputi:

a. pengelolaan limbah B3 RS Leona di Kecamatan Kota Kefamenanu;

b. pengelolaan limbah B3 RS Lepros di Kecamatan Noemuti Timur; dan

c. pengelolaan limbah B3 RSUD di Kecamatan Kota Kefamenanu.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 19

{1} Sistem Jaringan Persampahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1) hurut d, meliputi:

g TPS:

b. TPA; dan

¢.. FRET.

(2) TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:

a. Kecamatan Bibolki Anleu;
Kecamatan Biboki Selatan;
Kecamatan Biboki Utara;

Kecamatan Bikomi Selatan:
Kecamatan Insana;

Kecamatan Insana Barat;
Kecamatan Insana Tengah;
Kecamatan Insana Utara;
Kecamatan Kota Kefamenanu;
Kecamatan Miomaffo Barat; fz

- N

e

Kecamatan Miomallo Timur; dan
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l. Kecamatan Noemuti.

(3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa TPA Keneb
(Km. 9) di Kecamatan Bikomi Selatan.

(4) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, terdapat di:
a. TPST Eban di Kecamatan Miomaffo Barat.

TPST Kefamenanu di Kecamatan Bikomi Selatan;

TPST Kiupukan di Kecamatan Insana;

TPST Ponu di Kecamatan Biboki Anleu; dan

TPST Wini di Kecamatan Insana Utara;

o af T

Paragraf 5
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 20

(1) Sistem jaringan evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (1) huruf e, terdin dart:
a. jalur evakuasi bencana; dan
b. tempat evakuasi bencana.
(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
melewati:
a. Jalan Arteri Primer;
1) Ruas Bts. Kota Kelamenanu-Sp. Amol;
2) Jln. A. Yani (Kefamenanuj; dan
3) Jln. Eltari (Kefamenanu).
b. Jalan Kolektor Primer;
1) Ruas Bts. Kota Kefamenanu-Sp. Amol;
2) Ruas Eban-Bts. Kab. TTS;
3) Ruas Kefamenanu-Eban;
4) Ruas Kefamenanu-Nunpo;
5) Ruas Kelinting-Wini-Sakato (Bts. Negara),
6) Ruas Maubesi-Wini; dan
7} Ruas Oenaek-Saenam.
c. Jalan Lokal Primer;
1) Ruas Kefamenanu-Nunpo;
2} Ruas Netemnanu-Kiupasan;
3) Ruas Oelbinose-Oelfab;
4) Ruas Oeliurai-Kiskasen;
5) Ruas Oenopu-Motamaro; dan
6) Ruas Sp.3 KPU-Kali Naen.
(3) Tempat evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b,
terdapat di:
a. Kecamatan Biboki Anley;
Kecamatan Biboki Tan Pah;
Kecamatan Bikomi Utara
Kecamatan Insana Barat;
Kecamatan Insana Fafinesy;
Kecamatan Insana Tengah;
Kecamatan Insana Utara (dua lokasi);
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h. Kecamatan Insana;

i. Kecamatan Kota Ketamenanu (dua lokasi);
Kecamatan Miomaffo Barat;

k. Kecamatan Miomaffo Timur;

—

—

Kecamatan Mutis: dan
m. Kecamatan Noemuti.

Paragraf 6
Sistem Drainase

Pasal 21

(1) Sistem jaringan drainase, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)
huruf f, meliputi:
a. Jaringan drainase primer; dan
b. Jaringan drainase sekunder.
(2) Jaringan drainase primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
melewati:
Kecamatan Biboki Anley;
Kecamatan Biboki Moenleu;
Kecamatan Biboki Tan Pah;
Kecamatan Bikomi Selatan;
Kecamatan Bikomi Utara;
Kecamatan Insana;
Kecamatan Insana Barat;
Kecamatan Insana Fafinesu;
Kecamatan Insana Tengah;
Kecamatan Insana Utara;
Kecamatan Kota Kefamenanu;
Kecamatan Miomaffo Barat;
. Kecamatan Miomaffo Tengah;
Kecamatan Miomaffo Timur;
Kecamatan Naibenu; dan
p- Kecamatan Noemuti
(3) Jaringan drainase sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf
b, melewati Kecamatan Kota Kefamenanu.

SHECFTCFR ™o A0

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

(1) Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah, meliputi:
a. Kawasan Lindung; da
b. Kawasan Budi Daya.
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(2) Ketentuan dalam Rencana Pola Ruang Wilayah juga memperhatikan
kawasan pertampalan {overlay).

(3) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu
banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan darn Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a,

dengan luas 46.666 ha (empat puiuh enam ribu enam ratus enam puluh

enam hektare) meliputi:

a. Badan Air dengan kode BA;

b. Kawasan Yang Memberikan  Perlindungan Terhadap Kawasan
Bawahannya dengan kode PTB;

c. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS;

d. Kawasan Konservasi dengan kode KS; dan

e. Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM.

Paragraf 2
Badan Air

Pasal24

Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a,
dengan ruas 2.149 ha (dua ribu seratus empat puluh sembilan hektare),
terdapat di:

Kecamatan Biboki Anleu;

Kecamatan Biboki Moenleu;

Kecamatan Biboki Selatan;

Kecamatan Biboki Tan Pah;

Kecamatan Biboki Utara;

Kecamatan Bikomi Nilulat;

Kecamatan Bikomi Selatan;

Kecamatan Bikomi Tengah;

Kecamatan Bikomi Utara;

Kecamatan Insana;

Kecamatan Insana Barat;

Kecamatan Insana Fafinesu;
. Kecamatan Insana Tengah;

Kecamatan Insana Utara;

Kecamatan Kota Kefamenanu %{
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Kecamatan Miomaffo Barat;



L B

Kecamatan Miomaffo Timur;
Kecamatan Musi;
Kecamatan Mutis;
Kecamatan Naibenu;
Kecamatan Noemuti; dan
Kecamatan Noemuti Timur.

Paragraf 3

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

(1)

(2}

(3)

Pasal 25

Kawasan Yang Memberikan  Perlindungan Terhadap Kawasan
Bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL.
Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), seluas 41.387 ha (empat puluh satu ribu tiga ratus delapan
puluh tujuh hektare), terdapat di:

Kecamatan Biboki Anleu;

Kecamatan Biboki Feotleu;

Kecamatan Biboki Selatan;

Kecamatan Biboki Utara;

Kecamatan Bikomi Nilulat;

Kecamatan Bikomi Selatan;

Kecamatan Bikomi Tengah;

Kecamatan Bikomi Utara;

Kecamatan Insana;

Kecamatan Insana Barat;

Kecamatan Insana Fafinesu;

Kecamatan [nsana Tengah;
. Kecamatan Insana Utara;

Kecamatan Kota Kefamenanu;

Kecamatan Miomaffo Barat;

Kecamatan Miomaffo Timur;

Kecamatan Musi;

Kecamatan Mutis; dan
. Kecamatan Naibenu.
Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdapat usulan perubahan, yang ditetapkan sebagai holding zone
dengan usulan perubahan Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL
menjadi Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD dengan luas
39 ha ({tiga puluh sembilan hektare) terdapat di: a. Kecamatan Biboki
Feotleu;
Kecamatan Biboki Selatan;
Kecamatan Bikomi Utara;
Kecamatan Insana Barat;
Kecamatan Kota Kefamenanu;
Kecamatan Miomaffo Barat; ,F
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Kecamatan Miomaffo Timur; dan
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(4)

(5)

(6)

g. Kecamatan Musi.

Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdapat usulan perubahan, yang ditetapkan sebagai holding zone
dengan usulan perubahan Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL
menjadi Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 dengan luas 497 ha
(empat ratus sembilan puluh tujuh hektare) terdapat di:

Kecamatan Biboki Selatan;

Kecamatan Biboki Utara;

Kecamatan Bikomi Utara;

Kecamatan Insana;

Kecamatan Insana Barat;

Kecamatan Insana Fafinesu;

Kecamatan Insana Tengah;

Kecamatan Kota Kefamenanu;

Kecamatan Miomaffo Barat;

j. Kecamatan Miomaffo Timur;

k. Kecamatan Musi; dan

I. Kecamatan Naibenu.

Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang

e S Aap Te

s
.

kehutanan.

Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang
membidangi urusan kehutanan terhadap daerah yang kawasan hutannya
belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, usulan
holding zone sebagaimana dimaksud pada ayat (3] dan ayat (4)
disesuaikan peruntukannya sesuai dengan penetapan kawasan hutan
oleh Menteri.

Paragraf 4
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 26

Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 huruf ¢ seluas 100 ha (seratus hektare), terdapat di:

a. Kecamatan Biboki Anleu;

b. Kecamatan Biboki Moenleu; dan

C.

(1)

Kecamatan Insana Utara.

Paragraf 5
Kawasan Konservasi

Pasal 27

Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 huruf d, berupa cagar alam dengan kode CA yaitu cagar alam Mutis
Timau.



{2) Kawasan Cagar Alam dengan kode CA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), seluas 2.427 ha (dua ribu empat ratus dua puluh tujuh hektare)
terdapat di:

a. Kecamatan Miomaffo Barat; dan
b. Kecamatan Mutis.

Paragraf 6
Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 28

Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 huruf e, dengan luas 603 ha (enam ratus tiga hektare), terdapat di:

a. Kecamatan Biboki Anleuy;

b. Kecamatan Biboki Moenleu; dan

c. Kecamatan Insana Utara.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b,
dengan luas 215.535 ha (dua ratus lima belas ribu lima ratus tiga puluh lima
hektare} meliputi:

Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;

Kawasan Pertanian dengan kode P,

Kawasan Perikanan dengan kode 1K;

Kawasan pergaraman dengan kode KEG;

Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;

Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;

Kawasan Panwisata dengan kode W;

Kawasan Permukiman dengan kode PM;

Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Sl e Ep P8

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal30

(1) Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 huruf a dengan luas 67.032 ha (enam puluh tujuh ribu
tiga puluh dua hektare) terdiri atas:

a. Kawasan Hutan Produksi tetap; dan
b. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi.
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(2)

(4)

Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dengan luas 66.731 ha (enam puluh enam nbu
tujuh ratus tiga puluh satu hektare) terdapat di:

a. Kecamatan Biboki Anleu;

. Kecamatan Biboki Feotleur

Kecamatan Biboki: Moenleu;
Kecamatan Biboki Selatan;
Kecamatan Biboki Tan Pah;
Kecamatan Biboki Utara;
Kecamatan Bikomi Nilulat;
Kecamatan Bikomi Selatan;
Kecamatan Insana;
Kecamatan Insana Barat;
Kecamatan Insana Fafinesu;
Kecamatan Insana Tengah;

. Kecamatan Insana Utars;
Kecamatan Kota Kefamenanu;
Kecamatan Miomaffo Barat;
Kecamatan Miomaffo Tengah;
Kecamatan Musi;

Kecamatan Naibenu;
Kecamatan Noemuti; dan
Kecamatan Noemuti Timur.

Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi dengan kode HPK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 301 Ha (tiga

ratus satu hektare) terdapat di Kecamatan Insana.

Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) terdapat usulan perubahan, yang ditetapkan sebagai holding

zone dengan usulan perubahan, meliputi:

a. usulan perubahan Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode HP
menjadi Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD dengan
luas 286 ha (dua ratus delapan puluh enam hektare) terdapat di:

Kecamatan Biboki Anleu;

Kecamatan Biboki Feotleu;
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Kecamatan Biboki Moenleuy;
Kecamatan Biboki Selatan;
Kecamatan Biboki Utara;
Kecamatan Bikomi Selatan;
Kecamatan Insana;
Kecamatan Insana Utara;
Kecamatan Kota Kefamenanu;
. Kecamatan Miomaffo Barat;
11. Kecamatan Musi;
12. Kecamatan Naibenu; dan
13. Kecamatan Noemuti.
b. usulan perubahan Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP
menjadi Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 dengan luas 823
ha (delapan ratus dua puluh tigg riektare) terdapat di:
1. Kecamatan Biboki Feotleu;

PRRAPpREPERRSE
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(6)

(1)

(3)

(4)

Kecamatan Biboki Moenleu;
Kecamatan Biboki Selatan;
Kecamatan Biboki Utara;
Kecamatan Bikomi Selatan;
Kecamatan Insana;
Kecamatan Insana Tengah;
Kecamatan Insana Utara;
. Kecamatan Kota Kefamenanu;

10. Kecamatan Naibenu; dan

11. Kecamatan Noemuti Timur.
Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4} berlaku
ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan.
Dalam hal terdapat penetapan Kawasan hutan oleh Menteri yang
membidangi urusan kehutanan terhadap Daerah yang Kawasan hutannya
belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, usulan
holding zone sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (95}
disesuaikan peruntukannya sesuai dengan penetapan Kawasan hutan
oleh Menteri.

L

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 31

Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 huruf b dengan luas 138.384 ha (seratus tiga puluh delapan ribu tiga
ratus delapan puluh empat hektare), terdiri atas:

a. Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1;

b. Kawasan Hortikultura dengan kode P-2; dan

¢. Kawasan Perkebunan dengan kode P-3.

Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dengan luas 135.279 ha (seratus tiga puluh lima ribu dua
ratus tujuh puluh sembilan hektare) terdapat di seluruh Kecamatan.
Kawasan Holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dengan luas 1.516 ha (seribu lima ratus enam belas hektare} terdapat di:
a. Kecamatan Miomaffo Barat;

b. Kecamatan Mutis; dan

c. Kecamatan Naibenu.

Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢
dengan luas 1.589 ha (seribu lima ratus delapan puluh sembilan hektare)
terdapat di:

Kecamatan Biboki Anleu;

Kecamatan Biboki Moenleu;

Kecamatan Bikomi Nilulat:

Kecamatan Bikomi Selatan;

Kecamatan Bikomi Tengah;

Kecamatan Bikomi Utara;

Kecamatan Insana:
Kecamatan Kota Kefamenanuy; '}?
)
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i. Kecamatan Miomaffo Barat;
j- Kecamatan Miomafo Timur; dan
k. Kecamatan Musi.

(5) Dalam Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
terdapat KP2B dengan luas 15.661 ha {lima belas ribu enam ratus enam
puluh satu hektare) terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan

Pasal 32

Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
huruf ¢ berupa Kawasan Perikanan Budi daya dengan luas 338 ha (tiga ratus
tiga puluh delapan hektare) terdapat di Kecamatan Biboki Anleu.

Paragraf 5
Kawasan Pergaraman

Pasal 33

Kawasan Pergaraman dengan kode KEG sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 huruf d dengan luas 423 ha (empat ratus dua puluh tiga hektare) terdapat
di:

a. Kecamatan Biboki Anleu;

b. Kecamatan Biboki Moenleu; dan

c. Kecamatan Insana Utara.

Paragraf 6
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 34

Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 huruf e berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan
kode PTL memiliki luas 3 ha (tiga hektare) yang terdapat di

a. Kecamatan Bikomi Selatan; dan

b. Kecamatan Insana Utara.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 35
Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 huruf f dengan jluas 18 ha (dclapan belas hektare) terdapat di
Kecamatan Insana Utara.
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Paragraf 8
Kawasan Pariwisata

Pasal 36

Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
huruf g dengan luas 17 (tujuh belas hektare) vang terdapat di

a.

oo o

(1)

(2)

(3)

Kecamatan Biboki Selatan;
Kecamatan Insana;
Kecamatan Insana Utara; dan
Kecamatan Mutis.

Paragraf 9
Kawasan Permukiman

Pasal37

Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 huruf h dengan luas 9.275 ha (sembilan ribu dua ratus lima
puluh tujuh hektare) meliputi:

a. Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK; dan

b. Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD.

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan dengan Lkode PK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 3.166 ha (tiga ribu
seratus enam puluh enam hektare] meliputi terdapat di:

Kecamatan Biboki Anleu;

Kecamatan Biboki Selatan;

Kecamatan Biboki Utara;

Kecamatan Bikomi Selatan;

Kecamatan Bikomi Tengah;

Kecamatan Insana;

Kecamatan Insana Tengah;

Kecamatan Insana Utars;

Kecamatan Kota Kefamenanu;

Kecamatan Miomaffo Barat;

Kecamatan Miomaffo Timur;

1. Kecamatan Naibenu; dan
m. Kecamatan Noemuti.

FERE R e & B
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Kawasan peruntukan permukiman perdesaan dengan kode PD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, seluas 6.109 ha {enam ribu
seratus sembilan hektare) terdapat di seluruh Kecamatan,

Paragraf 10
Kawasan Transportasi

Pasal38

Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimgksud dalam Pasal 23
hurul i dengan luas 15 ha (lima bclas hektare) meliputi:
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a. Kecamatan Bikomi Selatan;

b.

C.

Kecamatan Insana Utara; dan
Kecamatan Kota Kefamenanu.

Paragraf 11
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 39

Kawasan Petahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 huruf j dengan luas 28 ha (dua puluh delapan hektare)
terdapat di:

a.

b
&,
d

Kecamatan Bikomi Nilulat;
Kecamatan Bikomi Utara;

Kecamatan Insana Utara; dan
Kecamatan Kota Kefamenanu.

Bagian Keempat
Ketentuan Khusus

Pasal 40

Pemanfaatan Kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 39 agar memperhatikan ketentuan
khusus yang terdiri atas:

a.

o g

(2)

(1)

ketentuan khusus rencana Pola Ruang KP2B,;

ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana;
ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan; dan
ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral
dan batubara.

Pasal 41

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang KP2B sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 huruf a merupakan bagian dari peta pertampalan vang
merujuk dalam Pasal 31 ayat (5).

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang KP2B sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian
1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dart Peraturan
Daerah ini.

Pasal 42

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi:

a. rawan cuaca ekstrim tingkat tinggi;

b. rawan kekeringan tingkat tinggi; da

c. rawan tanah longsor tingkal Linggi;F
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(2)

(3)
()

(5)

(1)

(2)

(3)

Rawan cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdapat di:

a. Kecamatan Biboki Anley;

b. Kecamatan Biboki Moenleuy;

Kecamatan Biboki Selatan;

Kecamatan Biboki Tan Pah;

Kecamatan Biboki Utara;

Kecamatan Bikomi Selatan;

Kecamatan Bikomi Tengah;

Kecamatan Insana;

Kecamatan Insana Barat;

Kecamatan Insana Fafinesu;

Kecamatan Insana Tengah;

Kecamatan Insana Utara;
. Kecamatan Kota Kefamenanu;

Kecamatan Miomaffo Tengah;

Kecamatan Miomafo Timur;

Kecamatan Naibenu;

Kecamatan Noemuti; dan

Kecamatan Noemuti Timur.
Rawan kekeringan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdapat di seluruh Kecamatan.
Rawan tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdapat di seluruh Kecamatan.
Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta
dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribuj
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVl yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

RS e EET R M B

Pasal43

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 huruf ¢, meliputi:

a. Sempadan Pantai; dan

b. Sempadan Sungai

Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat
di:

a. Kecamatan Biboki Anley;

b. Kecamatan Biboki Moenleu; dan

c. Kecamatan Insana Utara.

Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b erdapat
di:

Kecamatan Biboki Anleu;

Kecamatan Biboki Moenleu;

Kecamatan Biboki Selatan;

Kecamatan Biboki Tan Pah;

Kecamatan Biboki Utara;

Kecamatan Bikomi Nilulat;

=0 pp TR
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(4)

(1)

(2)

Kecamatan Bikomi Selatan;

Kecamatan Bikomi Tengah;

Kecamatan Bikomi Utara;

Kecamatan Insana;

Kecamatan Insana Barat;

Kecamatan Insana Fafinesu;
. Kecamatan Insana Tengah;

Kecamatan Insana Utara;

Kecamatan Kota Kefamenanu;

Kecamatan Miomaffo Barat;

Kecamatan Miomaffo Tengah;

Kecamatan Miomaffo Timur;

Kecamatan Musi;

Kecamatan Mutis;

Kecamatan Naibenu;

Kecamatan Noemuti; dan

w. Kecamatan Noemuti Timur.
Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta
dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribuj
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIl yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Pasal 44

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral
dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d terdapat di:
Kecamatan Biboki Anleu;

Kecamatan Biboki Feotleu;

Kecamatan Biboki Meenleu;

Kecamatan Bikom:i Nilulat;

Kecamatan Bikomi Selatan;

Kecamatan Bikomi Tengah;

Kecamatan Bikomi Utara;

Kecamatan Miomaffo Barat;

Kecamatan Miomaffo Tengah;

Kecamatan Miomaffo Timur; dan

Kecamatan Noemuti.

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral
dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam
bentuk peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh
ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV]Il yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

K& E®R e LD g
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(1)

(2}

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

BAB V
KAWASAN STRATEGIS DAERAH

Pasal 45

Kawasan strategis yang terdapat di Kabupaten Timor Tengah Utara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf e terdiri darx:

a. Kawasan Strategis Nasional;

b. Kawasan Strategis Provinsi; dan

c. Kawasan Strategis Kabupaten.

Rencana Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} huruf ¢ digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala
1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan
Daerah ini

Pasal46

Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat
(1) huruf a berupa Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.
Kawasan strategis dan sudut Kepentingan ekonomi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan Perbatasan Negara Republik
Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste.

Pasal 47

Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat
(1) huruf b berupa Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.
Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kawasan Insana;

b. Kawasan Mena dan sekitarnya; dan

c. Kawasan Mutis-Fatumnasi.

Pasal 48

Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

ayat (1) huruf ¢, meliputi:

a. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan
pertumbuhan ekonomi;

b. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial
budaya; dan

¢. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi
dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan

pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputs

a. Kawasan strategis Eban di Kecamatan Miomaffo Barat;
b. Kawasan strategis Kota Kela di Kecamatan Kota kefamenanu; %7
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(4)

Kawasan strategis Lurasik di Kecamatan Biboki Utara;
Kawasan strategis Noemuti di Kecamatan Noemuti;
Kawasan strategis Oelolok di Kecamatan Insana: dan
Kawasan strategis Wini di Kecamatan [nsana Utara.

SR A

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial
budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
Kawasan strategis Manamas Kecamatan Naibenu;
Kawasan strategis Maubesi di Kecamatan Insana Tengah;

Kawasan strategis Taekas di Kecamatan Miomaffo Timur; dan
Kawasan strategis Tamkesi di Kecamatan Biboki Selatan.
Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan
daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c¢ yaitu Kawasan Strategis Manamas-Manufonu di Kecamatan
Naibenu.

a
b
c. Kawasan strategis Noeltoko di Kecamatan Miomaffo Barat;
d
e

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah adalah arahan
pembangunan/pengembangan Wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang
dan Pola Ruang sesuai RTRW, melalui:

&
b.

(1)

(2)

4

ketentuan KKPR;

penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima)
tahunan; dan

pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 50

Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, menjadi
pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang,

Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:

a. KKKPR;
b. PKKPR; dan
c. RKKPR.

Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pertimbangan dan pelaksanaan revisi RTRW;

Pelaksanaan KKPR Sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilaksanaan
sesudl dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

2

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menegah S (ima} Tahunan

Pasal 51

Indikasi program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b,

meliputi:

a. indikasi program untuk perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah
Daerah;

b. indikasi program untuk perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah
Daerah; dan

¢. indikasi program untuk perwujudan Kawasan strategis Daerah.

Pelaksanaan Indikasi program utama terbagi dalam 5 (lima} tahapan

meliputi:

a. tahap pertama, tahun 2024;

b. tahap kedua, tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;

¢. tahap ketiga, tahun 2030 sampai dengan tahun 2034;

d. tahap keempat, tahun 2035 sampai dengan tahun 2039; dan
e. tahap kelima, tahun 2040 sampai dengan 2043.

Perkiraan pendanaan indikasi program utama disusun sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangar.

Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan
lebih lanjut dalam Lampiran XX, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal52

Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 49 huruf ¢ merupakan sinkronisasi program

Pemanfaatan Ruang yang dilakukan berdasarkan indikasi program utama

yang termuat dalam RTRW Daerah penyelarasan indikasi program dengan

program  sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana
pembangunan secara terpadu.

Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang akan menjadi

masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan

peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Daerah.

a. Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menghasikan dokumen meliputi: sinkronisasi pogram
Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahun; dan

b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu)
tahunan. %



BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH DAERAH

(1)

(2)

)

(4)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 53

Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten
digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian Pemanfaatan
Ruang wilayah kabupaten.

Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi;

b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;

c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan

d. arahan sanksi

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragaraf 1
Umum

Pasal 54

Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2)

huruf a, merupakan ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan

Ruang, dan ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun

untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan Kawasan sekitar

jaringan prasarana sesuai dengan RTRW.

Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:

a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;

b. menyeragamkan Ketentuan Umum Zonasi di seluruh wilayah
kabupaten untuk peruntukan ruang vang sama;

c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan
operasional  pengendalian  Pemanfaatan Ruang di setiap
Kawasan/zona kabupaten; dan

d. sebagai dasar penilaian pelaksanaan KKPR.

Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi untuk struktur ruang; dan

b. Ketentuan Umum Zonasi untuk pola ruang.

Ketentuan Umum Zonasi untuk Struktur Ruang sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a, meliputi:

Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem pusat permukiman;

Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan transportasi

Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan energi;

Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;

Keten fvan Umum Zonasi untuk sistem Jaringan Sumber Daya Air;

dan
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(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

f. Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya.
Ketentuan Umum Zonasi untuk Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b, meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Lindung; dan

b. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Budi Daya.

Ketentuan Umum Zonasi untuk Struktur Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a memuat ketentuan mengenai:

a. standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman; dan

b. standar teknis sistem prasarana wilayah.

Ketentuan Umum Zonasi untuk Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b memuat ketentuan mengenat:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, diizinkan dengan syarat
dan tidak diizinkan;

intensitas Pemanfaatan Ruang;

sarana dan prasarana minimum;

ketentuan lain yang dibutuhkan; dan

ketentuan khusus.

Ketentuan Umum Zonasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi RDTR
Kawasan perkotaan, dan Ketentuan Umum Zonasl Kawasan Strategis
Kabupaten.

o A0 o

Paragaraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 35

Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a, meliputi:
a. Ketentuan Umum Zonasi PKW,
Ketentuan Umum Zonasi PKSN;
Ketentuan Umum Zonasi PKL;
Ketentuan Umum Zonasi PPK; dan
Ketentuan Umum Zonasi PPL.
Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar pelayanan
minimal sistem pusat permukiman.
Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PKW
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a berupa sarana dan
prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala regional atau
beberapa Kabupaten meliputi:
a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan yang melayani
skala regional atau beberapa kabupaten;
b. fasilitas pelayanan pendidikan yang melayani skala regional atau
beberapa kabupaten;
c. fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani skala regional atau
beberapa kabupaten;
d. fasilitas perdagangan dan jasa yang melayani skala regional atau
beberapa kabupaten;

o an o
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(4)

(5)

h.

it
i

fasilitas pelayanan olahraga yang melayani skala provinsi atau
beberapa kabupaten;

fasilitas pelayanan transportasi yang melayani skala regional atau
beberapa kabupaten;

fasilitas ketenagalistrikan;

fasilitas telekomunikasi;

fasilitas SPAM;

jalur dan ruang evakuasi bencana,

k. fasilitas drainase perkotaan; dan

0

menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada Kawasan perkotaan
dengan minimal luas 20 % (dua puluh persen).

Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai Pusat
Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan
berskala regional atau beberapa Kabupaten dengan nilai strategis
nasional meliputi:

a.

b.

Fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan yang melayani skala
regional atau beberapa kabupaten dengan nilai strategis nasional;
fasilitas pelayanan pendidikan yang melayani skala regional atau
beberapa kabupaten dengan nilai strategis nasional;

fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani skala regional atau
beberapa Kabupaten dengan nilai strategis nasional;

fasilitas perdagangan dan jasa yang melayani skala regional atau
beberapa kabupaten derigan nilai strategis nasional;

fasilitas pelayanan olahraga yang melayani skala provinsi atau
beberapa kabupaten dengan nilai strategis nasional;

fasilitas pelayanan transportasi yang melayani skala regional atau
beberapa kabupaten dengan nilai strategis nasional;

fasilitas ketenagalistrikan;

fasilitas telekomunikasi;

fasilitas SPAM,;

jalur dan ruang evakuasi bencana;

fasilitas drainase perkotaan; dan

menyedlakan pemenuhan kebutuhan RTH pada Kawasan perkotaan
dengan minimal luas 20 % (dua puluh persen).

Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PKL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ berupa sarana dan
prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala regional atau
Kabupaten meliputi:

D@ e A0 T
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fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kabupaten;
fasilitas perdagangan dan jasa skala kabupaten;

fasilitas pelayanan kesehatan skala kabupaten;

fasilitas pelayanan pendidikan skala kabupaten;

fasilitas pelayanan peribadatan;

fasilitas pelayanan transpoTtasi yaitu terminal tipe B;

[asilitas rekreasi dan olahraga;

fasilitas pelayanan transpOrtasi skala regional dan kabupaten;
fasilitas dan/atau jaringan infrstruktur keten ggalistrikan;
fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi,
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(7)

k. fasilitas dan/ataujaringan penyediaan air minum,

1. fasilitas dan/atau jaringan pengolahan air limbah;

m. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;

n. jaringan drainase; dan

0. jalur dan ruang evakausi bencana

Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa sarana dan
prasarana perkotaan sesuai dengan Kkegiatan berskala kecamatan
meliputi:

fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kecamatan;
fasilitas perdagangan dan jasa skala kecamatan;

fasilitas pelayanan kesehatan skala kecamatan;

fasilitas pelayanan pendidikan skala kecamatan;

fasilitas pelayanan peribadatan;

fasilitas rekreasi dan olahraga;

fasilitas pelayanan transportasi yaitu terminal tipe C;

fasilitas dan/atau jaringan infrstruktur ketenagalistrikan;

fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;

M@ e AD T

fasilitas dan/ataujaringan penyediaan air minum;

e

fasilitas dan/atau jaringan pengolahan air limbah;

1. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;

m. jaringan drainase; dan
n.jalur dan ruang evakusi bencana.

Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PPL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa sarana dan
prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala antar desa
meliputi:

a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala
kelurahan/ desa;
fasilitas perdagangan danjasa skala kelurahan/desa;
fasilitas pelayanan kesehatan skala kelurahan/desa;
fasilitas pelayanan pendidikan skala kelurahan/ desa;
fasilitas pelayanan peribadatan;
fasilitas rekreasi dan olahraga;
fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
fasilitas dan/ataujaringan penyediaan air minum;
fasilitas dan/atau jaringan pengolahan air limbah;
fasilitas dan/atau jaringan persampahan;

Jaringan drainase; dan
m. jalur dan ruang evakusi bencana.
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Paragarafl 3
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Transportasi

Pasal56

Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan tranfportasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) hurufl b, terdiri atas:
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(1)

(2)

3)

()

Ketentuan Umum Zonasi untuk Sistem Jaringan Jalan;

Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem Jaringan Sungai, Danau, dan
Penyebrangan;dan

Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 57

Ketentuan umum untuk Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 56 huruf a memuat ketentuan mengenai standar teknis

perencanaan, meliputi

standar teknis perencanaan jalan umum;

standar teknis perencanaan terminal penumpang;

standar teknis perencanaan terminal barang;

standar teknis perencanaan jembatan timbang; dan

standar teknis perencanaan jembatan.

Standar teknis perencanaan jalan umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, meliputi:

a. standar teknis perencanaan jalan arteri

b. standar teknis perencanaan jalan kolektor; dan

¢. standar teknis perericanaan jalan lokal

Standar teknis perencanaan jalan arteri sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a, berupa Jalan Arteri Primer meliputi:

a. Jalan Arteri Primer didesaln berdasarkan kecepatan rencana dengan
lebar badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangarn;

b. mempunyal Kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas
ratarata;

® a0 TR

c¢. lalu lintas jarak jauh tidak boleh tergariggu oleh lalu lintas ulang
alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;

d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap
memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, Lkapasitas, dan
jumlah jalan masuk;

e. Jalan Arteri Primer yang memasuki Kawasan perkotaan dan/atau
Kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;

f. memiliki bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan,
ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan

g standar teknis Jalan Arteri Primer lainnyva mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Standar teknis perencanaan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b, berupa Jalan Kolektor Primer meliputi:

a. Jalan Kolektor Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana
dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas
ratarata;

€. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga
persyaratan | teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap
terpenuhi;
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d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap
memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan
jumlah jalan masuk;

e. Jalan Kolektor Primer yang memasuki Kawasan perkotaan dan/atau
Kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;

f.  memiliki bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang
milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan

g standar teknis Jalan Kolektor Primer lainnya mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar teknis perencanaan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf ¢, berupa Jalan Lokal Primer meliputi:

a. Jalan Lokal Primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana
dan lebar badan jalan sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan,

b. Jalan Lokal Primer yang memasuki Kawasan perdesaan tidak boleh
terputus;

¢. memiliki bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang
milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

d. standar teknis Jalan Lokal Primer lainnya mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Standar teknis perencanaan terminal penumpang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. standar teknis perencanaan terminal penumpang tipe A;

b. standar teknis perencanaan terminal penumpang tipe B; dan

c. standar teknis perencanaan terminal penumpang tipe C.

Standar teknis perencanaan terminal penumpang sebagaimana dimaksud

pada ayat {1) huruf b meliputi:

a. terminal penumpang tipe A disusun dengan prasyaratan teknis
sebagai berikut:

1. terminal penumpang tipe A melayani kendaraan umum untuk
angkutan antarkota antarprovinsi, angkutan lintas batas
antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota,
serta angkutan perdesaan yang dipadukan dengan pelayanan
angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan;

2. lokasi terminal penumpang tipe A penumpang harus terletak pada
simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;

3. penyelenggaraan terminal penumpang tipe A wajib menyediakan
fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas
penun jang sesual ketentuan peraturan perundang-undangan,

4. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan,
kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di
terminal penumpang tipe A sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

5. [asilitas dan standar pelayanan terminal penumpang penumpang
tipe A lainnya sesuat ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. terminal penumpgng tipe B disusun dengan prasyaratan teknis
sebagai perikut:
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1. terminal penumpang tipe B melayani kendaraan umum untuk
angkutan antar kota dalam provinsi yang dipadukan dengan
pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaarn;

2. lokasi terminal penumpang tipe B penumpang harus terletak pada
simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;

3. penyelenggaraan terminal penumpang tipe B wajib menyediakan
fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas
penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4, pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan,
kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di
terminal penumpang tipe B sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang penumpang
tipe B lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

terminal penumpang tipe C dengan disusun dengan prasyarat teknis

sebagai berikut:

1. terminal penumpang tipe C melayani kendaraan umum untuk
angkutan perKotaan atau perdesaan;

2. lokasi terminal penumpang tipe C harus terletak pada simpul
jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;

3. penyelenggaraan terminal penumpang tipe C wajib menyediakan
fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas
penun jang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. pelayanan Kkeselamatan, keamanan, kehandalan/ keteraturan,
kenyamanan, kemudahan/ keterjangkauan, dan kesetaraan di
terminal penumpang tipe C sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang tipe C
lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar teknis perencanaan terminal barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢, meliputi:

a.

b.

terminal barang melayani kendaraan umum untuk bongkar muat
barang;

lokasi terminal barang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas
dan angkutan jalan;

penyelenggaraan terminal barang wajib menyediakan fasilitas terminal
barang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelayanan  keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan,
kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan Kesetaraan di
terminal barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpanlg barang lainnya
sesUai ketentUan peraturan perundang-undangan.

Standar teknis perencanaan jembatan timbang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, disusun dengan prasyaratan ieknis sebagai
beyikut:
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(2)

a. alat pengawasan dan pengamanan jalan berupa alat penimbangan
yang dipasang secara tetap atau alat penimbangan yang dapat
dipindahkan;

b. alat penimbangan yang dipasang secara tetap untuk pengawasan
semUa mobil barang;

c. penetapan lokasi jembatan timbang dengan alat penimbangan yang
dipasang secara tetap memperhatikan rencana induk jaringan lalu
lintas dan angkutan jalan, serta jaringan lintas angkutan barang;

d. fasilitas jembatan timbang berupa jaringan utama dan fasilitas
penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. standar teknis jembatan timbang lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Standar teknis perencanaan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:

a. perencanaan jembatan harus memenuhi poKok-pokok perencanaan
kekuatan dan stabilitas struktur, kenyamanan dan keselamatan,
kemudahan (pelaksanaan dan pemeliharaan, ekonomis, pertimbangan
aspek lingkungan, sosial dan aspek keselamatan jalan, keawetan dan
kelayakan jangka panjang, dan estetikal;

b. perencanaan struktur jembatan harus mengacu kepada peraturan
perencanaan jembatan, standar perencanaan ketahanan gempa untuk
struktur bangunan gedung dan non gedung, dan standar teknis lain
sesuai ketentuan peraturan perundang-uUndangan;

c. perencanaan jalan pendekatan jembatan harus mengacu kepada
standar perencanaan jalan yvang berlaku berkaitan dengan geometric
dan perkerasan jalan;

d. perencanaan bangunan pengaman jembatan harus mengacu kepada
standar perencanaan bangunan pengaman air sungai untuk
kontruksi jalan dan jembatan dan pedoman penentuan beban impak
bangunan pelindung pilar jembatan; dan

e. standar teknls jembatan lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 58

Ketentuan umum untuk sistem jaringan sungai, danau dan

penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b memuat

ketentuan mengenai standar teknis perencanaan berupa standar teknis

perencanaan pelabuhan penyeberangan.

Standar teknis perencanaan pelabuhan penyeberangan sebagaimana

dimaksud pada ayat 1 berupa standar teknis perencanaan pelabuhan

penyeberangan kelas 11 disusun dengan persyaratan teknis sebagai

berikut:

a. pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul jembatan bergerak (lintas
penyeberangan);

b. menghubungkan jaringan arteri primer dan jaringan Kolektor primer
dan jalan strategis nasional;

c. lokasinya tidak berada pada konsepsi sabuk penyebegangan nasional;

d. pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil.
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(1)

(2)

(3)

(4)

e. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan
penyeberangan kelas Il yang digunakan untuk melayani angkutan
penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang
dilayani;

f. pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan dan
kesetaraan di pelabuhan penyeberangan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

g fasilitas dan standar teknis pelayanan pelabuhan penyeberangan
lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Ketentuan umum untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56 huruf ¢ memuat ketentuan mengenai standar

teknis perencanaan berupa standar teknis perencanaan pelabuhan laut.

Standar teknis perencanaan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meliputi:

a. standar teknis perencanaan pelabuhan pengumpul,

b. standar teknis perencanaan pelabuhan pengumpan; dan

c. standar teknis perencanaan pelabuhan perikanan.

Standar teknis perencanaan pelabuhan pengumpul sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Pelabuhan Pengumpul disusun

dengan persyaratan teknis sebagai berikut:

a. berada dekat dengan jalur pelayaran nasional dengan jarak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpul lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

¢. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. menyediakan dan memelihara penahan gelombang;

menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran;

f. memiliki dermaga dengan kapasitas minimum dengan panjang

dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

mermniliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang;

menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;

i. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;

j.  menjamin kelancaran arus barang;
k. menyvediakan fasilitas pelabuhan; dan
]

&

standar teknis pelabuhan pengumpul lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Standar teknis perencanaan pelabuhan pengumpan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} huruf b, berupa standar teknis perencanaan
pelabuhan pengumpan lokal disusun dengan persyaratan teknis sebagai
berikut:
a. memiliki jarak dengan pelabuhan lokal lainnya sesuai dengan sesuai
keternituan peraturan perundang-undangan;
b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
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(5)

(1)

(2)

(3)

c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. luas lahan maksimal 1 ha (satu hektare);

memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang; dan

o

f  standar teknis pelabuhan pengumpan lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Standar teknis perencanaan pelabuhan perikanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ berupa standar teknis perencanaan

pangkalan pendaratan ikan disusun dengan persyaratan teknis sebagai
berikut:

a. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan
perikanan di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia;

b. memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh untuk Kkapal
perikanan berukuran sesuai Kketentuan peraturan perundang-
undangan;

c. memiliki dan/atau memanfaatkan dermaga paling pendek 3 (tiga)
meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 1 (satu) meter;

d. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 (lima
belas) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 75 (tujuh puluh
lima) gross tonnage;

e. memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 1 ha (satu
hektare);

f. Kriteria operasional yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan
pemasaran hasil perikanan rata-rata 0,5 (nol koma lima) ton per hari;
dan

g. standar teknis pangkalan pendaratan ikan lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paaragaraf 4
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Energi

Pasal 60

Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 54 ayat (4) huruf ¢ berupa Ketentuan Umum Zonasi jaringan

infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:

a. standar teknis perencanaan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik
dan sarana pendukung; dan

b. standar teknis perencanaan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga
listrik dan sarana pendukung.

Standar teknis perencanaan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik

dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

meliputi:

a. standar teknis perencanaan PLTD; dan

b. standar teknis perencanaan PLTS.

Standar teknis perencanaan PLTD sebagaimana dimaksud gada avat (2)

huruf a disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
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(6)

a. pemilihan lokasi PLTD dilakukan dengan mempertimbangkan
ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan
pasokan energi, primer, kedekatan dengan pusat beban, prinsip
regional balance, topologi jaringan transmisi yang dikehendaki,
kendala pada sistem transmisi, dan kendala-kendala teknis,
lingkungan dan sosial;

b. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
dalam penyiapan proyek di lapangan dan diseSuaikan dengan
kebutuhan sistem dan kaidah Pemanfaatan Ruang;

¢. menyediakan jaringan drainase;

d. menyediakan Rain Harvesting untuk mengurangi runoff terbuang ke
sungai,

e. meyediakan RTH dengan memperbanyak penanaman vegetasi di
lingkungan sekitar PLTD sebagai area huf fer zone, dan

f. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya SeSual ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Standar teknis perencanaan PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:

a. pemilihan lokasi PLTS dilakukan dengan mempertimbangkan
ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan
pasokan energi, primer, kedekatan dengan pusat beban, prinsip
regional balance. topologi jaringan transmisi yang dikehend aki,
kendala pada sistem transmisi, dan kendala teknis, lingkungan dan
sosial;

b. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan
kebutuhan sistem dan kaidah Pemanfaatan Ruang;

¢c. menyediakan jaringan drainase;

d. menyediakan rain harvesting untuk mengurangi runof terbuang ke
sungay,

e. meyediakan RTH dengan memperbanyak penanaman vegetasi di
lingkungan sekitar PLTS sebagai area huf;fer zone; dan

f. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Standar teknis perencanaan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga

listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b, meliputi:

a. standar teknis perencanaan jaringan transmisi tenaga listrik antar
sistem;

b. standar teknis perencanaan jaringan distribusi tenaga listrik; dan

¢. standar teknis perencanaan gardu listrik.

Standar teknis perencanaan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa standar teknis

perencanaan SUTT disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:

a ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak
bebas minimum horizontal dalam pembangunan SUTT sesuai
pertimbangan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. operasi dan pemelihara: SUTT sesuail ketentuan peraturan
perundang-undangan;dan
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(8)

(9)

(10)

(2)

¢. standar teknis SUTT lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Standar teknis perencanaan jaringan distribusi tenaga listrik

sebagaimana dimaksud pada ayat (5} huruf b terdiri:

a. standar tekmis perencanaan SUTM; dan

b. standar teknis perencanaan SUTR.

Standar teknis perencanaan SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

huruf a disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:

a. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak
bebas minimum horizontal dalam pembangunan SUTM sesual
pertimbangan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. operasi dan pemeliharaan SUTM sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

c. standar teknis SUTM lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Standar teknis perencanaan SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

huruf b disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:

a. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak
bebas minimum horizontal dalam pembangunan SUTR sesuai
pertimbangan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. operasi dan pemeliharaan SUTR sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

c. standar teknis SUTR lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Standar teknis perencanaan gardu listrik sebagaimana dimaksud pada

ayat (5} huruf ¢, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:

a. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak
bebas minimum horizontal dalam pembangunan gardu listrik sesuai
pertimbangan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. lokasi gardu induk sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan
proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan
kaidah Pemanfaatan Ruang

¢. Operasi dan pemeliharaan gardu listrik sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

d. standar teknis gardu listrik lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragaraf 5
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 61

Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf d, memuat
ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem jaringan
telekomunikasi.

Standar teknis perencanaan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sltandar teknis perencanaan jaringan tetap;
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b.
8,

standar teknis perencanaan infrastruktur jaringan tetap; dan
standar teknis perencanaan jaringan bergerak.

Standar teknis perencanaan jaringan tetap sebagaimana dimaksud ayat
(2) huruf a, disusun dengan persyaratan teknis scbagai berikut:

a.

b.

d.

jaringan tetap berbasis circuit-switched menyelenggara kan jasa
telepon dasar untuk sambungan lokal; .
jaringan tetap berbasis packet swilched wajib menyediakan jaringan
transport yang menghubungkan antar pusat jaringan (node] dan
jaringan akses pelanggan yang terhubung ke pusat jaringan (node);
lokasi perencanaan infrastruktur jaringan tetap sesuai dengan
perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan
dengan kebutuhan sistem dan kaidah Pemanfaatan Ruang; dan
standar teknis jaringan tetap lamnnya sesual keteéntuan peraturan
perundang-undangan.

Standar teknis perencanaan infrastruktur jaringan tetap sebagaimana
dimaksud pada avat (2) huruf b, disusun dengan persyaratan teknis
sebagai berikut:

a.

b.

pembangunan, operasi dan pemeliharaan infrastruktur jaringan tetap
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

lokasi perencanaan infrastruktur jaringan tetap sesuai dengan
perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan
dengan kebutuhan sistem dan kaidah Pemanfaatan Ruang; dan
standar teknis infrastruktur jaringan tetap lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Standar teknis perencanaan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} huruf ¢, berupa standar teknis pereéncanaan jaringan
bergerak seluler sebagai berikut:

a.

pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu
untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan
faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi
menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

lokasi perencanaan infrastruktur jaringan bergerak sesuai dengan
perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan
dengan kebutuhan sistem;

pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan
sesuai peraturan perundang-undangan;

penyelenggara jaringan bergerak terrestrial wajib membangun
dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan
jaringan penghubung; dan

standar teknis jaringan bergerak ferrestrial lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Paragaraf 6
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 62

(1) Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem Jaringan Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf e, berupa
Ketentuan Umum Zonasi prasarana sumber daya air.

(2) Ketentuan Umum Zonasi prasarana sumber daya air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputs:

a. Ketentuan Umum Zonasi sistem Jaringan Irigasi; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi bangunan sumber daya air.

(3) Ketentuan Umum Zonasi sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud
pada avat (2) huruf a, memuat Ketentuan mengenai standar teknis
perencanaan sistermn Jaringan lrigasi meliputi:

a. standar teknis perencanaan Jaringan Irigasi Primer; dan
b. standar teknis perencanaan Jaringan Irigasi sekuder.

(4) Standar teknis perencanaan sistem Jaringan Irigasi Primer sebagaimana
dimaksud pada avat (3) huruf a disusun dengan persyaratan teknis
sebagai berikut:

a. Jaringan lIrigasi Primer dibangun sesuai kebutuhan dan sumber air
tersedia;

b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang
akan diairi;

c. kemiringan (slope) saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan 2
(dua) persen; dan

d. standar teknis sistem Jaringan Irigasi Primer lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Standar teknis perencanaan sistem Jaringan Irigasi sekunder
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan
persyaratan teknis sebagai berikut:

a. Jaringan Irigasi sekunder dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;

b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang
akan diairi:

c. kemiringan (slope] saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan 2
(dua) persen; dan

d. standar teknis sistem Jaringan Irigasi sekunder lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan Umum Zonasi bangunan sumber daya air sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar
teknis perencanaan bangunan sumber daya air.

(7) Standar teknis perencanaan bangunan sumber daya air sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) disusun dengan prasyaratan sebagai berikut:

a. pelaksanaan kontruksi bangunan sumber daya air diatur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. desain bangunan penahan sedimen sesuai standar nasional
Indonesia;

c. lokasj perencanaan bangunan sumber dava air disesuaikan dengan
kebutuhan sistem; dan
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d. standar teknis bangunan sumber daya air lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragaraf 7
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 63

Ketentuan Umum Zonasi untuk sistemn jaringan prasarana lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf {, meliputi:

a.
b.
o,

Ketentuan Umum Zonasi SPAM,;

Ketentuan Umum Zonasi SPAL;

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
Dan Beracun {B3);

d. Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Persampahan,;

®

(2)

(3]

(5)

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Evakuasi Bencana; dan
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Drainase.

Pasal 64

Ketentuan Umum Zonasi SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan SPAM.
Standar teknis sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
a. standar teknis jaringan perpipaan; dan
b. standar teknis bukan jaringan perpipaan.
Standar teknis jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a berupa standar teknis perencanaan unit pelayanan meliputi:
a. unit air bakuy;
b. jaringan air bakuy;
c. unit produksi; dan
d. unit distribusi.
Standar teknis unit air baku, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
a. unit air baku meliputi:
1. bangunan penampungan air;
bangunan pengambil/penyadap;
alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
sistem pemompaan; dan

3 e

5. bangunan sarana pembawa serta pelengkapnya.

b. pengambilan air baku wajib dilakukan berdasarkan izin sesuai
dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan;

c. pengambilan air baku wajib memperhatikan keperluan konservasi dan
pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

d. standar teknis unit air baku sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Standar teknis jaringan air balku, sebagaimana dimaksud pgda ayat (3)

huruf b, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
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a. jaringan air baku meliputi:

1. jaringan air baku dan perlengkapannya;

2. bangunan penampungan;

3. alat pengukuran dan peralatan pemantauarn.

b. pengaliran air pada jaringan air baku dapat dilakukan
menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi; dan
c. standar teknis jaringan air baku sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(6) Standar teknis unit produksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
huruf ¢, disusun dengan perSyaratan teknis sebagai berikut:
a. unit distribusi meliputi:

1. jaringan distribusi dan perlengkapannya;

2. bangunan penampungan; dan

3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.

b. pengaliran air pada unit distribusi dapat dilakukan menggunakan
sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi; dan
c. standar teknis wunit distribusi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(7) Standar teknis unit distribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf d, disusun dengan perSyaratan teknis sebagai berikut:
a. unit distribusi meliputi:

1. jaringan distribudi dan perlengkapannya;

2. bangunan penampungan; dan

3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.

b. pengalitan air pada unit distribusi dapat dilakukan menggunakan

Sistem pemompaan dan/atau Secara gravitasi:dan

c. standar teknis unit distribusi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(8) Standar teknis bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) huruf b sebagai berikut;
a. standar teknis bangunan penangkap mata air meliputi:

1. bangunan penangkap bagian luar harus kedap terhadap air;

2. bangunan penangkap mata air dilengkapi dengan saluran air
hujan yang kedap air vang dibuat mengelilingi bangunan
penangkap mata air; dan

3. standar teknis sistem penyediaan air minum bukan jaringan

perpipaan lainnya Sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan.

b. standar teknis sumur pompa meliputi:

1. saringan atau pipa yvang betrlubang berada di dalam lapisan tanah
yang mengandung air;

2. lapisan yang kedap air antara permukaan tanah dan pipa
saringan Sekurang-kurang 3 (tiga) meter;

3. lantai sumur yang kedap air ditinggikan 20 (dua puluh)
centimeter dari permukaan tanah dan lebarnya * 1% (satu
setengah) meter sekeliling pompa;

4, saluran pembuangan air limbah harus ditembok kedap air,
minimal 10 (sepuluh} meter panjangnya; dan
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(2)

(2)

(1)

(2}

5. untuk mengambil air dapat dipergunakan pompa tangan atau
pompa listrik.

Pasal 65

Ketentuan Umum Zonasi SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan SPAL.
Standar teknis perencanaan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
berupa standar teknis infrastruktur sistem pengelolaan air limbah
domsetik disusun dengan prasyaratan sebagai berikut:

a. bangunan pengolahan air limbah;

b. bangunan pengolahan lumpur, peralatan mekanikan dan elektrikal,
dan/atau unit pemrosesan lumpur kering;

c. prasarana utama berupa unit penyaringan secara mekanik atau
manual, unit ekualisasi, unit pemekatan, unit stabilitasi, unit
pengeringan lumpur, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering;

d. prasarana dan sarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

e. lokasi perencanaan SPAL sesual dengan kebutuhan sistem.

Pasal 66

Ketentuan Umum Zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya

dan beracun (B3} sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c,

memuat ketentuan mengenal standar teknis perencanaan sistem

pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Standar teknis perencanaan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya

dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan

prasyaratan sebagal berikut:

a. bangunan pengolahan air limbah bahan berbahaya dan beracun (B3),
prasarana dan sarana pendukung sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

b. lokasi perencanaan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
beracun (B3) sesual dengan kebutuhan sistem.

Pasal 67

Ketentuan Umum Zonasi Sistemm Jaringan Persampahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, memuat ketentuan mengenai standar
teknis perencanaan Sistem Jaringan Persampahan.
Standar teknis perencanaan Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. standar teknis perencanaan TPS;

b. standar teknis perencanaan TPA; dan

c. standar teknis perencanaan TPST.
Standar teknis perencanaan TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a disusun dengan prasyaratan sebagai berikut:

a. luas TPS sampai dengan 200 {(dua ratus) meter persegi; #
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tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling
sedikit 5 (lima) jenis sampah;

jenis TPS bukan merupakan wadah permanen;

luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;

lokasinya mudah diakses:

tidak mencemari lingkungan;

memilikijadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan

standar teknis TPS lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Standar teknis perencanaan TPA, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b disusun dengan prasyaratan sebagai berikut:

a.

b.

o5

fasilitas dasar meliputi jalan masuk, jalan operasional, listrik atau
genset, drainase, air bersih, pagar dan kantor;

fasilitas pelindung lingkungan meliputi lapisan kedap air, saluran
pengumpul lindi, instalansi pengolahan lindi, Zzona penyangga, sumur
uji atau pantau dan penanganan gas;

faslitas penunjang meliputi bengKel, garasi, tempat pencucian alat
angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan,
Jembatan timbang, labortarium dan tempat parkir;

fasilitas operasional meliputi alat berat, truk pengangkut tanah, dan
sampah;

TPA dapat dilengkapi dengan fasilitas pendauran ulang,
pengomposan, dan atau gas big;

pemilihan lokasi TPA perkotaan memperhatikan kondisi geologi,
geohidrologi, curah hujan, topografi, karakteristik banjir, areal buf fer
zone, penyediaan RTH dan Kkriteria teknis lainnya sesuai kebutuhan
sistem dan tetap mengacu pada kaidah Pemanfaatan Ruang; dan
standar teknis TPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Standar teknis TPST, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
disusun dengan prasyaratan sebagai berikut:

a.

o

£

luas TPST lebih besar dari 20.000 (dua puluh ribu) m?

penempatan lokasi TPST dapat di dalam kota dan atau di TPA;

Jarak TPST ke permukiman terdekat paling sedikit 500 (lima ratus) m;
pengolahan sampah di TPST dapat menggunakan teknologi
pengolahan secara fisik, kimia, biologi, termal, maupun teknologi lain
vang ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku;

fasilitas TPST dilengkapi dengan ruang pemilahan, instalasi
pengolahan  sampah, pengendalian  pencemaran  lingkungan,
penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga;
dan

standar teknis TPST Ilpinnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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(2)

(3)

(2)

(3)

Pasal 68

Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 huruf e, memuat ketentuan mengenai standar
teknis perencanaan sistem jaringan evakuasi bencana.

Standar teknis perencanaan sistem jaringan evakuasli bencana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. standar teknis perencanaan jalur evakuasi bencana;

b. standar teknis perencanaan tempat evakuasi bencana.

Standar teknis perencanaan jalur evakuasi bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan prasyaratan sebagai

berikut:

a. jaringan evakuasi bencana berupa jalan formal (jalan kota/jalan raya)
dan jalan-jalan “tikus” yang berada diantara bangunan yang bilasa
digunakan untuk memintas jarak alur jalan formal,

b. bentuk jaringan evakuasi bencana berupa jalur evakuasi darat dan
jalur evakuasi air jika Kawasan sudah tergenang air;

c. pemasangan rambu petunjuk evakuasi bencana sesual dengan
ketentuan peraturan perundnag-undangan; dan

d. standar tekmis jalur evakuasi bencana lainnya sesuali dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar teknis perencanaan tempat evakuasi bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat {2) huruf b disusun dengan prasyaratan sebagai

berikut:

a. tempat evakuast bencana dapat berupa bangunan sarana pelayanan
umum yang sudah ada dan dapat menampung banyak penduduk;

b. tempat evakuast bencana harus aman dari potensial bahaya bencana
dan dapat muda dicapai oleh penduduk dengan waktu sesuai waktu
untuk evakuasi;

c. tempat evakusai bencana harus dilengkapt dengan sarana dan
prasarana penunjang; dan

d. standar teknis tempat evakuasi bencana lainnya sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Ketentuan Umum Zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 huruf f memuat Kketentuan mengenai standar teknis
perencanaan sistem drainase.

Standar teknis perencanaan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada

ayat {1}, terdiri dari:

a. standar teknis perencanaan Jaringan Drainase Primer; dan

b. standar teknis perencanaan Jarmgan Drainase Sekunder.

Standar teknis perencanaan Jaringan Drainase Primer sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan persyaratan sebagai

berikut:

a. sistem teknis Jaringan Drainase Primer, bangunan peresapan,
bangunan tampungan beserta sarana pelgngzkapnya  yang
berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
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b. Jaringan Drainase Primer dapat berupa sungai atau anak sungai yang
berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang
seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah
perkotaan; dan

c. spesifikasi teknis Jaringan Drainase Primer harus memenuhi
persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur,
ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Standar teknis perencanaan Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan persyaratan sebagai
berikut:

a. sistem teknis Jaringan Drainase Sekunder, bangunan peresapan,
bangunan tampungan beserta sarana pelengkapnya yang
berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;

b. Jaringan Drainase Sekunder dapat berupa sungai atau anak sungai
yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan
yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah
perkotaan; dan

c. spesifikasi teknis Jaringan Drainase Sekunder harus memenuhi
persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur,
ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragaraf 8
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 70

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 54 ayat (5) huruf a, meliputi:

a. badan air dengan kode BA;

b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya
dengan kode PTB;

c. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS;

d. Kawasan Konservasi dengan kode KS; dan

e. Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM.

Pasal 71

Ketentuan Umum Zonasi badan air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70

huruf a, terdiri dari:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan yaitu kegiatan yang bertujuan
untuk pemeliharaan dan kegiatan konservasi kelestarian Badan Air
meliputi:

1. kegiatan pariwisata alam;
2. kegiatan Pendidikan; dan
3. penelitian tanpa mengubah bentang alam:;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat terdiri dari

Pemanfaatan Ruang kegiatan perikanan dan kegiatan pertambangane
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(1)

(2)

batuan yang telah dilengkapi dengan Izin usaha Pertambangan dan/atau

sudah diatur dalam ketentuan khusus sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak
mengubah fungsi utama badan air; dan

kegiatan Pemanfaatan Ruang vang tidak diizinkan yaitu untuk kegiatan

yang berpotensi mengganggu bentang alam atau mengurangi luas badan

air, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta Kkelestarian
lingkungan hidup.

ketentuan sarana dan prasarana minimal, meliputi:

1. bangunan pengendali banjir seperti tanggul dan/atau bronjong sungai;

2. bangunan pengontrol/pengukur debit air;

3. bangunan bendung dan/atau bendungan struktur pengaman Kawasan
Perlindungan  Setempat sesuai dengan Ketentuan  peraturan
perundanga-undangan; dan

4. tempat evakuasi dan jalur evakuasi bencana.
ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan
berada pada Kawasan badan air harus mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan.
ketentuan khusus dalam Kawasan badan air berupa Kawasan badan air
bertampalan dengan Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang
telah memiliki izin usaha pertambangan dan/atau dilaksanakan dalam
rangka normalisasi sungai yang dilaksanakan dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan aturan terkait.

Pasal 72

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Yang Memberikan Perlindungan

Terhadap Kawasan Bawahannva, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70

huruf b, Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Lindung.

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hutan Lindung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:

a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan Lindung
meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan yaitu kegiatan usaha
pemanfaatan Kawasan, kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan
dan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dengan
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan sebagaimana dimaksud
pada angka 1 dilakukan Dberdasarkan Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan atau Kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diizinkan secara bersyarat
meliputi:

a) religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata
rohani selama tidak mengganggu dan merubah fungsi utama
Kawasan Hulan Lindung;

b) penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di
luar kegiatan kehutanan melalui mekanisthe kerjasama sesuai
dengan peraiuran perundangan-undangan; !
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c) kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan izin
usaha pertambangan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral
dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Hutan Lindung;

d) kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam
dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e) penggunaan Kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk
kepentingan umum dilaksanakan sesual dengan ketentuan
perundang-undangan.

4.  kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan
Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan berkurangnya luas
Kawasan hutan, menimbulkan kerusakan/mengganggu/
mengurangi luasan fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.

b. Ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan
berada pada Kawasan Hutan Lindung harus mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan.

c. Ketentuan khusus dalam Kawasan Hutan Lindung berupa Kawasan
Hutan Lindung bertampalan dengan Kawasan pertambangan mineral
dan batubara yang telah memiliki izin wusaha pertambangan
dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber
daya mineral.

Pasal 73

Ketentuan Umum Zonasl untuk untuk Kawasan Perlindungan Setempat
dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf ¢, meliputi:
a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:

a) RTH;

b} pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk
pengamanan Kawasan Perlindungan Setempat;

¢) kegiatan penelitian dan pendidikan;

d} kepentingan pertahanan dan keamanan negara;

€) Kegiatan pengamanan cuaca dan iklim;

f) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, dan
masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi
kelestarian, dan keamanan Kawasan Perlindungan Setempat;

g} pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman
bencana; dan

h) kegiatan dan sarana pendukung transportasi laut.

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara terbatas meliputi:

a) bangunan ketenagalistrikan sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

b} jalur pipa air minum;

c) rentang kabel listrik dan telekomunikasi;

d) prasarana pariwisata dan olahraga; dan

€) sarana dan prasarana } sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat

mehiputi:

a) pemanfaatan untuk pelabuhan/transportasi air beserta fasilitas
penunjangnya yang  ditetapkan berdasarkan  ketentuan
perundang-undangan;

b} permukiman;

c) kegiatan wisata dan fasilitas penunjang wisata sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

d} kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi Kawasan
Perlindungan Setempat sebagai Kawasan Perlindungan Setempat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yvang tidak diizinkan meliputi:

a) kegiatan yang mengganggu akses terhadap Kawasan Perlindungan
Setempat serta menghalangi/menutup ruang dan jalur evakuasi
bencana;

b) kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem alami serta
mengganggu fungsi Kawasan Perlindungan Setempat;

¢) kegiatan yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas
di Kawasan Perlindungan Setempat baik luasan maupun
kedalaman;

d) kegiatan budi daya lainnya yang mengganggu fungsi utama
Kawasan Perlindungan Setempat.

b. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:

(1)

(2)

1.

2.

-

E.

bangunan pengendali banjir seperti tanggul dan/atau bronjong
sungai;

bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit
air;

bangunan bendung dan/atau bendungan struktur pengaman
Kawasan Perlindungan Setempat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundanga-undangan;

bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

termpat evakuasi dan jalur evakuasi bencana.

ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan

berada pada Kawasan Perlindungan Setempat harus mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal74

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Konservasi dengan kode KS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d berupa Ketentuan
Umum Zonasi untuk cagar alam dengan kode CA.

Ketentuan Umum Zonasi untuk cagar alam dengan kode CA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

kegiatan Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilzinkan meliputi:
a) perlindungan dan pengamanan;
b) inventarisasi dan monuitoring sumber daya alam hayati
dengan ckosistemnya;
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d populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan
populast hidupan har;

d) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

¢) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;

f) pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk
penunjang budi daya;

g) pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas
untuk menunjang kegiatan pada huruf a), huruf b), huruf ¢
dan huruf d); dan/atau

h) penyimpanan dan/atau penyerapan karbomn.

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan bersyarat meliputs

a) pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam; dan

b) kegiatan pariwisata alam dan pengusahaan kondisi
lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan
karbon, masa air, energi air, energi panas dan energi angin.

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan
yang dapat mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona
perlindungan cagar alam serfa menhambah jenis tumbuhan dan
satwa lain yang tidak asli.

ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayahh yang

melalui cagar alam sesuai kefentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 75

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dalam Kawasan
Ekosistem Mangrove meliputi:

GE

14

kegiatan pelestarian Kawasan mangrove; dan

2. kegiatan penelitian dan pendidikan.
kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara bersyaraf dalam
Kawasan Ekosistem Mangrove meliputt

L.

kegiatan wisata alam tanpa mengurangi fungsi Kawasan sebagat
Kawasan Lindung;

bangunan penunjang kegiatan wisata alam serta sarana dan
prasarananya tanpa mengganggu dan merusak vegetasi mangrove;
dan

kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapt dengan lzin
Usaha Pertambangan dan/atau sudah diatur dalam ketentuan
khusus sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang energi dan sumber daya mineral dan fidak mengubah fungsi
utama Ekosistem Mangrove.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan dalam Kawasan
Ekosistem Mangrove meliputt:

E

kegiatan penebangan pohon mangrove; dan

2. kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, mencemari

dan/atau merusak Ekosistem Mangrove.
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intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai ketentuan teknis peraturan

perundang-undangan yvang berlaku.

sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Ekosistem Mangrove,

meliputi:

1. pembangunan jalan patroli dalam Kawasan dengan memperhatikan
aspek ekologis;

2. pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu
pengetahuan dan penelitian;

3. menara pengintai dan pos penjagaan; dan

4. pembangunan jalur evakuasi bencana.

ketentuan lain dalam Kawasan Ekosistem Mangrove vang dilewati sistem

jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

ketentuan khusus dalam Kawasan Ekosistem Mangrove berupa Kawasan

Ekosistem Mangrove bertampalan dengan Kawasan pertambangan

mineral dan batubara yang telah memiliki [zin Usaha Pertambangan

dan/atau sudah diatur dalam ketentuan khusus dilaksanakan dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesual ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Paragaraf9
Ketentuan Umum Zonasl Kawasan Budi Daya

Pasal 76

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 ayat (5) huruf b, meliputi:

a.

-~ popog

e gt

(1)

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi dengan kode
KHP;

Ketentuan Umum Zonasl untuk Kawasan Pertanian dengan kode P;
Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Perikanan dengan kode IK;
Ketentuan Umum Zonasl untuk Kawasan pergaraman dengan kode KEG;
Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pertambangan dan Energi
dengan kode TE;

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Peruntukan Industri dengan
kode KPI;

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pariwisata dengan kode W;
Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Permukiman dengan kode PM;

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Transportasl dengan kode TR;
dan

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan
dengan kode HK.

Pasal 77
KetentuanUmum Zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, berupa:
a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi tetap; dan +
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b. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi yang dapat

dikonverst.
(2) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputr
a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan
Produksi tetap meliputi:

I

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan kegiatan penghijauan

dan rehabilitasi hutan.

kegiatan Pemanfaatan Ruallg yang diizinkan secara bersyarat

meliputi:

a) kegiatan pemanfaatan hutan, wajib disertai dengan izin
pemanfaatan hutan, antara lain melalui kegiatan:

1) usaha pemanfaalan kawasan, usaha pemanfaatan jasa
lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam
hutan alam, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam
hutan tanaman, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan
kayu dalam hutan alam, dan usaha pemanfaatan hasil
hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan

2) usaha pemanfaatan Kawasan Hutahl lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

3) kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi
dengan izin usaha pertambangan dilaksanakan sesuai
dengan keteNtuaN peraturan perundang-undangan di
bidang kehutanan, bidang energi dan sumber daya mineral
dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Hutan
Produksi Tetap.

b) penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan
di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama
sesual dengan peraturan perundangan-undangan;

¢) penggunaan Kawasal Hutan di luar kegiatan kehutanan yang
mempunyai  tujuan  strategis, dilakukan  berdasarkan
persetujuan penggunaan Kawasan Hutan atau tukar menukar
Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

d) penggunaan Kawasan Hutan di luar kegiatan kehutanan untuk
kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan

yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak  Negatif

sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi Kawasan Hutan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan
Produksi tetap terdiri dari:

L.

koefisien dasar hijau minimum sebesar 10% (sepuluh persen)
sampai deflgan 90% (sembilan puluh persen),

2. koefisien dasar bangunan maksimum sebesarn 10% (sepuluh

persen) sampai deflgan 20% (dua puluh persen);
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3. koefisien lantai bangunan maksimum sebesar O (nol) sampai
dengan 0,2 (nol koma duaj;

4, ketinggian bangunan maksimum sebesar 0 (nol) sampai dengan 4
(empat) meter; dan

5. garis sempadan bangunan minimum sebesar % (setengah) ruang
milik jalan atau % (setengah) ruang milik jalan * 1 (satu) jika
ruang milik jalan lebih besar daripada 8 (delapany)

¢c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Hutan
Produksi Tetap vyaitu perangkat yang berhubungan dengan
pengelolaan hutan, dan sarana dan prasarana perlindungan hutan;

d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan
berada Kawasan Hutan Produksi Tetap harus mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan;

e. ketentuan khusus dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi
ketentuan khusus dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap yang
bertampalan dengan Kawasan Pertambangan mineral dan batubara
yang telah memiliki izin usaha pertambangan dilaksanakan dengan
memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi yang dapat
dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan
Produksi yang dapat dikonversi meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan kegiatan penghijauan
dan rehahilitasi hutan.
2. Kkegiatan Pemanfaatan Ruang vyang diizinkan secara bersyarat
meliputi:
a. kegiatan pemanfaatan hutan, wajib disertai dengan 1izin
pemanfaatan hutan, antara lain melalui kegiatan:

1. usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa
lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam
hutan alam, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam
hutan tanaman, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan
kayu dalam hutan alam, dan usaha pemanfaatan hasil
hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan

2. usaha pemanfaatan Kawasan Hutan lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

b. penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan

di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama

sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;

¢. penggunaan Kawasan Hutan di luar kegiatan kehutanan yang
mempunyai  tujuan  strategis, dilakukan  berdasarkan
persetujuan penggunaan Kawasan Hutan atau Tukar Menukar

Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan  peraturan

perundang-undangan;dan

d. penggunaan Kawasan Hutan di luar kegiatan kehutanan untuk
kepentingan umum dilpksanakan sesuai dengan ketcntuan
perundang-undangan.



b.

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan
yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif
sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi Kawasan Hutan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan

Produksi yang dapat dikonversi terdiri dari:

1. koefisien dasar hijau minimum sebesar 10% (sepuluh persen)
sampai dengan 90% (sembilan puluh persen};

2. koefisien dasar bangunan maksimum sebesar 10% (sepuluh
persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen},

3. koefisien lantai bangunan maksimum sebesar O (nol) sampai
dengan 0,2 (nol koma dua);

4. ketinggian bangunan maksimum sebesar O (nol) sampai dengan 4
(empat) meter;

5. garis sempadan bangunan minimum sebesar Y2 (setengah) ruang
milik jalan atau % (setengah) ruang milik jalan = 1 (satu) jika
ruang milik jalan lebih besar daripada 8 (delapan).

ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Hutan

Produksi vang dapat dikonversi yaitu perangkat yang berhubungan

dengan pengelolaan hutan, dan sarana dan prasarana perlindungan

hutan.

ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan

berada Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi harus

mengikuti ketentuan peratUran perundang-undangan.

Pasal 78

Ketentuan Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pertanian dengan
kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, meliputi:

Al

b.

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Tanaman Pangan dengan
kode P-1;

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hortikultura dengan kode P-
2; dan

Ketentuan Umum Zonasi untuk KaWasan perekebunan dengan kode
P-3.

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) huruf a, meliputi:

a.

ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Tanaman
Pangan meliputi:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputt:
a) kegiatan ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
b} kegiatan produksi dan penanganan pasca panen pertanian
tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
2. kegiatan Pemanfaalan Ruang yang diizinkan secara bersyarat
meliputi: J*
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a) kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan permukiman
perkotaan yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi
utama Kawasan Pertanian tanaman pangan,

b} kegiatan unit pengolahan/industri hasil budi daya tanaman
pangan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

¢) kegiatan hortikultura yang tidak mengubah fungsi utama
Kawasan Pertanian tanaman pangan;

d) kegiatan perkebunan yang tidak mengubah fungsi utama
Kawasan Pertanian tanaman pangarn;

e) kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan
lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama
Kawasan Pertanian tanaman pangar;

f) kegiatan wisata alam dan/atau wisata budaya sesuai dengan
ketentuan  peraturan perundang-undangan dan tidak
mengubah fungsi utama Kawasan Pertanian tanaman pangan;

g) kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya
dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan
ketentuan  peraturan perundang-undangan dan tidak
mengubah fungsi utama pertanian tanaman pangarn,

h) kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan
izin usaha pertambangan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya
mineral dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Tanaman
Pangan;dan

i} kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak
mengubah dan/atau menganggu fungsi utama pertanian
tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan berupa kegiatan

yang dapat merusak Jaringan Irigasi dan infrastruktur pertanian

lainnya serta mengurangi kesuburan tanah.

b. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Tanaman
Pangan terdiri dari:

L.

2.

koefisien dasar hijau minimum sebesar 85% (delapan puluh lima
persen);

koefisien dasar bangunan maksimum sebesar 20% (dua puluh
persen);

koefisien lantai bangunan maksimum sebesar 0,6 (nol koma
enamyj,

ketinggian bangunan maksimum sebesar 5 (lima) meter;

garis sempadan bangunan MiniMum sebesar 2 (setengah) ruang
milik jalan atau % (setengah) ruang milik jalan + 1 (satu) jika
ruang milik jalan lebih besar daripada 8 (delapan];

ketentuan intensitas Kawasan Tanaman Pangan dalam wilayah
perkotaan yang telgh diatur dalam RDTR mengikuti ketentuan
peraturan terkait,
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C.

55

ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Tanaman
Pangan meliputi sistem Jaringan Irngasi dan sarana prasarana
pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan

berada pada Kawasan Tanaman Pangan harus mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan.
ketentuan khusus dalam Kawasan Tanaman Pangan meliputi:

1. ketentuan Kawasan Tanaman Pangan yang ditetapkan sebagai
KP2B, meliputi:

a)

b)

J

Kawasan yang telah ditetapkan sebagai KP2B dilindungi dan
dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum
dan/atau proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

pemanfaatan KP2B dilakukan dengan menjamin konservasi
tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

pengalihfungsian KP2B dilakukan sesuail dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2. Kawasan Tanaman Pangan yang bertampalan dengan Kawasan
Rawan Bencana meliputi:

a)

rawan cuaca ekstnim tingkat tinggi disusun dengan

memperhatikan:

1) penyediaan sistem peringatan cuaca ekstrim terpadu;

2) pembuatan bangunan tahan cuaca ekstrim;

3) penyediaan prasarana penanggulangan cuaca ekstrim,;

rawan  kekeringan tingkat  tinggi  disusun  dengan

memperhatikan:

1) penyediaan sistem air bersih terpadu;

2) penyediaan sumur resapan sebagail cadangan air;

3) penyediaan prasarana penanggulangan kekeringan seperti
pompa air;

4) pembuatan bak penampung air hujan;

5) pembuatan waduk (embung) sesual dengan kondisi
lingkungan;

6) penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan
kekeringan.

Rawan tanah longsor tingkat tinggi disusun dengan

memperhatikan:

1) perkuatan lereng;

2} pembangunan jaringan drainase lereng; dan

3) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau
pembuatan terasering.

3. Kawasan Tanaman Pangan yang bertampalan dengan sempadan
meliputi:

a)

sempadan pantal disusun dengan memperhatikan:
1] kegiatan pengembangan struktur alami dan sgrukt jr
buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang; «
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2) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau
bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak
aman bangunan minimal 10 (sepuluh) meter dari
pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;

3) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantal
dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan
jarak aman bangunan minimal 30 (tiga puluh) meter dari
titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;

4) pendirian fasilitas penunjang Kawasan Tanaman Pangan
menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;

5) menyediakan jalur evakuasi bencana,

6) penyediaan akses publik menuju pantai; dan

7) fasilitas penunjang kegiatan tanaman pangan lainnya
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b} sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:

1) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur
buatan untuk pengaman Kawasan sempadan Sungai,

2) fasilitas penunjang Kawasan Tanaman Pangan pada
sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan
prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di
sempadan sungai; dan

3) fasilitas penunjang XKegiatan tanaman pangan lainnya
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan khusus dalam Kawasan Tanaman Pangan yang

bertampalan dengan Kawasan pertambangan mineral dan
batubara vang telah memiliki izin wusaha pertambangan
dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hortikultura dengan kode P-2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan holtikultura
meliputi:

1.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:

a) kegiatan tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan
perikanan budi daya;

b} kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan
pendukungnys;

c) kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang
dapat meningkatkan fungsi Kawasan Hortikultura; dan

d) kegiatan hortikultura vang tidak mengubah fungsi utama
Kawasan Pertanian tanaman pangan.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat

meliputi:

a) kegiatan pendukung agribisnis dan agroindustri hortikultura
yang dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b] kegiatan wisata alam, agrowisata, desa wisata, dan daya tarik
wisata binaan/buatan dengan syarat dikembangkan secara -
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terbatas dan terkendali serta wajib berbasis ekowisata dan
bersifat ramah lingkungan;

c) kegiatan penyediaan fasilitas pendukung dan penunjang
pariwisata secara terbatas, tidak mengganggu fungsi kawasan,
dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur
pemanfaatan sesuai dengan ketentuan pé€raturan perundang-
undangan;

d) kegiatan campuran perkebunan rakyat secara terbatas;

e} kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan permukiman
perkotaan yvang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi
utama Kawasan Pertanian tanaman pangan,

f) pengembangan jaringan sarana dan prasarana serta fasilitas
untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan persyaratan
teknis sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
dan

g kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis
serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a,
yvang tidak mengganggu fungsi Kawasan Hortikultura.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi

kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2

yang menganggu fungsi Kawasan Hortikultura.

b. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan
Hortikultura terdiri dari:

C.

1.

koefisien dasar hijau minimum sebesar 80% (delapan puluh
persen);

koefisien dasar bangunan maksimum sebesar 40% (empat puluh
persen);

koefisien lantai bangunan maksimum sebesar 0,6 (nol koma
enamyj;

ketinggian bangunan maksimum sebesar 5 (lima) meter;

garis sempadan bangunan minimum sebesar % (setengah) ruang
milik jalan atau % (setengah) ruang milik jalan * 1 (satu} jika
ruang milik jalan lebih besar daripada 8 (delapan);

ketentuan intensitas Kawasan Hortikultura dalam wilayah
perkotaan yang telah diatur dalam RDTR mengikuti ketentuan
peraturan terkait.

ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Tanaman
Pangan meliputi sistem Jaringan Irigasi dan sarana prasarana

pendukung kegiatan pertanian holtikultura sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan
berada pada Kawasan Tanaman Pangan harus mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan.

¢. ketentuan khusus dalam Kawasan Hortikultura meliputi:

i

Kawasan holtikultura yang bertampalan dengan Kawasan Rawan
Bencana meliputi:
a) rawan kekeringan tingkat tinggi  disusun dengan
memperhatikan:
1) penyediaan sistem air bersih terpadu;
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b)

2) penyediaan sumur resapan sebagai cadangan air;

3) penyediaan prasarana penanggulangan kekeringan seperti
pompa air;

4) pembuatan bak penampung air hujan;

5 pembuatan waduk (embung) sesuai dengan kondisi

lingkungan;dan
6) penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan
kekeringan.

rawan tanah longsor tingkat tinggi disusun dengan

memperhatikan:

1) perkuatan lereng;

2} pembangunan jaringan drainase lereng; dan

3) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau
pembuatan terasering.

(4) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Perkebunan dengan kode P-3

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, meliputi:
a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perkebunan
meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:

a)

kegiatan ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

kegiatan budi daya tanaman perkebunan;

kegiatan pengolahan hasil perkebunan;

kegiatan usahajasa perkebunan; dan

kegiatan penelitian dan pengemb:angan perkebunan.

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat
meliputi:

a)

b)

d)

kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan permukiman
perkotaan yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi
utama Kawasan Perkebunan;

kegiatan hortikultura yang tidak mengubah fungsi utama
Kawasan Perkebunan;

kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan
lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan tidak mengubah dan/atan fungsi utama
Kawasan Perkebunan;

kegiatan perikanan budi daya dengan svarat memiliki
persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi
utama Kawasan Perkebunan;

kegiatan agropolitan dan sarana prasarana pendukungnya
dengan syaral memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan dan tidak
mengubah fungsi utama perkebunan;

kegiatan wisata alam dan/atau wisata budaya sesuai dengan
ketentuan  peraturan perundang-undangan dan tidak
mengubah [ungsi utama Kawasan Perkebunan;

kegiatan industri kecil yang mendukung Kawasan Perkebunan
dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan
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ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak
mengubah dan/atau fungsi utama Kawasan Perkebunan;

h) kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan
izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan pe€raturan
perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya
mineral dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan
Perkebunan; dan

i Kkegiatan lainnya yang bersifat strategis untuk kepentingan
umum dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan
Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan meliputi:

a) kegiatan vang dapat mMmerusak infrastruktur perkebunan
lainnya serta mengurangi kesuburan tanah; dan

b) kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara
membakar.

b. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perkebunan
terdiri dari:
1. koefisien dasar hijau minimum sebesar 80% (delapan puluh

persen);

2. koefisien dasar bangunan maksimum sebesar 20% (dua puluh
persen);

3. koefisien lantai bangunan maksimum secbesar 0,6 (nol koma
enarij;

4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 5 (lima) meter;

5. garis sempadan bangunan minimum sebesar ¥z (setengah) ruang
milik jalan atau ‘% (setengah) ruang milik jalan + 1 (satu) jika
ruang milik jalan lebih besar daripada 8 (delapan),

6. ketentuan intensitas Kawasan Perkebunan dalam wilayah
perkotaan yang telah diatur dalam RDTR mengikuti ketentuan
peraturan terkait.

c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan
Perkebunan meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan
perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan

berada Kawasan Perkebunan harus mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan.

e. ketentuan khusus dalam Kawasan Perkebunan meliputi:
1. Kawasan Perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan

Bencana meliputi:

a) rawan cuaca ekstrim tingkat tinggi disusun 7 dengan
memperhatikan:
1) penyediaan sistem peringatan cuaca ekstrim terpadu;
2] pembuatan bangunan tahan cuaca ekstrim;
3] penyediaan prasarana penanggulangan cuaca ckstrim,

b) rawan longsor tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
1] perkuatan lereng;
2) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
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(1)

(2)

=

3) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau
pembuatan terasering.
¢) rawan kekeringan tingkat tinggi disusun dengan
memperhatikan:
1) penyediaan sistem air bersih terpadu;
2) penyediaan sumur resapan sebagai cadangan air;
3) penyediaan prasarana penanggulangan kekeringan seperti
pompa air;
4) pembuatan bak penampung air hujan;
5) pembuatan waduk (embung) sesuai dengan Kkondisi
lingkungan;
6) penyediaan prasarana dan sarana pehanggulangan
kekeringan.
Kawasan Perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan
sempadan  meliputi sempadan  sungai disusun  dengan
memperhatikan:
a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan
untuk pengaman Kawasan sempadan sungai
b) fasilitas penunjang Kawasan Perkebunan pada sempadan
sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang
dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
¢} fasilitas penunjang kegiatan perkebunan lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kawasan Perkebunan bertampalan dengan Kawasan
pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki izin
usaha pertambangan dilaksanakan dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 79

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Perikanan dengan kode IK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf ¢ meliputi Ketentuan

Umum Zonasi untuk Kawasan Perikanan budi daya dengan kode IK.

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Kawasan Perikanan budi daya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perikanan
budi daya meliputi:

£

-

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:

a) perikanan budi daya;

b) prasarana penunjang perikanan dan penelitian; dan

¢) pelabuhan.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dizinkan secara bersyarat

meliputi:

a) kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan permukiman
perkotaan yang tidak mengubah dan/atau mengganggu [Uungsi
utama Kawasan Perikanan budi daya;



b} kegiatan unit pengolahan/industri hasil perikanan budidaya
dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

¢) kegiatan infrastruktur Ketenagalistrikan yang tidak mengubah
fungsi utama Kawasan Perikanan budi daya;

d) kegiatan infrastruktur migas yang tidak mengubah fungsi
utama Kawasan Perikanan budidaya;

e) kegiatan jaring apung dengan syarat memiliki persetujuan
lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama
Kawasan Perikanan budidaya;

f) kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan
izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya
mineral dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perikanan
budi dava;

gl kegiatan wisata alam dan/atau wisata budaya sesuail dengan
ketentuan  peraturan perundang-undangan dan tidak
mengubah fungsi utama Kawasan Perikanan budidaya;

h) kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya
dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan dan tidak
mengubah fungsi utama perikanan budidaya; dan

)} kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak
mengubah dan/atau menganggu fungsi utama perikanan budi
daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan meliputi:

a) kegiatan pencemaran lingkungan; dan

b) kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur
perikanan budidaya serta merusak ekosistem perairan.

b. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perikanan
budi daya terdiri dari:

1.

i & B8

koefisien dasar hijau minimum sebesar 10% (sepuluh persen)
sampai dengan 20% (dua puluh persen);

koefisien dasar bangunan maksimum sebesar 60% {enam puluh
persen) sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen);

koefisien lantai bangunan maksimum sebesar 0,1 (nol koma satu);
ketinggian bangunan maksimum sebesar 8 (delapan) meter;

garis sémpadan bangunan minimum sebesar 2 (setengah) ruang
milik jalan atau % (setengah) ruang milik jalan + 1 (satu) jika
ruang milik jalan lebih besar daripada 8 (delapan); dan

ketentuan intensitas Kawasan Perikanan budi daya dalam wilayah
perkotaan yang telah diatur dalam RDTR mengikuti ketentuan
peraturan terkait.

ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Perikanan

budidaya meliputi sistem Jaringan Irigasi dan sarana prasarana
pendukung kegiatan perikanan bpdi daya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan

berada

pada Kawasan Perikanan budi daya harus mengikuti

ketentuan peraturan perundang-undangan.
. ketentuan khusus dalam Kawasan Perikanan budidaya meliputi:

1. Kawasan Perikanan budi daya yang bertampalan dengan Kawasan
Rawan Bencana meliputi:

a)

b)

rawan cuaca ¢€kstrim tingkat tinggi disusun dengan

memperhatikan:

1) penyediaan sistem peringatan cuaca ekstrim terpadu;

2) pembuatan bangunan tahan cuaca ekstrim; dan

3) pefiyediaan prasarana penanggulangan cuaca ekstrim.

Rawan tanah longsor tingkat tinggi disusun dengan

memperhatikan:

1) perkuatan lereng;

2) pembangunan jaringan drainase lereng; dan

3) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau
pembuatan terasering.

rawan  kekeringan  tingkat tinggi  disusun  dengan

memperhatikan:

1} penyediaan sistem air bersih terpadu;

2) penyediaan sumur resapan sebagai cadangan air;

3) penyediaan prasarana penanggulangan kekeringan seperti
pompa air;

4} pembuatan bak penampung air hujan;

5) pembuatan waduk (embung) sesuai dengan kondisi
lingkungan; dan

b) penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan
kekeringan.

2. Kawasan Perikanan budi daya yang bertampalan dengan
sempadan meliputt:

al

bl

sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:

1) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur
buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;

2} menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau
bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak
aman bangunan minimal 10 (sepuluh) meter dari
pedestrian disesuaikan dengan topografl pantai;

3) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai
dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan
jarak aman bangunan minimal 30 (tiga puluh) meter dari
titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;

4] pendirian fasilitas penunjang perikanan budidaya
menerapkan sistem tanggap béncana tsunami;

5) menyediakan jalur evakuasi bencana;

6) penyediaan akses publik menuju pantai; dan

7] fasilitas penunjang kegiatan perikanan budidaya lainnya
sesual ketentuan peraturan perundang-undang

sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
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(1)

(2)

1} kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur
buatan untuk pengaman Kawasan sempadan sungai

2) fasilitas penunjang Kawasan Perikanan budidaya pada
sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan
prasarana yang dapat mengurang resiko bencana di
sempadan sungai; dan

3) fasilitas penunjang kegiatan perikanan budidaya lainnya
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kawasan Perikanan budi daya bertampalan dengan Kawasan
pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki izin
usaha pertambangan dilaksanakan dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan dan sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 80

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pergaraman dengan kode KEG
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d meliputi Ketentuan
Umum Zonasi untuk Kawasan Pergaraman dengan kode KEG.
Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pergaraman sebagaimana
dimaksud pada ayat {1), meliputi:
a. ketentuan keglatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pergaraman
meliputi:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:

a) pemanfaatan sumber dayva pergaraman dengan
memperhatikan kelestariannya;

b) aktivitas pergaraman yang dilakukan di wilayah daratan; dan

¢) pintu masuk air di wilayah perairan yang berfungsi untuk
mengalirkan air laut ke lokasi pertambakan garam.

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat
meliputi:

a) kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan permuKiman
perkotaan vang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi
utama Kawasan Pergaraman;

b) kegiatan infrastruktur ketenagalistrikan yang tidak mengubah
fungsi utama Kawasan Pergaraman;

c) kegiatan jaring apung dengan syarat memiliki persetujuan
lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama
Kawasan Pergaraman;

d) kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan
izin usaha pertambangan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya
mineral dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan
pergaramar,;

e) kegiatan wisata alam dan/atau wisata budaya sesuai dengan
ketentuan  peraturan perundang-undangan dan tidak
mengubah fungsi utama Kawasan pergaraman;

fl industri penunjang pergaraman;
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g} kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya
dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak
mengubah fungsi utama pergaraman; dan

h} kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak
mengubah dan/atau menganggu fungsi utama pergaraman
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. keglatan Pemanfaatan Ruang vang tidak diizinkan meliputi:

a) kegiatan pencemaran lingkungan; dan

b) kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan
infrastruktur pergaraman serta merusak ekosistem perairan.

b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan
Pergaraman meliputi sistem jaringan irigasi dan sarana prasarana
pendukung kegiatan pergaraman sesuali dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

c. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan
Pergaraman terdiri dari:

1. koefisien dasar hijau minimum sebesar 10% (sepuluh persen)
sampal dengan 20% (dua puluh persen);

2. koefisien dasar bangunan maksimum sebesar 60% (enam puluh
persen) sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen);

3. koefisien lantai bangunan maksimum sebesar 0,1 (nol koma
satu);

<

ketinggian bangunan maksimum sebesar 8 (delapan) meter;

5. garis sempadan bangunan minimum sebesar % (setengah) ruang
milik jalan atau ‘2 (setengah) ruang milik jalan + 1 (satu] jika
ruang milik jalan lebih besar daripada 8 (delapan);

6. ketentuan intensitas Kawasan Perikanan budi daya dalam
wilayah perkotaan yang telah diatur dalam RDTR mengikuti
ketentuan peraturan terkait.

d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui
dan berada pada Kawasan pergaraman harus mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan.

e. ketentuan khusus dalam Kawasan pergaraman meliputi:

1. Kawasan pergaraman yang bertampalan dengan Kawasan Rawan

Bencana meliputi:

a) rawan cuaca e¢kstrim tingkat tinggi disusun dengan
memperhatikan:

1) penyediaan sistem peringatan cuaca ekstrim terpadu;

2) pembuatan bangunan tahan cuaca ekstrim;

3) penyediaan prasarana penanggulangan cuaca ekstrim.

b) Rawan  keckeringan  Tingkat tinggi disusun  dengan
memperhatikan:

1) penyediaan sistem air bersih terpadu;

2) penyediaan sumur resapan sebagal cadangan air;

3) penyediaan prasarana penanggulangan kekeringan seperti
pompa air;

4] pembuatan bak penampung air hujan;
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(1)

(2)

5) pembuatan waduk (embung) sesuai dengan kondisi
lingkungan;

6) penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan
kekeringan.

2. Kawasan Pergaraman yang bertampalan dengan sempadan

meliputi sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:

a) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan
untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;

b) menyediakan pedestrian Sepanjang pantai dan/atau
bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman
bangunan minimal 10 (sepuluh) meter dari pedestrian
disesuaikan dengan topografi pantai;

¢ vang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantal
dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan
jarak aman bangunan minimal 30 (tiga puluh) meter dari titik
pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;

d) pendirian fasilitas penunjang pergaraman melierapkan sistem
tanggap bencana tsunami;

e) menyediakan jalur evakuasi bencana;

f) penyediaan akses publik menuju pantai; dan

gl fasilitas penunjang kegiatan pergaraman lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan Pergaraman bertampalan dengan Kawasan

Pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki izin

usaha pertambangan dilaksanakan dengan memperhatikan

kelestarian lingkungan dan sesuai Kketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 81

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pertambangan dan Energi

dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf e meliputi

ketentaun umum zonasi untuk Kawasan pembangkit tenaga listrik

dengan kode PTL.

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Kawasan Pertambangan dan

Energi sebagaimana dimaksud pada avyat (1), meliputi:

a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan
Pembangkitan Tenaga Listrik terdiri dari:

1.

kegiatan yang diizinkan, terdiri atas:

a) pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel dan/atau
pembangkitan listrik energi baru dan energi terbarukan;

b) pelaksanaan operasional dan kegiatan penunjang pembangkit
tenaga listrik; dan

¢) pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik.

kegiatan vang diizinkan secara terbatas, terdiri atas:

a) kegiatan budi daya lainnya di Kawasan Pembangkitan Tenaga
Listrik dengan menyesuaikan dengan rencana pengembangan
dan reklamasi, tidak mendirikan bangunan permanen, tidak
mengganggu  aktivitas penambangan, serta memperhatikan
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b)

ketentuan yang berlaku dalam lingkungan kegiatan
eksploitasi;

pemanfaatan ruang untuk mengembangkan  aktivitas
pertanian, perkebunanan, dan peternakan sebagai zona
penvangga; dan

sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembangkitan
tenaga listrik sesuail dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

kegiatan yang diizinkan secara bersyarat, terdir1 atas:

a)

b}

pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi alur
pelavaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan;

instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang
berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan
kepentingan daerah;

kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan
izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya
mineral dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan
Pembangkitan Tenaga Listrik;

seluruh kegiatan pertambangan pada 2Zona inti/eksplorasi
penambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah
atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan
dan direhabilitasi sesual dengan kawasan peruntukan yang
ditetapkan pada rencana Pola Ruang dengan tetap
memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup; dan
Kegiatan pertambangan pada kawasan yang teridentifikasi
pertambangan minyak dan gas yang bernilai ekonomi tinggi,
sementara pada bagian atas kawasan penambangan meliputi
Kawasan Lindung atau Kawasan Budi Daya sawah yang tidak
boleh alih fungsi, dan/atau pada Kawasan Permukiman, maka
eksplorasi dan/atau eksploitasi tambang harus disertai
AMDAL, kelayakan secara lingkungan, sosial, fisik dan
ekonomi terhadap pengaruhnya dalam jangka panjang dan
skala yang luas.

4. kegiatan yang dilarang, terdiri atas pengembangan permukiman di
kawasan penyangga, pengembangan industri yang tidak
berhubungan dengan kegiatan pembangkitan tenaga listrik.

b. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan
Pembangkitan Tenaga Listrik terdiri dart:

koefisien dasar hijau minimum sebesar 50% (lima puluh persen)

sampai dengan 60% (enam puluh persen);

koefisien dasar bangunan maksimum sebesar 40% (empat puluh

1,

persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen);
koefisien lantat bangunan maksimum sebesar 1,6 (satu koma

enam);
kctinggian bangunan maksimum sebesar 20 (dua puluh) meter; -
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5. garis sempadan bangunan minimum sebesar % (setengah) ruang
milik jalan atau Y% (setengah) ruang milik jalan + 1 (satu) jika
ruang milik jalan lebih besar daripada 8 (delapan};

6. ketentuan intensitas Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dalam
wilayah perkotaan yang telah diatur dalam RDTR mengikuts
ketentuan peraturan terkait.

Ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan

Pembangkitan Tenaga Listrik meliputi sarana pendukung kegiatan

pembangkitan tenaga listrik sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yvang melalui dan

berada pada Kawasan pembangkit tenaga listrik harus mengikuti

ketentuan perundang-undangan.

ketentuan khusus dalam Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik

meliputi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik yang bertampalan

dengan Kawasan Rawan Bencana meliputi:

a) rawan cuaca ekstrim tingkat tinggi disusun dengan
memperhatikan:

1) penyediaan sistem peringatan cuaca ekstrim terpaduy;
2) pembuatan bangunan tahan cuaca ekstrim;
3) penyediaan prasarana penanggulangan cuaca ekstrim.

b) rawan kekeringan tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
1) penyediaan sistem air bersih terpadu;

2) penyediaan sumur resapan sebagai cadangan air;

3) penyediaan prasarana penanggulangan kekeringan seperti
pompa air;

4) pembuatan bak penampung air hujan;

5) pembuatan waduk (embung) sesuai dengan kondis lingkungan;

6) penyvediaan prasarana dan  sarana  penanggulangan
kekeringan.

Pasal32

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Peruntukan Industri dengan kode
KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf { meliputi:

a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Peruntukan
Industri meliputi:
1.

2.

kegiatan yang diizinkan meliputi kegiatan industri.

kegiatan yang diizinkan secara bersyarat dan terbatas yaitu:

a) kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan permukiman
perkotaan yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi
utama Kawasan Peruntukan Industri; dan

b) kegiatan sarana dan prasarana penunjang industri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:

a}l kegiatan pertambangan; dan

b} kegiatan yang dapat merusak Kawasan Peruntukan Industri dan
penunjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,



b. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Peruntukan
Industri terdiri dari:

i

koefisien dasar hijau minimum Sebesar 10% (sepuluh persen) sampai
dengan 20% (dua puluh persen);

koefisien dasar bangunan maksimum sebesar 70% (fujuh pulub
persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen);

koefisien lantai bangunan maksimum sebesar 1,6 (satu koma enam);
ketinggian bangunan maksimum sebesar 20 (dua puluh) meter;

garis sempadan bangunan minimum sebesar ' (setengah) ruang milik
jalan atau % (setengah) ruang milik jalan + 1 (satu) jika ruang milik
jalan lebih besar daripada 8 (delapan), dan

ketentuan intensitas Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dalam
wilayah perkotaan yang telah diatur dalam RDTR mengikuti ketentuan
peraturan terkait.

¢. Kketentuan sarana dan parasarana minimum dalam Kawasan peruntukkan
industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundang.

d. Kketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan
berada pada Kawasan Peruntukan Industri harus mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan.

e. ketentuan khusus dalam Kawasan Peruntukan Industri meliputi:

Kawasan Peruntukan Industri yang bertampalan dengan Kawasan Rawan
Bencana, meliputi:

a)

bj

rawan cuaca ekstrim tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:

1) penyediaan sistem peringatan cuaca ekstrim terpadu;

2} pembuatan bangunan tahan cuaca ekstrim; dan

3} penyediaan prasarana penanggulangan cuaca ekstrim.

rawan kekeringan tingkat tingggi disusun dengan memperhatikan:

1) penyediaan sistem air bersih terpadu;

2) penyediaan sumur resapan sebagai cadangan air;

3} penyediaan prasarana penanggulangan kekeringan seperti pompa
air;

4) pembuatan bak penampung air hujan;

5} pembuatan waduk (embung) sesuai dengan kondisi lingkungan; dan

6] penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan kekeringan.

Pasal 83

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pariwisata dengan kode W
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf g meliputi:

a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pariwisata
meliputi:

ks

a.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:

a} kegiatan pengembangan daya tarik wisata meliputi daya tarik
wisata alam, daya tarik wisata sejarah dan budaya, dan/atau daya
tarik wisata buatan;

b) Kegiatan ekonomi kreatif sebagai pendukung keglatan pariwisata;

¢ kegiatan pendidikan dan penelitian; dan

dj kegiatan penyediaan fasilitas pendukung pariwisata.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:
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b.

2.

a) keglatan permukiman/perumahan yang mendukung fungsi utama
Kawasan Pariwisata;

b) kegiatan pertanian sebagai pendukung kegiatan pariwisata dengan
tidak mengubah fungsi utama Kawasan Panwisata;

c) kegiatan perikanan budi daya sebagai pendukung kegiatan
pariwisata dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan
Pariwisata;

d) kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya dengan persyaratan
teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e) kegiatan pengembangan jaringan prasarana transportasi, energi,
telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan
persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

f) pengembangan kegiatan industri kecil penunjang panwisata
dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan  peraturan
perundang-undangarn;

g) penataan Kawasan Parniwisata dengan memperhatikan daya
dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan
kelerengan dengan persyaratan teknis seSuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

h) kegiatan pehgembangan perumahan yang tidak mengganggu
fungsi Kawasan Pariwisata dengan persyaratan teknis sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

i) pemanfaatan badan air, sempadan, pertanian, dan permukiman
vang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan objek wisata
dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung
lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan kelerengan dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

j}  kegiatan lamn yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis
serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang
tidak mengganggu fungsi Kawasan Pariwisata.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan dalam Kawasan

Pariwisata vaitu Kkegiatan selain usaha pariwisata dan/atau

penunjang kegiatan pariwisata.

ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pariwisata terdiri
dart:

I:

s

koefisien dasar hijau minimum sebesar 40% (empat puluh persen)
sampai dengan 90% (sembilan puluh persen);

koefisien dasar bangunan maksimum sebesar 10% (sepuluh persen)
sampali dengan 60% (enam puluh persenj;

koefisien lantai bangunan maksimum sebesar 1,2 {satu koma dua);
ketinggian bangunan maksimum sebesar 15 (lima belas) meter;

garis sempadan bangunan minimum sebesar % (setengah) ruang milik
jalan atau % (setengah} ruang milik jalan *+ 1 (satu) jika ruang milik
jalan lebih besar daripada 8 (delapanj;

ketentuan intensitas Kawasan Pariwisata dalam wilayah perkotaan
yang tclah diatur dalam RDTR mengikuti ketentuan peraturan terkait.
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e,

ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Pariwisata

mehiputi:

1. sarana pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

2. prasarana umum pendukung kegiatan panwisata sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. penunjuk arah/papan informasi wisata dan penanda informasi lainnya
(signage);

4. ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana;

5. jalur sepeda pada Jaringan Jalan dari dan/atau menuju tempat wisata,
parkir / shelter sepeda pada titik strategis; dan

6. sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan Kketentuan peraturan

perundang-undangan.

ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui
dan berada dalam Kawasan Pariwisata harus mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan.

ketentuan khusus dalam Kawasan Pariwisata meliputi:

| 54

8.

Kawasan Pariwisata yang bertampalan dengan Kawasan Rawan

Bencana meliputi:

a) rawan cuaca ekstrim tingkat tinggi disusun dengan
memperhatikan:

1) kegiatan pariwisata yang telah dilengkapi dengan ijin dan
dinas terkait;

2) penyediaan sistem peringatan cuaca ekstrim terpadu;

3) pembuatan bangunan tahan cuaca ekstrim; dan

4] penyediaan prasarana penanggulangan cuaca ekstrim.

b} rawan kekeringan tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:

1) kegiatan pariwisata yang telah dilengkapi dengan ijin dari
dinas terkait;

2] penyediaan sistem air bersih terpaduy;

3) penyediaan sumur resapan sebagai cadangan air;

4) penyediaan prasarana penanggulangan kekeringan seperti
pompa air;

5) pembuatan bak penampung air hujan;

6) pembuatan waduk (embung) sesuai dengan kondisi
lingkungan; dan

7) penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan
kekeringan.

Kawasan Pariwisata yang bertampalan dengan Kawasan Sempadan,
meliputi:
a) sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:

1) kegiatan pariwisata yang telah dilengkapi dengan ijn dari
dinas terkait;

2) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan
untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;

3] menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan
penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan
minimal 10 (sepuluh) eter dan pedestrian disesuajkan
dengan topografi pantar; -
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(2)

4)

6)
7)
8)

yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau
bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman
bangunan minimal 30 (tiga puluh) meter dari titik pasang
tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;

pendirian hangunan menerapkan sistem tanggap bencana
tsunamsj;

menyediakan jalur evakuasi bencana;

penyediaan akses publik menuju pantai; dan

kegiatan wisata dan fasilitas penunjangnya sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zeonasi untuk Kawasan Permukiman dengan

kode PM sebag aimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf h, meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Permukiman Perkotaan
dengan kode PK; dan

b. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Permukiman Perdesaan
dengan kode PD.

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Permukiman Perkotaan dengan

kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Kketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Permukiman
Perkotaan meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:

a)
b)
J

d)

hj

kegiatan ruang terbuka hijau sebesar 20% (dua puluh persen);
kegiatan perumahan kepadatan sedang sampai dengan tinggi,
kegiatan perdagangan dan jasa skala perkotaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum skala perkotaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
kegiatan pertahanan dan keamanan dengan tidak mengganggu
fungsi utama Kawasan Permukiman Perkotaan;

kegiatan perkantoran skala perkotaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar
budaya;

kegiatan pengembangan prasarana, sarana, utilitas yang
mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
kegiatan = Pemanfaatan Ruang lainnya yang  dapat
meningkatkan fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan.

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat
meliputi:

a)

b)

kegiatan sentra industri skala mikro dan skala kecil dengan
syarat tidak mengubah fungsi utama Kawasan Permukiman
Perkotaan;

kegialan wisata alam, wisata buatan dan/atau budaya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merubah
fungsi utama Kawasan Permukiman Perkotaan;
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3,

¢) kepgiatan pertanian dan perikanan budi daya sepanjang tidak
menganggu fungsi permukiman perkotaan; dan

d) kegiatan lainnya sesual Kketentuan peraturan perundang-
undangan sepanjang tidak merubah dan/atau mengganggu
fungsi utama Kawasan Permukiman Perkotaan.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan

industri skala menengah dan tinggi.

b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam  Kawasan
Permukiman Perkotaan terdin dart

€.

/-

koefisien dasar hijau minimum sebesar 20% (dua puluh persen)
sampai dengan 30% (tiga puluh persen);

koefisien dasar bangunan maksimum sebesar 70% ({tujuh puluh
persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen);

koefisien lantai bangunan maksimum sebesar 1,5 (satu koma
limayl;

ketinggian bangunan maksimum sebesar 25 (dua puluh lima)
meter;

garis sempadan bangunan minimum sebesar ' (setengah) ruang
milik jalan atau % (setengah) ruang milik jalan + 1 (satu) jika
ruang milik jalan lebih besar daripada 8 (delapan); dan

ketentuan intensitas Kawasan Permukiman Perkotaan dalam
wilayah perkotaan yang telah diatur dalam RDTR mengikuti
ketentuan peraturan terkait.

ketentuan sarana dan parasarana minimum dalam Kawasan
Permukiman Perkotaan meliputi:

&

8.
g

Kawasan Permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman
vang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan;

prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan,
jaringan energi, jaringan air minum, faringan telekomunikasi,
sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan
persampahan;

penyediaan RTH publik; dan

jalur dan ruang evakuasi bencana.

ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang
melalui dan berada pada Kawasan Permukiman Perkotaan harus
mengikuti ketentuan perundang-undangan.

ketentuan khusus dalam Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:

1.

Kawasan Permukiman Perkotaan yang bertampalan dengan
Kawasan Rawan Bencana meliputi:
a] rawan cuaca ekstrim tingkat tinggi disusun dengan
memperhatikan:
1) penyediaan sistem peringatan cuaca ekstrim terpadu;
2) pembuatan bangunan tahan cuaca ekstrim; dan
3) penyediaan prasarana penanggulangan cuaca ekstrim.
bj rawan  kekeringan tingkat tinggi disusun dengan
memperhatikan:
1} penyediaan sistem air bersih terpadu;
2) penyediaan sumur resapan sebagai cadangan air:
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3) penyediaan prasarana penanggulangan kekeringan seperti
pompa air;

4) pembuatan bak penampung air hujan;

5) pembuatan waduk (embung) sesuai dengan kondisi
lingkungan; dan

6} penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan
kekeringan.

¢) rawan tanah longsor tingkat tingggi disusun dengan
memperhatikan:

1) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang
kuat;

2} pembuatan terasering pada wilayah vyang memiliki
kelerengan cukup tinggi; dan

3) menempatkan kontruksi penahan tanah.

2. Kawasan Permukiman Perkotaan yang bertampalan dengan
kawasan sempadan, meliputi:
a) sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:

1) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur
buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;

2) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau
bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak
aman bangunan minimal 10 (sepuluh) meter dan
pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;

3) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai
dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan
jarak aman bangunan minimal 30 (tiga puluh) meter dari
titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;

4) pendirian fasilitas penunjang pergaraman menerapkan
sistem tanggap bencana tsunami;

5) menyediakan jalur evakuasi bencana;

6) penyediaan akses publik menuju pantai; dan

7) fasilitas penunjang kegiatan pergaraman lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:

1) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur
buatan untuk pengaman Kawasan Sempadan sungai;

2) fasilitas penunjang Kawasan Tanaman Pangan pada
sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan
prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di
sempadan sungai; dan

3) fasilitas penunjang kegiatan tanaman pangan lainnya
sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Permukiman Perdesaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. ketenluan Kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Permukiman
Perdesaan meliputi:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:
a] kegiatan perumahan Kepadatan rendah sampai ysiedang;
b) kegiatan pertanian dan perikanan budi daya;
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¢) sarana transportasi;

dj pengembangan RTH;

¢} kegiatan perdagangan dan jasa skala perdesaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

f) kegiatan sarana pelayanan umum skala perdesaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g kegiatan perkantoran skala perdesaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

h) kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar
budaya;

i) kegiatan pengembangan prasarana, sarana, utilitas yang
mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan; dan

i} kegiatan  Pemanfaatan Ruang lainnya yang  dapat
meningkatkan fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat

meliputi:

a) sentra industri mikro dan skala kecil dengan syarat tidak
mengubah fungsi utama Kawasan Permukiman Perdesaan;

b) kegiatan wisata alam, wisata buatan dan/atau budaya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak
merubah fungsi utama Kawasan Permukiman Perdesaan;

¢) kegiatan transportasi laut sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama
Kawasan Permulkiman Perdesaan;

d) kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan
izin usaha pertambangan dan/atau sudah diatur dalam
ketentuan khusus sesusai dengan ketentUan peratUran
perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya
mineral dan tidak mengubah fungsi utama permukiman
perdesaan; dan

e) kegiatan lainnya yang bersifat strategis dan/atau kepentingan
umum sesual ketentuan peraturan perundang-undangan
sepanjang tidak merubah dan/atau mengganggu fungsi utama
Kawasan Permukiman Perdesaan.

Kegiatan pemanfaatan vang tidak diizinkan, berupa kegiatan yang

mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi Kawasan

Permukiman dan berpotensi mencemari lingkungan.

b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam  Kawasan
Permukiman Perdesaan, terdiri dari:

5.

2.

vk

koefisien dasar hijau minimum sebesar 20% (dua puluh persen)
sampai dengan 30% (tiga puiluh persen);

koefisien dasar bangunan maksimum sebesar 60% (enam puluh
persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen);

koefisien lantai bangunan maksimum sebesar 1,5 (satu koma
lima);

ketinggian bangunan maksimum sebesar 10 (sepuluh) meter;

garis sempadan bangunan minimum sebesar % (setengah) ruang
milik jalan atau % (setengah} ruang milik jalan + 1 (paty) jika
ruang milik jalan lebih besar daripada 8 (delapan); dan
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6.

ketentuan intensitas Kawasan Permukiman Perdesaan dalam
wilayah perkotaan yang telah diatur dalam RDTR mengikuti
ketentuan peraturan terKkait.

ketentuan sarana dan parasarana minimum dalam Kawasan

Permukiman Perdesaan meliputi:

[

o

Kawasan Permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman
vang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai
dengan ketentuan perundang undangan;

prasarana dan utilitas permukiman meliputi Jaringan Jalan,
Jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi,
sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan
persampahan; dan

jalur dan ruang evakuasi bencana.

ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang
melali dan berada pada Kawasan Permukiman Perdesaan harus
mengikuti ketentuan perundang-undangan;

ketentuan khusus dalam Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:

L.

Kawasan Permukiman Perdesaan yang bertampalan dengan
Kawasan Rawan Bencana meliputt:
a)] rawan cuaca ekstrim tingkat tinggi disusun dengan
memperhatikan:
1) penyediaan sistem peringatan cuaca ekstrim terpadu;
2) pembuatan bangunan tahan cuaca ekstrim; dan
3) penyediaan prasarana penanggulangan cuaca ekstrim.
bl rawan  kekeringan  tingkat  tinggi disusun  dengan
memperhatikan:
1) penyediaan sistem air bersih terpaduy;
2} penyediaan sumur resapan sebagai cadangan air;
3) penyediaan prasarana penanggulangan kekeringan seperti
pompa air;
4) pembuatan bak penamp ung air hujan;
5} pembuatan waduk (embung) sesuai dengan kondisi

lingkungan;dan
6) penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan
kekeringan.

¢ rawan tanah longsor tingkat tinggi disusun dengan
memperhatikan:
1} pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
2} pembuatan terasering pada wilayah vyang memiliki
kelerengan cukup tinggi; dan
3) menempatkan kontruksi penahan tanah.
Kawasan Permukiman Perdesaan yang bertampalan dengan
Kawasan Sempadan, meliputi:
a) sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
1) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur
buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
2) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau
bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak
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3.

b)

aman bangunan minimal 10 (sepuluh) meter dari
pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;

3) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai
dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan
jarak aman bangunan minimal 30 (tiga puluh} meter dari
titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;

4} pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana
tsunami;

5) menyediakan jalur evakuasi bencana;

6) penyediaan akses publik menuju pantai; dan

7) kegiatan permukiman perdesaan dan fasilitas
penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:

1) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur
buatan untuk pengaman Kawasan sempadan sungai;

2) bangunan yang terdapat di dalam Kawasan Permukiman
Perdesaan pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan
sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko
bencana di sempadan sungai; dan

3) penyelanggaraan kegiatan-kegiatan vang bersifat sosial dan
masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan
bagi kelestarian dan keamanan sungai.

Kawasan Permukiman pedesaan bertampalan dengan Kawasan
Pertambangan  muneral dan  batubara disusun dengan
memperhatikan:

a)

kegiatan  pertambangan  telah  memiliki izin  usaha
pertambangan dilaksanakan dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undang di bidang energi dan sumber daya mineral;
dan

penetapan lokasi pertambangan harus mematuhi ketentuan
mengenai radius minimum terhadap permukiman sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak
terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian
sumber air.

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Transportasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 huruf i, meliputi

a. ketentuan Kkegiatan pemanfaan ruang dalam Kawasan Kawasan
Transportasi meliputi:

1. kegiatan yang diizinkan meliputi:

a) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan
Transportasi;

kegiatan pertahanan dan keamanan; dan

pengembangan ruang terbuka hijau.

2. kegiatan yang diizinkan secara bersyarat terdiri dari:

b)
c)
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a) kegiatan perdagangan dan jasa yang tidak menganggu fungsi
kawasan; dan

b) kegiatan yang tidak diizinkan segala kegiatan yang akan
menganggu aktivitas transportasi.

ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Transportasi,

terdiri dari:

1. koefisien dasar hijau minimum sebesar 20% {(dua puluh persen)
sampai dengan 30% (tiga puluh persen);

2. koefisien dasar bangunan maksimum sebesar 70% (tujuh puluh
persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen);

3. koefisien lantai bangunan maksimum sebesar 1,4 (satu koma
empart);

4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 17 (tujuh belas} meter;

5. garis sempadan bangunan minimum sebesar 2 (setengah) ruang
milik jalan atau % (setengah) ruang milik jalan t 1 (satu) jika ruang
milik jalan lebih besar daripada 8 (delapan); dan

6. ketentuan intensitas Kawasan Transportasi dalam wilayah perkotaan
vang telah diatur dalam RDTR mengikuti ketentuan peraturan
terkait.

ketentuan sarana dan parasarana minimum dalam Kawasan

Transportasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana Wilayah vang

melalui dan berada dalam Kawasan Transportasi harus mengikuti

ketentuan peraturan perundang-undangan.

ketentuan khusus dalam Kawasan Transportasi meliputi:

1. Kawasan Transportasi yang bertampalan dengan Kawasan Rawan
Bencana meliputi:

a) rawan cuaca ekstrim tingkat tinggi disusun dengan
memperhatikan:
1) penyediaan sistem peringatan cuaca ekstrim terpaduy;
2) pembuatan bangunan tahan cuaca ekstrim; dan
3 penyediaan prasarana penanggulangan cuaca ekstrim.
b} rawan kekeringan tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
1) penyediaan sistem air bersih terpadu;
2) penyediaan sumur resapan sebagai cadangan air;
3) penyediaan prasarana penanggulangan KeKkeringan seperti
pompa air;
4} pembuatan bak penampung air hujan;

5 pembuatan waduk (embung) sesuai dengan  kondisi

ingkungan: dan
6) penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan
kekeringan.

2. Kawasan Transportasi yang bertampalan dengan Kawasan
Sempadan meliputi:

a) sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
1) kegiatan pengembangan struktur alami dan stru ktur buatan
untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
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2) menyediakan  pedestrian sepanjang pantai dan/atau
bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman
bangunan minimal 10 (sepuluh) meter dari pedestrian
disesuaikan dengan topografi pantai;

3) vang tdak menyediakan pedestrian sepanjang pantai
dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan
jarak aman bangunan minimal 30 (tiga puluh} meter dari titik
pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;

4) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana
tsunami;

5) menyvediakan jalur evakuasi bencana;

b) penyediaan akses publik menuju pantai; dan

7) kegiatan transportasi dan fasilitas penunjangnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Pertahanan dan

Keamanan sebagaimana dalam Pasal 76 huruf j, meliputi:

a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pertahanan dan
Keamanan meliputi:

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi;

1)1

b

a) pangakalan militer atau kesatria;

b) daerah latihan militer;

¢} instalasi militer;

d) daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer;

e) daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya;

f) daerah dispol amunisi dan peralatan pertahanan berbahava
lainnya;

g) obyek vital nasional yang bersifat strategis; dan

h) kepentingan pertahanan laut, darat dan udara.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat

meliputi:

a) kegiatan permukiman;

b} kegiatan perkantoran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangarn;

c} sarana pelayanan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

d} kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan izin
usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral
dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Pertahanan dan
Keamanan; dan

e} Kkegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

sepanjang tidak merubah dan/atau menganggu [ungsi utama
Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:

a
b)

kegiatan industri skala bepar; dan

kegiatan pertambangan.
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b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pertahanan dan
Keamanan, terdiri dari:

1L

o A

koefisien dasar hijau minimum sebesar 20% ({dua puluh persen)
sampai dengan 30% (tiga puluh persen};

koefisien dasar bangunan maksimum sebesar 70% (tujuh puluh
persen) sampai dengan 80% (delapan puluh perseny);

koefisien lantai bangunan maksimum sebesar 1,6 (satu koma enam),
ketinggian bangunan maksimum sebesar 20 (dua puluh) meter;

garis sempadan bangunan minimum sebesar 'z (setengah) ruang milik
jalan atau % (setengah) ruang milik jalan + 1 (satu) jika ruang milik
jalan lebih besar daripada 8 (delapan); dan

ketentuan intensitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan dalam
wilayah perkotaan yang telah diatur dalam RDTR mengikuti ketentuan
peraturan terkait.

c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Pertahanan
dan Keamanan meliputi:

.

Kawasan Pertahanan dan Keamanan dilengkapi dengan sarana
pertahanan dan keamanan sesuai dengan Ketentuan perundang-
undangan; dan

prasarana dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan

d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang
melalul Kawasan Pertahanan dan Keamanan mengkuti ketentuan
peraturan perundang-undangan.

e. ketentuan khusus dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:

Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang bertampalan dengan
Kawasan Rawan Bencana, meliputi:
a) rawan cuaca ekstrim tingkat tinggi disusun dengan
memperhatikan:
1) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
2) menempatkan kontruksi tahan cuaca ekstrim;
3) penyediaan sistem peringatan dini;
4) penyediaan jalur evakusi bencana; dan
5) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
b) Rawan kekeringan tingkat tinggi disusun dengan
memperhatikan:
l) penyediaan sistem air bersih terpaduy;
2) penyediaan sumur resapan sebagai cadangan air;
3} penyediaan prasarana penanggulangan kekeringan seperti
pompa air;
4) pembuatan bak penampung air hujan;

5} pembuatan waduk (embung) sesuai dengan kondisi
lingkungan, dan
6) penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan
kekeringan,
¢) Rawan tanah longsor tingkat tingggi disusun dengan
memperhatikar:
1) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat,
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2) pembuatan terasering pada wilayah yang memiliki
kelerengan cukup tinggi; dan
3) menempatkan kontruksi penahan tanah.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragaraf 1
Umum

Pasal 87

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (2} huruf b terdiri dari:

d.

b.

penilaian pelaksanaan KKPR; dan
penilaian perwujudan rencana tata ruang.

Paragaraf 2
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 88

Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a
dilaksanakan untuk memastikan:

a.
b.

(1)

(2)

(3)

(6)

kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
pemenuhan prosedur perolehan kesesuaian KKPR.

Pasal 89

Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 88 huruf a dilakukan pada periode:

a. selama pembangunan; dan

b. pasca pembangunan.

Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan
dalam memenuhi ketentuan KKPR.

Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak
diterbitkannya KKPR.

Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana. dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil
pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.

Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan
interkoneksi/tidak dilaksanakan yang tertuang dalam dokumen KKPR,
pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharusk an melakukan penyesuaian.
Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan
inkonsistensi yang tejtuang dalam dokumen KKPR, maka dilakukan
Penenganaan sanksi
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Pasal 90

Penilalan pemenuhan prosedur perolehan kesesuaian KKPR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan
pelaku pembanguna/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan
KKPR dengan ketentuan:

a.

b.

(1)

(2)

(3)

apabila dokumen KKPR yang diterbitkan tidak melalui prosedur yang
benar maka KKPR batal demi hukum; dan

apabila doumen KKPR tidak sesuai akibat perbahan rencana tata ruang,
maka KKPR dibatalkah dan dapat diminta ganti kerugian yang layak
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang
termasuk juga penilaian pernyataan mandiri pelaku Usaha Mikro dan
Kecil.

Penilaian pernyataan mandirnn sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk rnemastikan kebenaran pernyataan mandiri yang
dibuat oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Dalam hal hasil penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian pernyataan mandiri yang dibuat
oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil, dilakukan pernbinaan oleh
kementerian / lembaga dan/atau perangkat daerah.

Paragaraf 3
Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 92

Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 87 huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan Rencana Struktur
Ruang dan Rencana Pola Ruang.

(2)

Pasal93

Penilaian perwujudan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilakukan dengan:

a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan

b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.

Penilalan tingkat perwujudan Rencana Struktur Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:

a. kesesuaian program,

b. kesesuaian lokasi; dan

c. kesesuaian waktu pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
Penilaian tingkat perwujudan Rencana Pola Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:

a. Kkesesuaian program;

b. kesesuaian lokasi; dan -
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(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
Penilaian tingkat perwujudan Struktur Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan
pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana
terhadap Rencana Struktur Ruang.

Penilaian tingkat perwujudan Rencana Pola Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan
pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan
berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap Rencana
Pola Ruang.

Pasal 94

Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana tata ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 92 berupa:

a. muatan terwujud;

b. belum terwujud; dan

c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.

Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan secara periodik dan
terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan
1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali rencana tata ruang.

Tata cara penilaian perwujudan rencana tata ruang dilaksanakan
dengan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Ketentuan Insenfif dan Disinsentif

Pasal 95

Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
ayat (2) huruf ¢ merupakan acuan bagl pemerintah daerah dalam
pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong,
memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap
kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona vang
perlu didorong pengembangannya.

Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan
batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan
rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan
daya tampung lingkungan.

Pasal 96

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dapat diberikan kepada:

a. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya; dan

b. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
Pemberian insentif dan pengenaan disinseptif dilakukan oleh instansi
berwenang sesuai dengan kewenangannya.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3}

(1)

Pasal 97

Insentif dann Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a dapat berupa:

a. pemberian kompensasi;

b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;

c. penghargaan; dan/atau

d. publikasi atau promos: daerah.

Insentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada
Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b
dapat berupa:

pemberian keringanan pajak dan/atau Penataan Ruang;

subsidi;

pemberian kompensasi;

imbalan;

sewa ruang;

urun saham;

fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
penyediaan prasarana dan sarana,

TR MO AD TP

penghargaan; dan/atau

J-  publikasi atau promosi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur
dengan Peraturan Bupati.

8 e

Pasal 98

Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a dapat berupa
pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Disinsentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada
Masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf
b dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan
sarana.

a. pengenaan pajak dan/atau Penataan Ruang vang tinggi;

b, kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau

€. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 99
Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat {2) huruf d

merupakan acuan bagli pemerintah Daerah dalam ppengenaan sanksi
administratif kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
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(2

(3)

(4)

(5)

(7)

(1)

{1)

(3)

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan
kepada setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah
ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.

Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan melalui audit tata ruang.

Audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Hasil audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Dalam pelaksanaan audit tata ruang, tim audit tata ruang dapat dibantu
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang dan ahli lainnya
sesuai kebutuhan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai audit tata ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1)
dikenakan juga kepada orang yang tidak mematuhi Kketentuan
Pemanfaatan Ruang dalam rencana tata ruang,

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung
dikenakan tanpa melalui proses audit tata ruang,

Pasal 101

Perbuatan tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang

mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 99 ayat (2} dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang

dalam rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat

(1) meliputi:

a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau

b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan
KKPR.

Selain  perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi

administratif dapat dikenakan kepada setiap orang yang menghalangi

akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat {2} dapat

berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 102

Bentuk, besaran dan mekanisme pengenaan sanksi administratif dilaksanakan
sesuali ketentuan peraturan pejgundang-undangan di Bidang Agraria/
Pertanahan dan Penataan Ruang.
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(1)

(2)

(3)

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 103

Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif,

dibentuk Forum Penataan Ruang,.

Keanggotaan Forum Penataan Ruang di Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. instansi vertikal Bidang Pertanahan dan Perangkat Daerah bersifat
exo f; fici,

b. anggota yang berasal dari asosiasi profesi ditunjuk oleh Ketua Asosiasi
Profesi atas permintaan Bupati,

c. anggota yang berasal dari asosiasi akademisi ditunjuk oleh Ketua
Asosiasi Akademisi atas permintaan Bupati; dan

d. anggota yang berasal dari tokoh masyarakat ditunjuk oleh Bupati

Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan, susunan keanggotaan,

tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang mengikuti ketentuan

Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.

BAB VIl
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 104

Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang wilayah, masyarakat berhak:

a.
b.
.

merngetahui réncana tata ruang;

menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat
pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata
ruang;

mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;

mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan penghentian pembangunan
vang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
dan

mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah Kabupaten
dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak
sesual dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
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Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 105

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajb:

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesual dengan rencana tata ruang;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 106

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 105 dilaksanakan dengan mematuhi dan
menerapkan Kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan Penataan
Ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2} Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan masyarakat
secara turun temurun dapat diterapkan Sepanjang memperhatikan
faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan
struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang
vang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 107

Peran masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah dilakukan antara lain
melalut:

a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;

b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan

c. partisipasi dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 108

{1) Bentuk peran masyarakat pada tahap penyusunan rencana tata ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a dapat berupa:
a. memberikan masukan mengenai:
1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau Kawasan;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau Kawasan;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5. penetapan rencana tata r'uang.
b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah
dan/alau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
(2) Bentuk peran masyarakat dalam Pemanfaatan,; Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 107 huruf b dapat berupa: ‘L
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(3)

a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;

b. keria sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau
sesama unsur masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;

c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan
rencana tata rutang vang telah ditetapkan;

d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan
Ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi
dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

e. kegiatan menjaga Kepentingan pertahanan dan keamanan serta
memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup
dan sumber daya alam; dan

f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf ¢ dapat berupa:

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan,

pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;

pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

d. pelaporan kepada instansi dan/ataun pejabat yang berwenang dalam
hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan
Pemanfaatan Ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah
ditetapkan; dan

o

e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang
terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana
tata ruang.

Pasal 109

Peran masyarakat di bidang Penataan Ruang dapat disampaikan secara
langsung dan/atau tertulis.

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
disampaikan kepada bupati.

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat
disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 110

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah
membangun sistem informasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan
mudah oleh masyarakat.

Pasal 111

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam Henataan Ruang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. *



(1)

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 112

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana di bidang Penataan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyidik Pegawali

Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh

pejabat yang berwenang sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan
jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenail orang
pribadi atau badan tentang kebenaran petrbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;

C¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan
tindak pidana di bidang Penataan Ruang;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;

g menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang
dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Penataan
Ruang;

l. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi:

j.  menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Hukum Acara Pidana%
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(1)

(1)

BABX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

Setiap orang yang tidak menaati rencana Tata Ruang yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, yang
mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, dipidana dengan pidana
penjara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang
atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

Setiap ocrang yang memanfaatkan ruang tidak sesuali dengan izin
Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 101 huruf b, dipidana sesuair ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan perubahan fungst Ruang, mengakibatkan kerugian
tethadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan
kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang.

Pasal 115

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan vyang ditetapkan dalam
persyaratan izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101
ayat (1) huruf b, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2}, dipidana sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 117

(1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku

kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

(2) Antarpemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu

antarorang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pemerintah 4
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(3)

(4)

)

(6)

(7

(1)

(2)

Daerah lainnya, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
Kabupaten dan Masyarakat.

Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan
berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya
penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4} dilakukan melalui:

a. negosiast;

b. mediasi; dan/atau

c. konsiliasi

Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan
kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para Pemangku
Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum
Penataan Ruang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB Xil
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan
pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah
ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka:

a. izin pemanfaatan ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan dan telah
sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai
dengan masa berlakunya;

b. izin pemanfaatan ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak
sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin dan KKPR
tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan
Peraturan Daerah ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan
penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan
perundang-undangan; dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak
memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi
kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah
diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul
sebagai akibat pembatalan izin dan KKPR tersebut dapat diberikan
penggantian yang lay sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

k4
i
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c. Pemanfiaatan Ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan
bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Daerah ini, akan
ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan

d. Pemanfaatan Ruang vang sesuai dengan ketetentuan Peraturan
Daerah 1ni, agar dipercepat untuk mendapatkan 1zin yang diperlukan.

BAB XIil
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 119

RTRW menjadi pedoman untuk:

a.
k.
C.

(1)

(3]

(4

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah
Daerah;

mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
menetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

Penataan Ruang Kawasan Strategis Daerah.

Pasal 120

Jangka waktu RTRW adalah 20 {dua puluh) tahun dan dapat ditinjau

kembali 1 (satuj kali dalam 5 (lima} tahunan.

Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis tertenitu, RTRW

dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan.

Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada avat (2)

berupa:

a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-
Undang;

c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-
Undang; dan/atau

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

RTRW dilengkapi dengan album peta yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Dalam hal terdapat penetapan Kawasan Hutan oleh Menteri Kehutanan
terhadap bagian wilayah kabupaten yang Kawasan Hutannya belum
disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan
album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan dengan
peruntukan Kawasan Hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri
Kehytanan,
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BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah i mulai berlaku, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008-2028 (Lembaran
Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor
Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 11 Juni 2024

_~ABUPATI TIMOR TENGAH UTARA;F

o )5...__——-" Z

M JUANDIDAVID

Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 11 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN,TIMOR TENGAH UTARA, §
N\

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024
NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH
UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: NOREG/02 Tahun 2024
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2043

UMUM

Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai bagian dar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan
karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikembangkan dan dilestarikan
pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan
manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi
kelangsungan hidupyang berkualitas. Pancasila merupakan dasar negara
dan falsafah negara, yang memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan
hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan
keseimbangan, baik dalam hubungannya dengan kehidupan pribadi,
hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan
alam sekitarnya maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha
Esa. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan
konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat
dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Ruang sebagai sumber daya alam tidaklah mengenal batas wilayah,
karena ruang pada dasarnya merupakan wadah atau tempat bagi manusia
dan makhluk hidup lainnya untuk hidup dan melakukan kegiatannya,
akan tetapi jika ruang dikaitkan dengan pengaturannya, haruslah
mengenal batas dan sistemnya. Dalam kaitan tersebut, ruang wilayah
Kabupaten Timor Tengah Utara meliputi tiga matra, yakni ruang daratan,
ruang lautan dan ruang udara. Ruang wilayah Kabupaten Timor Tengah
Utara sebagai unsur lingkungan hidup, terdiri atas berbagai ruang wilayah
yang masing-masing sebagai sub sistem yang meliputi aspek alamiah
(fisik), ekonomi, sosial budaya dengan corak ragam dan daya dukung yang
berbeda satu dengan lainnya. Pengaturan Pemanfaatan Ruang wilayah
yang didasarkan pada corak dan daya dukungnya akan meningkatkan
keselarasan, Keseimbangan sub sistem, yang berarti juga meningkatkan
daya tampungnya. Pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh
kepada kepada sub-sistem yang lain, yang pada akhirnya akan
mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan. Oleh karena itu,
pengaturan ruang menuntut dikembangkan suatu sistem dengan
keterpaduan sebagai ciri utamanya. Ada pengaruh timbal balik antara
ruang dan kegiatan manusia. Karakteristik ruang menentukan macam dan
tingkat kegiatan manusia, sebaliknya kegiatan manusia dapat merubah,
membentuk dan mewujudkan ruang dengan segala unsurnya. Kecepatan
perkembangan manusia sering kali tidak segera tertampung dalam wujud
pemanfaatan ruang, hal ini disebabkan karena hubungan fungsional antar
ruang tidak segera terwujud secepat perkembangan manusia. Oleh karena
itu, rencana tata ruang wilayah yang disusun, haruslah dapat menampung
segala kemungkinan perkembangan selama kurun waktu tertentu.
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Ruang wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, mencakup wilayah
kecamatan yang merupakan satu Kesatuan ruang wilayah yang terdiri atas
satuan ruang yang disebut dengan Kawasan. Dalam berbagai Kawasan
terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda, sehingga diantara
berbagai Kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan
perkembangan yang berbeda-beda. Perbedaan ini apabila tidak ditata,
dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan wilayah.
Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah, secara teknis harus
mempertimbangkan: (i) keseimbangan antara kemampuan ruang dan
kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan
ruang; (ii) kKeseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam pemanfaatan
antar kawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas produktivitas
masyarakat dalam arti luas. Meningkatnya kegiatan pembangunan yang
memerlukan lahan, baik tempat untuk memperoleh sumber daya alam
mineral atau lahan pertanian maupun lokasi kegiatan ekonomi lainnya,
seperti industri, pariwisata, pemukiman dan admimistrasi pemerintahan,
potensial meningkatkan terjadinya kasus-kasus konflik Pemanfaatan
Ruang dan pengaruh buruk dari suatu kegiatan terhadap kegiatan
lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan perencanaan tata
ruang yang baik dan akurat, agar perkembangan tuntutan berbagai
kegiatan Pemanfaatan Ruang dan sumber daya yang terdapat di dalamnya
dapat berfungsi secara optimal, terkendali, selaras dengan arah
pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Kendatipun perencanaan tata ruang sepenuhnya merupakan tindak
pemerintahan atau sikap tindak administrasi negara, dalam proses
penyusunan sampai pada penetapannya perlu melibatkan peran serta
masyarakat. Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
menjadi penting dalam kerangka menjadikan sebuah tata ruang sebagai
hal yang responsif (responsive planning), artinya sebuah perencanaan yang
tanggap terhadap preferensi serta kebutuhan dari masyarakat yang
potensial terkena dampak apabila perencanaan terse but
diimplementasikan. Tegasnya, dalam konteks perencanaan tata ruang,
sebenarnya ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, kewajiban
Pemerintah untuk memberikan informasi, Kedua, hak masyarakat untuk
di dengar (the right to be heard). Dalam praktek, pada dasarnya dua aspek
ini saling berkaitan karena penerapannya menunjukkan adanya jalur
komunikasi dua arah. Dengan kewajiban Pemerintah untuk memberi
informasi yang menyangkut rencana Kkegiatan/perbuatan administrasi,
dan adanya hak bagi yang terkena (langsung maupun tidak langsung) oleh
kegiatan/perbuatan pemerintah, mengandung makna bahwa mekanisme
itu telah melibatkan masyarakat dalam prosedur administrasi negara, di
pihak lain dapat menunjang pemerintahan yang baik dan efektif, karena
dengan mekanisme seperti itu pemerintah dapat memperoleh informasi
yvang layak sebelum mengambil keputusan.

Mekanisme seperti itu dapat menumbuhkan suasana saling percaya
antara Pemerintah dan rakyat sehingga dapat mencegah sengketa yang
mungkin terjadi serta memungkinkan terjadinya penyelesaian melalui
jalur musyawarah.
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II.

Secara normatif, perencanaan tata ruang dimaksud perlu diberi status
dan bentuk hukum agar dapat ditegakkan, dipertahankan dan ditaati oleh
pihak-pihak yang bersangkutan. Hanya rencana yang memenuhi syarat
hukumlah yang dapat melindungi hak warga masyarakat dan memberi
kepastian hukum, baik bagi warga maupun bagi aparatur pemerintah
termasuk didalamnya administrasi negara yvang bertugas melaksanakan
dan mempertahankan rencana, yang sejak perencanaannya sampai
penetapannya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila suatu rencana telah diberi bentuk dan status hukum, maka
rencana itu terdiri atas atas susunan peraturan yang pragmatis, artinya
segala tindakan yang didasarkan kepada rencana itu akan mempunyai
akibat hukum.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
dalam Pasal 78 mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten
tentang RTRW kabupaten disusun atau disesuaikan paling lambat dalam
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Dengan demikian maka Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah
Utara harus segara menyusun dan menetapkan peraturan daerah tentang
RTRW yang sesuai dengan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu disusun Peraturan Daerah
yvang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program pembangunan di
daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara
tertib, teratur dan terencana. Peraturan Daerah sendiri merupakan bagian
tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara
nasional, oleh karena itu Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan vang lebih tinggi atau
bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus
diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak dari daerah yang
bersangkutan, melainkan kepentingan daerah lain dan kepentingan
seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti, pembuatan peraturan perundang-
undangan tingkat daerah, bukan sekedar melihat batas kompetensi formal
atau kepentingan daerah yang bersangkutan, tetapi harus dilihat pula
kemungkinan dampaknya terhadap daerah lain atau kepentingan nasional
secara keseluruhan,

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Yang dimaksud dengan Tujuan Penataan Ruang wilayah merupakan
arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada
masa yang akan datang. JF
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Pasal 4
Yang dimaksud dengan Kebijakan Penataan Ruang wilayah daerah
merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai
tujuan Penataan Ruang wilayah kabupaten.

Pasal 5
Yang dimaksud dengan strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah
merupakan penjabaran kebijakan Penataan Ruang Wilayah kabupaten
ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.

Pasal 6
Yang dimaksud dengan rencana Struktur Ruang Wilayah kabupaten
merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten dan
jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk
mengintegrasi wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala
kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan
energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem
Jaringan Sumber Daya Air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan
atau waduk dari daerah aliran sungal dan jaringan prasarana lainnya.
Dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten digambarkan sistem
pusat kegiatan wilayah kabupaten dan peletakan jaringan prasarana
wilayah yang menurut Kketentuan peraturan perundang-undangan
pengembangan dan  pengelolaannya  merupakan — kewenangan
pemerintah daerah kabupaten.
Rencana Struktur Ruang Wilayah kabupaten memuat rencana Struktur
Ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang terkait dengan wilayah
kabupaten yang bersangkutan.
Rencana Struktur Ruang Wilayah kabupaten merupakan kerangka tata
ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusatpusat
kegiatan yvang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh
sistem jaringan prasarana wilayah terutama jaringan transportasi.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Avat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Nama ruas jalan arteri didasarkan pada Keputusan Mentert
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/2022
Tentang Penetapan Ruas dJalan Dalam Jaringan Jalan Primer
Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri {(JAP) Dan Jalan Kolektor
Primer -1 (JKP-1).



Ayat {4)
Nama ruas jalan kolektor didasarkan pada Keputusan Gubenur
Nusa Tenggara Timur Nomor 256/KEP/HK/2017 Tentang Ruas
Jalan Propinsi Di Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Surat
Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 264 Tahun 2014
Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10}
Culcup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Avat (12)
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Culup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan Pola ruang wilayah kabupaten merupakan
gambaran Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten, baik untuk
pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi daya yang belum
ditetapkan dalam Rencana T fa Ruang Wilayah Nasional dan Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi.fﬁ

i
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Pola ruang wilayah kabupaten dikembangkan dengan sepenuhnya
memperhatikan Pola Ruang Wilayah yang ditetapkan dalam Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi.

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten memuat rencana Pola Ruang
yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional dan
rencana tata ruang wilayah Provinsi yang terkait dengan wilayah
kabupaten yang bersangkutan.

Cukup jelas.

Pagal 23

Cukup jelas.

Pasal24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan Kawasan Budi Daya merupakan gambaran
kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut.
Dengan demikian masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya
lainnya di dalam Kawasan tersebut.

Peruntukan Kawasan Budi Daya dimaksudkan untuk memudahkan
pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan
sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan
mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada
pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang
kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya
memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi
dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan Kawasan Budi
Daya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal33

Cukup jelas.

Pasal34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jejas. -1}
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Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Culkup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Avyat (1)
Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya
berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar
terhadap:
. Tata ruang di wilayah sekitarnya
2. Kegiatan lain di bidang yang sejerus dan kegiatan di bidang
lainnya; dan
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Yang dimaksud dengan Ketentuan Umum Zonasi merupakan ketentuan
yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan unsur-unsur pengendalian
yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana
rinci tata ruang. Penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi
disusun berdasarkan rencana rinci dan diprioritaskan pada Kawasan#
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Strategis yang berpotensi menjadi kawasan cepat berkembang,
Kawasan yang berpotensi terjadi konflik pemanfaatan, dan kawasan
yang memerlukan pengendalian secara ketat.
Pasal 55
Cukup
jelas.
Pasal 56
Cukup
jelas.
Pasal 57
Cukup
jelas.
Pasal 58
Cukup
jelas.
Pasal 59
Cukup
jelas.
Pasal 60
Yang dimaksud dengan rain harvesting atau yang lebih di kenal dengan
Pemanenan Air Hujan adalah kegiatan menampung air hujan dan
menyimpannya untuk kemudian di gunakan kedepannya.
Yang dimaksud dengan run off adalah salah satu tahap dalam siklus
hidrologi yang merupakan limpasan air dan berasal dari air hujan.
Pasal 01
Cukup
jelas.
Pasal 62
Cukup
jelas.
Pasal 63
Cukup
jelas.
Pasal 64
Cukup
jelas.
Pasal 65
Cukup
jelas.
Pasal 66
Cukup
jelas.
Pasal 67
Cukup
jelas.
Pasal 68
Cukup

jelas. )P
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Pasal 69
Cukup
jelas.

Pasal 70
Cukup
jelas.

Pasal 71
Cukup
jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas. «
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Pasal 92

Cukup jelas.
Pasal 93

Cukup jelas.
Pasal 94

Cukup jelas.
Pasal 95

Cukup jelas.
Pasal 96

Cukup jelas.
Pasal 97

Cukup jelas.
Pasal 98

Cukup jelas.
Pasal 99

Cukup jelas.
Pasal 100

Cukup jelas.
Pasal 101

Cukup jelas.
Pasal 102

Cukup jelas.
Pasal 103

Cukup jelas.
Pasal 104

Cukup jelas.
Pasal 105

Cukup jelas.
Pasal 106

Cukup jelas.
Pasal 107

Cukup jelas.
Pasal 108

Cukup jelas.
Pasal 109

Cukup jelas.
Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112
Cukupelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115

Cukup jelas. i

Pasal 116

 ;
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Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122 ‘
Cukup jelas. %

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 145
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
PETA WILAYAH PERENCANAAN

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
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LAMPIRAN

\%

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024-2043

JALAN LOKAL

Rencana Jalan Lokal berupa Jalan Lokal Primer di Kabupaten Timor Tengah Utara
meliputi:

NO

NAMA JALAN LOKAL

|
1 | Jl. Basuki Rahmat

i
2 | Jl. Diponegoro

3
4
5}
6
77
8

9

Jl. Ketumbar

Jl. Soekarno

| Tuas Aplal - Seko

ruas Ban'ulu - Unine

ruas Bijaepasu - Noemuti

ruas Bijaepasu - Oekum

ruas Bijeli - Senfatu

10 | ruas Bitauni - Manufui

11
12
13
14
15

16

ruas Boentuna - Mausak

ruas Bolmetan - Bakete

ruas Boronubaen - Fatunaku

KECAMATAN

Kecamatan Kota Kefamenanu

Kecamatan Kota Kefamenanu

Kecamatan Kola Kefamenanu

Kecamatan Kota Kefamenanu

Kecamatan Mutis
Kecamatan Biboki Moenleu

Kecamatan Miomaffo Tengah
Kecamatan Noetnuti

Kecamatan Miomaffo Barat

Kecamatan Mio;r_x_affo_’lfen_g_qh -

Kecamatan Noemuti

ruas Boronubaen - Haubesi

ruas Dalehi - Mamapa

ruas Eban Noepesu

17

18

19

20

21

ruas Ekafalo - Benkoko

ruas Faenake - Banain

ruas Faenalke - Inbate

ruas Fatuhaen -Fatualam

ruas Fatunaku - Manumean

Kecamatan Biboki Selatan
Kecamatan Insana

Kecamatan Insana Tengah
Kecamatan Insana Utara

Kecamatan Bikomi Selatan
Kecamatan Insana Barat

Kecamatan Biboki Feotleu
Kecamatan Biboki U}ara__

Kecamatan Bibolki Feotleu
: Kecamatan Biboki _Uta_rg__

Kecamatan Bikomi Selatan

_ Kecamatan Kota Kefamenanu

Kecamatan Miomaffo Barat

Kecamatan Biboki Tan Pah
Kecamatan Insana

Kecamatan Bikomi Utara

_

Kecamatan Bikomi Nilulat
Kecamatan Bikomi Tengah
Kecamatan Bikomi Utara
Kecamatan Insana Barat

. Kecamatan Kota Kefamenanu

Kecamatan Biboki Feotleu




22 | ruas Haulasi - Biliuana

| 24 | ruas Inggoreo - Lurasik

23 | ruas Haumeni Ana - [nbate

NO | NAMA JALAN LOKAL KECAMATAN

Kecamatan Miomaffo Barat
Kecamatan Bikomi Nilulat

Kecamatan Biboki Utara

| 25 | ruas Jak - Nipsai

27 | ruas Kaubele - Mena

—

28 | ruas Kefamenanu - Nunpo

29 | ruas Keliting - Selowai

30 | ruas Kobe - Air Terjun

31 | ruas Koko - Qefui

32 | ruas Koko - Sontoi

33 | ruas Kuafeu - Ekafalo

34 | ruas Kukun - Maurisu

35 | ruas Lius - Mausak

36 | ruas Mam apa - Neonbat

26 | ruas Junction - Boronubaen

Kecamatan Insana Fafinesu
Kecamatan Insana Tengah

Kecamatan Biboki Utara

Kecamatan Biboki Moenleu

Kecamatan Bikomi Tengah
Kecamatan Kota Kefamenanu
Kecamatan Miomaffo Timur

Kecamatan Musi

Kecamatan Biboki Anleu

Kecamatan Mutis

Kecamatan Bikomi Tengah
Kecamatan Kota Kefamenanu

Kecamatan Bikomi Selatan
Kecamatan Bikomi Tengah
Kecamatan Kota Kefamenanu

Kecamatan Insana

Kecamatan Bikomi Selatan
Kecamatan Kota Kefamenanu
Kecamatan Insana Tengah
Kecamatan Insana Utara

Kecamatan Kota Kefamenanu

a7 | ruas Mam apa - Oetalus

|
| 38 | Tuas Mam apa - Ring Road

i 39 | ruas Mamsena - Sipi

| 40 | ruas Mamsena - Tublopo

| 41 | ruas Manufui - Benkoko

Kecamatan Bilkomi Selatan
_ Kecamatan Kota Kefamenanu

Kecamatan Bikomi Selatan
Kecamatan Kota Kefamenanu

Kecamatan Ifisana
. Kecamatan Insana Barat

Kecamatan Bikomi Selatan
Kecamatan Insana Barat

Kecamatan Biboki Selatan
Kecamatan Biboki Tan Pah

| 42 | ruas Manufui - Lurasik

| 43 | ruas Manumean - Ponu

44 | ruas Maubesi - Nipsai

| ruas Maukita - Maubesi

B
n

46 | ruas Maukita - Sifaniha

47 | ruas Maurisu - Kiutoko

Kecamatan Biboki Selatan
Kecamatan Biboki Utara

Kecamatan Biboki Anleu |
Kecamatan Biboki Feotleu |

Kecamatan Insana Tengah

Kecamatan Biboki Anleu

Kecamatan Biboki Anleu

Kecamatan Bikomi Selatan



NO

48

49

51

52

ruas Mena - Kolam Tua

NAMA JALAN LOKAL

KECAMATAN

Kecamatan Biboki Moenleu

ruas Motabenar - Derok

Kecamatan Bibold Anleu

ruas Naku - Akdirun

ruas Napan - Bitefa

ruas Napan - Sp. Amol 2

53

54

55

57

ruas Netemkaen - Tamkesi

| ruas Netemnanu - Kiupasan

ruas Nian - Oelneke

rizas Nibaaf - Tobala

ruas Nikat - Supun

58

59

6l

62

63

65

67

68
69

70

71

T2

7é

|
i ruas Nimasi - Inbate

ruas Noebaun - Kiuola

ruas Noepesu - Nesatbatan

ruas Non - Makun
ruas Nunbai - Naijalu'u

ruas Nunpo - Seoam
ruas Oefui - Kabun
ruas Oekoro - Nekus

| ruas Oelbinose - Oelfab
ruas Oelfab Nux: Ana

ruas Oeliurai - Kiskasen

| ruas Oelneke - Nun'apa

ruas Oelolok - Bokis

ruas Oelolok - Kuafeu

ruas Oenak - Haekto

ruas Oenenu - Buk

Kecamatan Biboki Feotleu
Kecamatan Bikomi Utara
Kecamatan Miomaffo Timur

Kecamatan Bikomi Utara

Kecamatan Biboki Selatan

Kecamatan Insana
Kecamatan Insana Barat
Kecamatan Insana Tengah
. Kecamatan Kota Kefamenanu
Kecamatan Bikomi Selatan
Kecamatan Miomaffo Tengah
Kecamatan Musi

Kecamatan Noemuti

Kecamatan Biboki Selatan

Kecamatan Bikomi Nilulat

Kecamatan Bi_kqmi Teng_ah

Kecamatan Noemuti

Kecamatan Miomaffo Barat

Kecamatan Biboki Feotleu

Kecamatan Bibola Selatan
Kecamatan Insana
Kecamatan Insana Tengah

Kecamatan Miomaffo Barat
Kecamatan Musi

Kecamatan Bikomi Tengah

Kecamatan Biboki Anleu
Kecamatan Mutis
Kecamatan Mutis

Kecamatan Insana
Kecamatan Insana Barat

Kecamatan Musi

Kecamatan Insana

Kecamatan Insana

Kecamatan Noemuti
Kecamatan Neoemuti Timur

Kecamatan Bikomi Tengah
Kecamatan Bikomi Utara



i NO | NAMA JALAN LOKAL KECAMATAN

Keca_mataﬁ Bikomi -"I‘engah —'

74 | ruas Oenenu - Sp. Tuntun Kecamatan Miomaffo Timur

Kecamatan Biboki Anleu
Kecamatan Biboki Moenleu

Kecamatan Biboki Tan Pah
Kecamatan Riboki Utara

75 | ruas Oeniu - As’asu

76 | ruas Oenopu - Motamaro

' - Kecamatan Bikomi Nilulat I
| 77 | ruas Oeolo - Inbate il ; |
Kecamatan Musi

| 78 | ruas Oepaha -Sipi Kecamatan Insana

I —

Kecamatan Noemuti i

¥8 . as Digengl - Haslio Kecamatan Noemuti Timur

20 | ruas Oesena - Tuntun Kecamatan Miomaffo Timur i
81 | ruas Oesoko - Humusu B Kecamatan Insana Utara
82 | ruas Paud - Sp.3 Dam Karet Kecamatan Kota Kefamenanu

83 | ruas PLN Lama - Sp.3 Tunbakun

84 | ruas Rs. Bhayangkara - Sp.4 Pasar Lama Kecamatan Kota Kefamenanu

Kecamatan Kota Kefamenanu

85 | ruas Saitau - Los Am Kecamatan Mutis

Kecamatan Bikomi Selatan

86 | ruas Sasi - Qelami
,  Kecamatan Kota Kefamenanu

87 | ruas Sasi - Upkasen Kecamatan Kota Kefamenanu
88 | ruas SP Akobani - SP ignasius Wora Kecamatan Kota Kefamenanu
89 ruas SP Nekus - Batuputih Kecamatan Biboki Anleu |
90 ;‘:Eaii'lrt;(amm ~ SR dalimean Kecamatan Kota Kefamenanu :
91 | ruas Sp. Amol - Kaenbaun Kecamatan Miomaffo Timur !

92 | ruas Sp. Faenake - Oenenu Reeamaten Biltoui Tengah

i
o : 3 R
' Kecamatan Biboki Feotleu

| |
i 93 | ruas Sp. Manenu - Non Kecamatan Biboki Moenleu
' Kecamatan Biboki Selatan

Kecamatan Biboki Selatan

94 | ruas Sp. Manenu - Qek ' A
p Nt Kecamatan Biboki Tan Pah

95 | ruas SP. Oelfab - Feku Kecamatan Mutis
9% | ruas Sp. Translok - Faularan Kecamatan Biboki Anleu
97 | ruas Sp.3 Aplasi - Tuamese Kecamatan Miomaffo Timur

gg | ruas Sp.3 Kantor Agama - Sp.4 Kantor Lurah/

| Tesipaitnal Kecamatan Kota Kefamenanu

Kecamatan Bikomi Selatan |
Kecame_t_t_ay_._ IKota Keﬁamenan_u_

|
‘ 99 | ruas Sp.3 Km5 Ringroad - Unimor

| h__ .
|

100 | ruas Sp.3 KPU - Kali Naen Kecamatan Kota Kefamenanu %



NO NAMA JALAN LOKAL KECAMATAN
101 | ruas Sp.3 Rinaldi - Sp.4 Kenari Kecamatan Kota Kefamenanu
102 | ruas Sp.4 Ekarya - Sp.4 Plh Lama/S. Karya Kecamatan Kota Kefamenanu
103 | ruas Sp.4 Gereja Naesleu - Sp.4 SDK Leob Kecamatan Kota Kefamenanu
104 | ruas Sp.4 Lembaga - PDAM Kecamatan Kota Kefamenanu
105 | ruas Sp.4 Lembaga - Sp.3 PAUD Kecamatan Kota Kefamenanu
106 | ruas Sp.4 Pasar Lama - Sp.4 Gereja Naesleu Kecamatan Kota Kefamenanu
197 | Toem Sp-4 SMAN 2 Kefa - Sp.3 Kantor Kecamatan Kota Kefamenanu
Kehutanan _
108 | ruas Sp.4 Tanah Putih - Rs. Bhayangkara Kecamatan Kota Kefamenanu
109 | ruas Sp.4 Terminal - Sp.3 Bansone Kecamatan Kota Kefamenanu
110 g.;ag Sp.4 Xaverius Putri- Sp.3 Gereja/Kantor Ncawne b T Bl iaaEaTi
111 | ruas SP3 Bengkel - Mam Apa - Kecamatan Kota Kefamenanu
112 | ruas SP3 BGR - SP4 Terminal Kecamatan Kota Kefamenanu
Kecamatan Kota Kefamenanu
113 | ruas SP3 Jalan Negara - Sp Jalan Negara Kecamatan Miomaffo Timur
114 | ruas SP3 Jl.Nuri - SP3 Jl. Sonbay Kecamatan Kota Kefamenanu
115 | ruas SP3 Maslete - Kali Maslete Kecamatan Kota Kefamenanu
116 | ruas Subun -Suspini Kecamatan Insana Barat
Kecamatan Biboki Moenleu
117 - B
S G e Kecamatan Biboki Selatan
118 | ruas Tnais - Lemon Kecamatan Miomaffo Barat
119 | ruas Toko Ekarya - Rumah Jabatan Kecamatan Kota Kefamenanu
Kecamatan Insana Fafinesu
- L
R0 s Wegloy - Fasl Kecamatan Insana Tengah
121 | ruas Tugu Km.9 - Oetalus Kecamatan Bikomi Selatan
=2 | Kecamatan Kota Kefamenanu
100 | ‘sies TG - Tl Kecamatan In_sana Faﬁflesu
| Kecamatan Miomaffo Timur |
123 | ruas Unine - Kaubele Kecamatan Biboki Moenleu

o
e
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LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024-2043

JEMBATAN

Rencana Pengembangan dan Pemeliharaan Jembatan Penghubung di Kabupaten Timor
Tengah Utara meliputi :

Jembatan Fatumtasa 1

Jembatan Fatunaisuan

Jembatan Fatunaisuan I

NAMA JEMBATAN

KECAMATAN

Kecamatan Insana Utara

Kecamatan Naibenu
Kecamatan Insana Utara

Kecamatan Miomaffo Barat

Kecamatan Miomaffo Barat

Kecamatan Miomaffo Barat

Kecamatan Miomaffo Barat
Kecamatan Miomaffo Barat

Kecamatan Biboki Moenleu

Jembatan Haumuti 11

Jembatan Manamas II

Jembatan Manufonu il

NO
|1 | Jembaten Enes
: —
| Jembatan Fatumtasa
4
S
{ e
| 6 Jembatan Haulasi 1
7 | Jembatan Haulasi I
8 Jembatan Haulasi III
| 9 | Jembatan Haumuti I
| 10 .
11 | Jembatan Ijzo
12 ) Jembatarll 1
: -13 Jembafan .2
| 14 | Jembatan 3
15 | Jembatan Baru
_16 Jembatan Kiupunu
i 17 | Jembatan Kolnai
18 | Jembatan Laka
19 Jembatan Leol AS
20 ' Jemb;tan Letkaée
21 Jembatan Lius
22 | Jembatan Manamas
%
24 i Jembatan
25 | Jembatan Manufoniu
26
27 :

Jembatan Maubesi

Kecamatan Biboki Moenleu
Kecamatan Insana Utara

Kecamatan Kota Kefamenanu

Kecamatan Kota Kefamenanu
Kecamatan Mutis
Kecamatan Insana Utara
Kecamatan Bikomi Selatan
Kecamatan Insaﬁa EA}_A—

Kecamatan Insana Utara

Kecamatan Insana Utara

Kecamatan Miomaffo Tengah
Kecamatan Insana Utara

Kecamatan Naibenu

Kecamatan Naibenu

Kecamatan Naibenu
Kecamatan Naibenu

Kecamatan Insana Utara

Kecamatan Insana Tengah

¥



NAMA JEMBATAN

Jembatan Maukita

29 Jembatan Maulkita II

30 | Jembatan Mnesatbawa
31 Jembatan Mota Benar

32 Jembatan Nian |

33 Jembatan Niant 11

| 34 Jermbatan Niant III

35 | Jembatan Noeltoko

36 I Jembatan Noetnana

. 3% Jembatan Qebat

38 Jembatan Oebubun

KECAMATAN

Kecamatan Blbokl Anleu |

Kecamatan Blbokl Anleu

Kecamatan Miomaffo Tengah
Kecamatan Bibolka Anleu

Kecamatan Miomaffo Tengah |

Kecamatan Mlomaf fo Tengdh .

Kecamatan Miomaffo Tengah
Kecamatan Miomaffo Barat
Kecamatan Insana Utara

Kec,amatan Miomaffo Tengah

Kecamatan Biboki Moenleu

39 Jembatan Qebubun 11
40 | Jembatan Qelpuah
41 Jembatan Oemanu

42 Jembatan Qemanu Il

43 Jembatan Cemanu III
44 Jembatan Cesoko
45 ll Jembatan QOetalus

46 !Jembatan Ponu 11

.

Kecamatan Biboki Moenleu
Kecamatan Miomaffo Tengah
Kecamatan Biboki Anleu

Kecamatan Biboki Moenleu

Kecamatan Biboki Moenleu
Kecamatan Insana Utara
Kecamatan Bikomi Selatan

Kecamatan Biboki Anleu

47 Jembatan Taemetan 1
| 48 | Jembatan Taemetan [I
49 Jembatan Taloki

|
| 50 Jembatan Tamis Fatuhao
|

51 | Jembatan Tenkuna

o2 ! Jembatan Tuabatan

53 ; Jembatan Wini

Kecamatan Insana Tengah
Kecamatan Insana Fafinesu |
Kecamatan Miomaffo Tengah
Kecamatan Insana Fafiflesu

Kecamatan Insana Utara

Kecamatan Miomaffo Tengah

Kecamatan INsana Utara

ABUPATI TIMOR TENGAH UTARA

R
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LAMPIRAN VII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024-2043

JARINGAN BERGERAK SELULER

Jaringan bergerak seluler Kabupaten Timor Tengah Utara meliputi:

_NO | JARINGANBERGERAK | =~~~ KECAMATAN oo |
1 BTS Admen ~ Kecamatan Insana Barat |
l 2 BTS BAKTI _ Kecamatan Biboki Anleu '
| 3 ' BTS BAKTI | Kecamatan Biboki Anleu
4 BTS BAKTI - o . ~ Kecamatan Biboki Anleu |
5 BTS BAKTI ___. Kecamatan Biboki Feotleu
6  BTS BAKTI Kecamatan Biboki Feotleu
I ; - BTS BAKTI | Kecamatan Bikomi Selatan
8 BTS BAKTI B | Kecamatan Bikomi Nilulat
9  BTS BAKTI _ _ Kecamatan Miomaffo Barat :
10 BTS BAKTI _ ____Keca_l_r_r_la_l‘fa_lr_l_l\_dlLis
11 |BTEBART =~~~ | _ Becomatam Ml =
|12 | BTS BAKT Kecamatan Mutis
!, 13 BTS BAKTI Kecamatan Mutis |
| 14 BTS BAKTI | Kecamatan Naibenu '
15 BTS BAKTI Kecamatan Naibenu
| 16 BTS BAKTI | Kecamatan Naibenu
!r 17 BTS Benpasi Kecamatan Kota Kefamenanu
| 18 BTS Bijaepasu Kecamatan Miomaffo Tengah
19 BTS Bijeli B Kecamatan Noemuti
20 BTS Biloe | Kecamatan Biboki Utara |
21  BTS Bisafe _ Kecamatan Musi i
22 BTS Fafinesu B _ Kecamatan Insana Fafinesu _l

23 | _BTS Fatus_e_r_le
24 i BTS Hg}ei{to

~ Kecamatan Mi_c)maffq_ Timur

Kecamatan Noemuti Timur

25 . BTS Haumeni Ana _ Kecamatan Bikomui Nilulat
| 26 BTS Humusu C _ Kecamatan Insana Utara

|. }
i 7 BTS Kotafoun Kecamatan Biboki Anleu ,}7



KECAMATAN

Kecamatan Biboki Feotleu

Kecamatan Biboki Moenleu

Kecamatan Naibenu

Kecamatan Insana
Kecamatan Biboki Feotleu

Kecamatan Insana Tengah

Kecamatan Bikomi Selatan

Kecamatan Bikomi Selatan

Kecamatan Mutis

Kecamatan Bikomi Selatan I

Kecamatan Biboki Anleu

NO JARINGAN BERGERAK
28 BTS Kuluan
| 29 | BTS Luniup
| 30 BTS Manamas
| 31 BTS Manuain B
| 9 BTS Manumean
!_33_ BTS MEI:I_’C_)_CSi
| 34 BTS Maurisu Tengah
i 35 BTS Maurisu Utara
35 BTS Nackake B
| 37 BTS Naiola
| 38 BTS Nifutasi
|30 | BTS Nimasi
N
41 | BTS Oeolo _
42 | BTS Oepuah
| a3 | BTS Sainoni
; o | BTS Sallu.
| 45 BTS Seo _
i 46 “ BTS Sﬁ;)un _
:’7_—_8’;‘8 .Susul;k-ljl A ) e
48 BTS Susulaku B _
40 |BISTeba T «x
| S0 | BTS Tubuhue

Kecamatan Bikomi Tengah

| I

Kecamatan Insana

Kecamatan Musi
Kecamatan Biboki Moenleu
Kecamatan Bikomi Utara

Kecamatan Miomaffo Barat '

Kecamatan Noemuti

Kecamatan Biboki Selatan

Kecamatan Insana

Kecamatan Insana

Kecamatan Biboki Tan Pah

Kecamatan Kota Kefamenanu

V JUA

ATI TIMOR TENGAH UTARA,F

7
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NOMOR 2 TAHUN 2024
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LAMPIRANK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KARUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024-2043

BANGUNAN SUMBER DAYA AIR

Bangunan sumber daya air berupa Bendung di Kabupa_ten Timor Tengah Utara meluti:

NO NAMA BENDUNG ! KECAMATAN

b3

- Bendung Baikh

i
|
|

Keeamatan Noemuti

- Bendung Banfanu

Kecamatan Noemuli

3 Bendung Banopo Kecamatan Bikomi Sclatan
| 4 | Bendung Besin . Kecamatan Biboki Tan Pah
| & . Bendung Bokis : ~ Kecamatan Insana .
6  Bendung Bolke Kecamatan Insana Tengah ;
i Bendung Boni B Kecamatan Insana !
8 Bendung Buk 11 i Kecamatan Bikomi Tengah |
| © Bendung Buk ' ~ Kecamatan Bikomi Nilulat |
| 10 ' Bendung Linokone Kecamatan Insuna I
11 | Bendung l'actkolo ~ Kecamatan Noemuti ) ‘
12 - Bendung l'atutupa Keeamatan Insana Tengah
13 Bendung llasfuk ) Kecamatan Biboki Anleu '
14 | Bendung Jak Keeamatan Miomaftio Timur
15 Bendung Kiuloa Kecamatan Noemuti ]
16 . Bendung Klae Kecamatan Bikomi Sclatan
1 19 . Bendungleja Kecamatan Lnsana
18 - Bendungustanis Kecamatan Noemuti |
| 19  Bendung Los'am | Kecamatan Mutis |
| 20 - Bendung Maurisu Kecam:tan Bikomi Selatan
21 Bendung Mena II _; Kecamatan Biboki Anleu
22 - Bendung Mena Kecamatan Biboki Anleu
| 22 _ Bcndun_g Mnesatibatan i Kecamatan Miomaffo Barat
24 ~ Bendung Nacn | Kecamatan Kota Kefamenanu
| 25 _ Bendung Naitiu Kecamatan Insana Barat
26 . Bendung Neono Kecamatan Miomaffo Timur
27 | Bendung Nesam | Kecamatan [nsana
| 28 - Bendung Nino l Kecamatan Biboki Moenleu
|29 Bendung Nitoes = i Kecamatan Noemuti
30 Bendung Noelekat . Kecamatan Bikomi Tengah



KECAMATAN

Kecamatan Biboki Tan Pah

Kecamatan Insana Utara

NO NAMA BENDUNG i
31 | Bendung Oebesak
32| Bendwig Oilole
33 | Bendung Oekopa i _
34 Bendung Oelfaub |
35 Bendung Ocelima 11
36 | Bendung Oelima I
| 37| Benfung Ocluan - |
38 - Bendung Oensikan j
39 Bendung Paokbu B :
40 ~ Bendung Pulo
4l Bendung Satab i
|42 - Bendung Seko i
43 Bendung Seunkoa |
@ Bendung Sunfin :
| 45 | Bendung Tacusala
|46 Bendung Teutbesi
47 Bendung Tfoin
| 48 Bendung Tualeu :
49 Bendung Tuamau :
50 Bendung Upunack |
51 _ Bendungan Benkoko 1|
12 Bendungan Tamutori '
|53 | Tenbung Bocubis
54 | Embung Haulasi :
55 | Embung Kaubnok
36 - Embung Km.9 ]|
| 57 Embung [.auklete B 1!
58 . Embung Oelfui
59 Embung Sacnoni

Kecamatan Biboki Ulara

Kecamalan Mutis

K ¢camatan Biboki Sclatan

Kecamatan Biboki Selatan
Kecamatan Miomallo Barat
Kecamatan Insana Tengah
Kecamatan Noemuti Timur

Kecamatan Noemuti

Kecamatan Miomafio Barat

Kecamatan Mutis

Kecamatan Noemuti

Kecamatan Noemuti

K_c_ca_l_l].‘ilt_an Insana Ten_g_ah :

Kecamalan Insana

Kecamatan Nocmuti

Kecamalan Insana

Kc¢camatan Insana Barat

Kecamatan Bikomi Selatan

K gcamatan Biboki Tan Pah

Kecamatan Biboki Anleu
chamgtan Biboki Selatan
Kecamatan Miomaflo Barat
Kecamatan Miomaffo Barat
Kecamatan Bikomi Selalan

Kccamatan MiomatTo Timur

Kecamalan Bikomi Tengah

Kecamatan Bikomi Utara

{7 suanDI DAVID
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Bangunan __P_e_nangkap Mata air di Kabupaten Timor Tengah Utara meliputi:
NAMA BANGUNAN PENANGKAP MATA AIR

NO

LAMPIRAN XII

PERATURAN DAERAI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024-2043

BANGUNAN PENANGK AP MATA AIR

B  Limbung Membran Banain

8 'Embung Membran Eonenu Utara

'Embung Membran Lapeom

' Embung Membran Maubesi

Embung Membran Maurisu Utara

'Embung Membran Noettoko

FEmbung Membran Nocnasi

3

4

5

6. Embung Membran Naiola
: .

8

9

Embung Mcmbr:_m S_u_s_ulaku

KECAMATAN

Kecamatan Bikomi Utara

Kecamatan Bikomi Tengah
Kecamatan Insana Baral
Kecamatan Insana Tengah
Kecamatan Bikomi Selatan
Kecamatan Bikomi Selatan
Kecamatan Miomaito Barat

Kecamatan Miomatto Tengah

10. ‘Embung Membran Tainsala

Kccamatan Insana

Kecamatan Insana [Fafingsu

L Embung Membran Tapenpah

Kecamatan Insana

Kccamatan Bikomi Selatan

K ccamatan Insana

| Keeamatan Kota Ketiamenanu

Kecamatan Insana Utara

Kecamatan Naibenu

13. Embung Membran Tutbopo
3. M.A. Benkoko =
14 -M./\. Benpasi
15 -M.A. Faol Met
| lé___ M.A. Faotbena |
17 M.A. Hau Nack _
18. M.A. lLoclboko
| 1 | IM.A. Manikin
_ZE}. MA Manusasi -
2. |MA. Naifen -

22, M.A. Nono Teob

23, | MA.

Kecamatan Biboki Tan Pah
Kecamatan Naibenu

Kecamatan Noemuti Timur

Kecamatan MiomaliTo Barat

Nuemuti
. 2-4. M.A. Nunmafo
25, |MA. OcAbtau B
26. ;M.A. Oe Ainnut/Oe Lolok
“_27. M.A. Qe Ekam - -
_2@_ 'MA. Qel"au - -
29, M.A. Oe Lilana
| 30. [M.A. Oe Lius
31, M.A. Oe Mamuit

Kecamatan Miemaffo Timur

Kecamatan Bikomi Nilulat

K ecamatan Noemuti
Kecamatan Insana

Kecamatan BlbOl‘El Feotleu

——

Kecamatan Insana

Kecamatan Miomaifo Timur

Kccamatan Insana Utara
Kecamatan Insana Utara

Kecamatan Biboki Feolleu

Kecamatan Mutis




NO

NAMA BANGUNAN PENANGKAP MATA AIR

KT CAMATAN

32, -M.A. Oe Mili Kecamatan Insana Utara
B3. ;M.A. Oe Mili 2 Kecamatan Insana Utara
34. M.A. Oe Misnok ; Kecamatan Insana Utara
| 95, 'M.A. Oe Misnok 2 - Kecamatan insana Utara
B MA OeNaek i - Kecamatan Miomallo Timur
37. M.A. Oe Name Kecamatan Biboki Tan Pah
38, M.A. Oc Nianin | Keeamatan Miomafto Barat
39, M.A. O¢ Nilu/Oe Tulu Kecamatan Insana Utara
40, M.A. O¢ Puah 3 Kecamatan Ins_;ana Ulura
41. M.A. Oe Sonlai Kecamatan Miomaffo Barat
42, M.A. QeTimo Kecamatan Biboki Feotleu
43, M.A. Oc¢ Uil Kccamatan Insana Utara
44, M.A. Oetao Kecamatan Biboki Moenieu
| 45. 'M.A. Oejak Kecamatan Insana Utara
46. M.A. Ocl Aiajo Kecamatan Mutis
47, M.A. Oel Ainut Kecamatan Miomaffo limur
48, M.A. Oel Ainul 2 Kecamatan Miomailo Timur
49, M.A. Oel Ba'en Kecamatan Bikomi Nilulat
50, M.A. Oel Berseon Kecamatan [iboki Utara
al. M.A. Oel Boliobe Kecamatan Naibenu
5., M.A. Oel Bonak Kecamatan Insana (Jtara
53, M.A. Oel Bubuk Keeamatan Bikomi Nilulat
54, M.A. Oc¢l Fao o o Kecamatan Mutis
SkH M.A. Ol H_a}uteas _!{_tﬁlgla_lan Biboki Utara
56.  M.A. Qel Kobe - Kecamatan Miomaffo Bar;d!
i M.A. Oel Kolo Kecamatan Miomafto Timur
58, M.A. Oel Kuel Kecamatan Miomalto Timur
59, _M.A. QOel l.ua - Kecamatan Mutis
60, M.A. Oel Maman Keeamatan Miomattio Timur
61. .M'A' Ocl Manamuti I Kecamatan Biboki Moenleu
62. M.A. Oel Maumut; Kecamatan Mutis
63. M.A. Oel Mil Ana = = - . Kecamatan Insana Utara
64. M.A. Oel Milana Kecamatan Biboki Moenleu
65. M.A, Ocl Minutu/Qel Benus Kecamatan Naibenu
66. M.A. Oel Muit Kecamatan Biboki Utara
67. M.A. Oel Muke Kecamatan Mutis -
68. M.A. Ocl Nefo Beo K ecamatan Miomaffo Timur




- A BUPATI TIMOR T

NO | NAMA BANGUNAN PENANGKAP MATA AR KLCAMATAN
69. .M.A. del Neon'o - Kecamatan Miomafto Timur
70. __l\ji_A_del No;s i— I _[-(;:(;,ématan Insana Utlara |
7l M.A. Oel Puames/Ocl Peutana ‘ v chamatan_ Mﬁs
72 MA. Ocl Pula | Kecamatan Insana Utara
78, IM.A. Oel Punu Kecamatan Miomaffo Timur
7 'M.A. Oel Sene Kering Kecamatan MiomalTo Timur
75, M.A. Qel Sita Ke(-:ar-natan MiomalTo '-l.‘imur
76. M.A. O;Ff;ckas - o Ke;camatan Miomafto T-i;l-'lzl‘m |
77. .M.A_ Oel Taun Baen | Kecamatan Biboki Utira
| 78. .M.A. Oel Tilan . Kecamatan Biboki Feotleu
| 79_. -M.A. Oelis;) Kecamatan Bik(;;mi Nilul_a_l_ |
8_0_ “.M.A_ Oeliso Maon Mutiana Kecamata-n- BEO[\I Moenieu
81. M.A. Ocnack Kecamatan Insana Fatinesu
82. -M.A. Oenaen/Neonimat | Kecamatan Insana Fafinesu
8.  MA. Ocnibaat T
| 8:1__ M.A. Oenoah 1 Kecamatan Insana Ultara
85 ¥ M_A_OeE)E]E - Kecamatan N(.)cml-lti o
86, IM.A. Punuf Kecamatan Bikomi Nilulat
§7.  MA. Tfoba Kecamatan Biboki Feotlcu
| 88. IM.A. Usapi Kecamalan Noemuti- Timur
| 89. MA. Way Koko Kecamatan Kota Kcfamenanu
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LAMPIRAN XX

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH
UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024-2043

PENJABARAN INDIKASI PROmGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN

Walkitu Pelaisanaon
| Tehun ke Tehunke Tahun ke Tehua ke
Erodran Lokasi Psumb-r “[nm nai 1 Talun ke II m w v
andanaan P na =4
2094 2028 2030- 2036 - 2040-
2029 2034 2039 2043
Perwujudan Pemanfaatan Rusng Rencana Struktnr Ruang Fﬂlyﬂh |
1 Ferwujudan Bistem Pumat Permukimen :'
11 Program ®» PKW Kefamenanu | » APBN » Pemerintah I |
pen gem bangen di Kecarmaian Kota » APBD Pusar |
perkotaan sebegai Kefzmenan: + Pemerintah
Pusal Kegiatan | Deerah
Wilayah {PKW)
1.2 Program e PKESN Kefamenaru | e APBN » Pemenntah
pengem bangan di Kecamatan Kora » APBD Pusar
perkotaan sebagai Kefamenanu » Pemerintah
Pusat Kegiatan Daerzh
Strategis Nasional
(PKSN)
13 Program . PKL Wini di | = APBN e Pemenntah
pengem ban gan Kecamatan Insana s APBD Pugat
perkotaan sebagi Utara # Pemerintah
Pusa! Kegiatan Lokal Deerah |
(PKLL |
» Penyusunan Rencana
Deaail Tata Rueng
Kawasan perkotaan.
+ Penyusunan Rencana
Tata Bangunan &n
Lingkungan.
» Penatann dan
nengendalian  kegalan
komerslal/ |
perdagangar,
mencakup  pertokcan, |
puUSaL helan ja. dan |
- . z . aelemsnva._ . R e Trpemepe | el ¥ |
1La Program » Perkotaan Eban di e APBN » Pemerinlah
Pengem bangan  Pusat Kecamatan » APHD Pusat |
Pelayanan Kawesan: Miomalffe Barat » Pemerincah
» Perkotaan Noeruti Daerah A
» Penyusunan Penetapan di Kecarmratan
| Batas Fungslcnal Noemuti: dan




Waktu Pelnksanaan

Tahun ke Tahun ke Tahun ke
4 Sumber Insta ns Tahu: L Tahun ke II L w v
Pendanaan Pelakains P ]
2035 - 2030- 2035- 20490
203 2039 2034 2039 2043
| Kawasar Perkatzan » Perkotann Oelolok
| [PPK)/ peny USUran di Kecamatan
| Perda, Insana.
| e Penvusunan Rencena
| Detul Tala  Rung
| Kawasar Perkotain,
! Penataan @an
pengendalian  lcegiawn
komersiai/
perdagangan,
mencakup  pertokoan,
pusat  belanja, den
seienisnya
1.5 Program s PPL Bakilclas d * APBN Pemerimtah
pengembangan  Pusal ! Kec;amstan s ApBD Pusaat.
Pelayanan | Naibenw; . Pemerimah
Lingk urigan: | = PPL Banae it Daerah
| Kecematzn [nsana
» Pensta pan Bass | Barat;
Furgsional Sistm | » PRL Bijaepasu di
Perdesaan Kecematan
¢ Penyusunan Puaat MiomafF> Tengah;
Pelayanan Lingkun@n | e PPL Baronubaen &
Permukifian Kecamnatan Biboki

rars;

PPL Fafinesu &
Kecarn atan Insana
Fafi nesu;

PPL Haekto di
Kecarratan
Noemuti Timur;
PPL. Manumean &
Kecamatan Biboki
Feotleuw;

PPl Mau best di
Kecamatan Insana
Tengah;

PPl Nuekake di
Kecammatan Mutis;
PPL Naiols df
Kecamatan Bikomi
Selatan;

PPL Meapan &
Kecamaran Bikomi
Mara;

PPL Milulat &
Kecamnatan Bikomi
Nilulat;

PAL Oenenu Utara
di Keramatan
Bikorni Tengah;
PFL Qeolo di
Kecamatan Musi;
PPL Oepuah tb
Kecamatan Biboki
Moenleu;

PPL Cesena di
Kecamatan
Micniaffo Timur;




Progeam

Sumber
Pendanaan

Ink tanai
Pelukssna

Waktu Pelakssnaan

Tehon ke

Tahun ke Ii

Tahun ke
(1}

Tahunks

“Tehun ke

2028-
203

2030-
2034

2035-
2039

2040-
2043

PEL Poria ch
Kecama tan Bibolki
Anleu;

PPL Téba Timur di
Kecamatan Biboii
‘Tan Pah; dan

PPL Upfaon di
Kecamatan Biboki
Selatan.

Porwyjudan Sistem Jaringan Transportas

i

2.1

Parwujudan Sistem Jaringan

Jalan Berupa Julan Umum

a, Pengembangan
petneliharaan

an

Jeringan

Jalan Arteri Primer

Jin. A, Yani
{Kefamenanu);
Jdin. Eltar
iKefamenamu};
Jin. Kartini
[Kefamenanu);
Jin. Pattdmura
|Kefamenani);
rias Bra. Kota
Kefamenanu-
Maubesi;

rues Maubesi-
Nesam (Kiupulkany;
russ Nesam
{Kiupukan] -
Halitulik;

ruas Nikinild -
Noelmu;, dan
ruas Noelmurti-
Brs. Kota
Kefamenanu.

APBN

Kementernan
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Rakyat

b Pengembangan
pemeliiarsan

dan

Jaringan

Jalan Kelektor Primer

Akses Terminal
ALBN
Kelamenanu,
ruas Grs. Kota
Kefamenanu - Sp.
Arnol;

russ Eban - 8p,
Saenam,

ruas Kapan -
Falmpury (Ba
Kab. TTL;

ruas Keliting [Bts.
Kab, Bely} - Wini
Sakato (Bts.
Negarg};

ruas Lakafiehan-
Keliting (Bts. Kab.
TTU.

ruas Lemon (Bts.
Kb TTS -
Kefamenany;
ruas Manamas -
Wind;

rups Maubes: - Sp.
Manamas;

ruas Napan - 0.

» APBN

» APBD

» Sumber
pendanaan
lain yang sah

+ Kementerian
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Raksat;

« [Dinas Pokerjaan
Urnum dan
Perumahan
Rakyar Provinst
NTT;

+ Dinas Pekeraan
Umum dan
Penataan Ruang
Kabu paten
Tior Tengah
Utara; dan

« Swasta.




Program

Lokssd

Sumber
Pendanaan

Insta net
Pelaksana

Waktu Pelakganaen

| Tehun %o

Tahun ks 11

204

2025 -
20329

Tahun ke
1L

Tahun ke
w

Tabun ke

2030-
2034

2036-
203%

2040

Amol;

s ruas Noelelo —
Oenacek;

® ruas Nunpo
[Haumentana) -
{nbate — Napan;

* ruas Cenael —
Saenam;

* rues Saenam-
Nun pa
|Heumeniana); dan

= ruas S5p. Amol-
Manamas.

¢ Pengembangan
pemeliharaan
Jalan Lokal Primer

e maa

dan
Jaringan

» Kecamatat: Bibokl
Anlew;

* Kecamatan Biboki
Featlew;

® Kecamatan Biboki
Moenlew;

® Kecamatan Biboki
Selatan,

e Kecamalan Biboki
Tan Pah;

* Kecamatan Biboki
Uiars;

* Kecamatan Bikemi
Nilulay;

e Kecamatan Bikomi
Selatan;

* HKecamatan Bikomi
Tengeh,

» Kecamatzn Bikemi
Utara;

= Kecamatan Insans;

& Hecamaten [nsang
Barat:

® Kecamatan [neana
Fafinesu;

s Krcamatan insana
Tengeh;

® Kecametan Insana
Utara;

s Xecamatan Xota
Kefamenanu,

= Kecamatat:
Miomaffo Tengah;

®  Kecamatan
Miomaffo Barat:

» Kecamatan
Mioma ffo Timur,

® Kecamatan Musi;

¢ Kecamatan Mutis;

® Kecamatan
MNoermtti; dan

= Kecamatan
Noernuti Timur

Ung uk Tehih

lengkapnya

ercantum

Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang
Kabupaten
Timor Tengah
Utara.




Program

Lokasl

Bumber
Pendanaan

Wakin Pelaksanaan

Tabun ke
1

Tahun ke 0

Tahun ke
I

Tahun ke

Tabun ke

2024

2025-
2028

2030 -
2034

2038.-

2040 -
2043

dalam Lampiran
v

2.2

!

Perwujudan Sistem Jaringen Jalan Berupa Terminal Penum pang dan Terminal Barang

a.

Pengembangan
termirzl tipe A

fungsi | ‘Terminal

PENULmpATE
perbatasan
Kefamenanu  di
Ke camatan
Bikomi Selatan,

. Pengembangan

penumpang tipe B

termunal

APBN

Kementerian
Perhubungan

Terminal
Kefamenanu o
Kecamatan Kofn
Kefamenarnn.

APBD

Dinas
Parhubungan
Provins: NTT

Pengembangan
penumpang tipe C

terminal

+ Terminal tpe €
Eban &
Kecamatan
Miomaffo Baray;

e Terminal tipe C
Luresile di
Kecamatan Bboki
Utare:;

» Terminal tipe
Manufui di
Kecamatan Bibold
Selatan;

+ Terminal tpe C
Maubesi di
Kecamaten nsana
Tengah;

e Terminal tipe C
Mapan i
Kecamatan Bikomi
Utara;

# Terminal tipe C
Denopu &
Kecamatan Biboki
Tan Pah;

s Termine! tipe C
Ponu di
Kecamatan Bibokd
Anlew; dan

« ‘l'erminal tipe C
Wini di Kecamatan
[nzana Utara.

APBD

Dinea
Perhubungan
Kabupaten
Timor Tengah
Utara

CEME engembé;.gan
pemeliburaan
barang

dan
rerminal

Terminal barang
perbatasan  Wini
ch Kecamatan
Insana Lhara,

APBN

2.3

a. Kajian N
Pembangunan Jembaian
Timbang

Forwujudsss Sistem Jaringan

Jalan Berupa Jembatan

Timbang den Jombatan

Kementerian
Pekerjaan
Urmem dan
Perumzshan
Rakyat

Rencana

Jembatan

Tinbang Km. 9
Hefamenanu
Kecamatan Kota

APBD

Dires
Peleerjaan
Umum dan
Perumahan




Waktu Pelaksanasn

Miomaffo Barat;

+ Haulasi T di
Kecama tan
Miorefto Barat:

* Haulasi [l di
Kecama tan
Miomafio Barel;

¢ Haumuti [ &
Kecama tan Biboki
Moenley;

e Haumuti 0 di
Kecamatan Bilaoki
Moenlew;

* ligo di Kecamatan
Insana Utara;

= Jembaian 1 di
Kecamatan Kota
Kefumenan w

e Jembatan 2 di
Kecamaran Kota
Kefamenanu;

e Jjembatan 3 d
Kecamatan Mutis;

+ Jembaten Baru di
Kecamaten Insana
Utara;

= Kiupunu di
Kecenatan Bikemi
Sefatan;

* Koinai di
Kecamatan Ineana
Utars;

* Laka di Kecamatan
Insana Utara;

¢ Leol AS di
Kecamatan Insans
Utara;

e Letkase di
Kecpmatan
Miomaflo Tengah;

* Lius & Keramawmn

Tahun ko Tahun ke Tahun ke Tabun ko
Program Lokss Sumber Instansi 1 Tahun ke II e v v
Fendansan Peluksana
2028. 2030 2035 - 2040 -
2024 2029 2034 2039 2043
Kefamenanu Ralkyat
Provingi NTT
b. Pengembangan dan ¢ Enes d Kecamatan APBD Dinasg
pemeli haraan jermbatan Insane Utars; Pekerjasn
» Fatumtase dj Um um dan
Kecamatan Insana Peru mshan
Utaru;
¢ Falumlasa 1d Ra_ky‘-at.
Kecamnatan Provinsi NTT
Naibenu;
e Falunaisuan di
Kecamaten
Miomaffio Baray;
s Fatunaisuan | d
Kecamatan
Miomaffo Barat;
o Haulasi I ¢
Kecameatah




Progrum

Bumber
Psndanann

Instans!
Pelaksana

Wnktu Peleksanaan

Tahun ke
1

Tahun ke I

Tahunke
114

Tuhun e

Tahun ke

2024

2025 -
2029

2030 -
2034

2038-
2039

2040 -

Insana Utara;
Manamas di
Kecametan
Najbenu;
Muanamas 11 ¢
Kecama tan
Naibenu;
Manamas I &
Kecamatan
Naibernu;
Manufonu di
Kecamatan
Naibenw;
Manufonu Il di
Kecamatan Insana
Utary,;

Mauhesi &
Kecamatan Insang
Tengah;

Maukita di
Kecama tan Biboki
Anjey;

Maukita I g
Kecamatan Bioki
Anleu;
Mnesatbawa d
Kecamatan
Miomafio Tengah;
Mota Benar di
Kecamaian Biboki
Anley;

Mian | di
Kecamatan
Miomaifo Tengah;
Nian [1di
Kecamatan
Miomaflo Tengah;
Nian 11l di
Kecamatan
Miomaffo Tengah;
Noeltoko i
Kecamatan
Miomafo Barat;
Noetnana di
Kecamutan Insana
Utara;

Oebay di
Kecamatan
Miomaflo Tengah;
Cebubun d
Kecamatan Bibuoki
Moentew;
Oebubun [ &
Kecama an Bibek
Moenteu;

Oelpuah &
Kecamatan
Miomafit Tengah;
Ocmanu di
Kecamatan Bivok




Program

Lolzasal

SBumber
Pendanann

Ingtansl
Pelu ksana

Waktu Pelaksanann

Tahun ke

Tahun ke II

2024

2025.
2029

Tahun ke
ox

Tahunke

Tahun ke

2030-
2034

2035-
2039

4040 -

Anleir;

Crepnany [
Kecamatan Bibokd
Moenleu;

Cemanu [l di
Kecamatan Bibeki
Moenteu;

Qesoke di
Kecamatan Insana
Utara:

Cetalus d
Kecamatan Bikomi
Selatan;

Poru N di
Kecamatan Biboki
Anley;

Taemetan | o
Kecamatan insana
Tengak;

‘Taernetan 1t di
Kecamatan [nsana
Fafinesu;

Taloks i

Keca: matan
Miomaffo Tengah;
Tamis Fatuhao di
Kezamaian [nsana
Fafi nesu;
Tenkuna di
Kecamatan Insana
Utarg;

Tuehatan di
Kecamatan
Miomaffo
Tengah;dan

Wini & Kecamatan
Insana Utarse.

2.4

Perwujudan Sistem Jaringan

Sungai, Danau dan Penyebe rangan

Pengembangan dan
peme liharaan

Pela bu han
Penyeberangan Kelss
1]

Pelabuhan
Penyeberang an
wini thi
Kecamalan
Ingana Utara

AFBN

| Kemerterian

Perhu hithgan

2.5

Perwujudan Sistem Jarirgan Trunsportasi Laut

Pengembangan dan
peme liharaan
Pelabuhan Pengumpul

Pelabuhan  Wind

i

Kecametan

Insana Urara

Pengembangan dan
pemeliha raan
Peiabuhan Pengum pan
Lokel

Pelabuhan

Oepuah di
Kecamatan
Bibuki Muenleu

| AFBN

APBN

Kementerian
Perhubungan

Kementenian
Perhubungan

Pengembangan Gan
pemeliharaan
Pelabu han Perikanan

Pangkalan
Pendaratan [kan
Wini o
Kecaratan

APBN

Kementeran
Kelaatan dan
Perikanan

—




Program

Loknsi

Sumber
Pendanean

Instansi
Pelokzana

Waktu Pelaknanaan

Tabun Tahun ke Tahun he Tabun ke
1 Tahun ke 13 oI ™ v
By 2025- 2030- 20385- 2640.

2029 2034 203% 2043

[

insana Utara

Porwujudan Sistem Jaringan Energi

3.1 Perwujudan Infrastrukiuw Pembangkitan ‘T‘enagl Listrik den Sarana Fendulung
a. Pengemhangan din s PLTD Kefiamenariu s APEN  Kementenan
pemel ha raan di Kecamatan Kota * Sumber Energi dan
Pembangkit Listrik Kef amenanu; pendanaan | Sumber Deya
Tenaga Diesel (FLT Dy # PLT1Y Nackeke di lain yang sah Minerni;
Kecamatan Mutis; & FLN UlW Provinsi
dan NYT
s PLTD Wini di
Kecamatan insana,
Uiara.
| b. Pengembangan d&n | PLIS Wini di s APBN * Kementerian
pemelihuraan Kecamatan s Sumber Energi dan
Pernbangkit Listrik Insana Utara pendanaan Sumber Daya
Tenaga Surva [PLTS) Bin vang sah Mineral;
= PLN UIW Provinsi
NTT
3.2 Perwujudan Jaringan Infrastruktur Penyuluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung
a. Pengembangan sshiran e Kecamatzn Biboki = APBN # Kementerian
udara tegangen Tings Tan Pah; s Sumber Energi dan
{SUTT) yaitu SUTT 70 kV » Kecamalan Bobokd pendanaan Sumber Daya
Gl Kefemenanu - GI Uara; lain yvang sah Mineral;
Atambua w Kecamatan Hikomi = PLN UIW Provinai
Selatan; NTT
« Kecamatan Insana;
¢ Kecamalan insana
Baray; can
s Kecamatan Kota
Kefiamenanu
= b. Pengembangan salurar = HKecamatan Bilkomi = APBN = Kemnenterian
udara teg triggi Selatan; = Sumber Energl dan
[SUTT) ygitu SUTT 70 kv = Kecamatan pendanaan Sumber Daya
1 Nnehanis - G Monm flo Barat; lain yang sah Mineral;
Kefiar nenarma dan = PLN UIW Provinsi
» Kecamatan NTT
Miomaffo Tengah
¢ Pengembangan salurar » Kecamatan Bikomi = APDN = Kementerian
udara tegangan tinggi Sefa tan; s Sumber Enesgi dan
(SUTT) yaitu SUTT OX e Kecamatan pendanaan Sumber Daya
Amfisang ke BT Miomaffo Barat; lain vang sah Mineral;
Kefamenanu = Kecamaran = PLN UIW Provinsi
Miomaffo Tengah: NTT
dan
» Hecamatan Mubis
d. Pengembangan salurar e Kecamatan Bikomi » APBN # Kemenlterian o |
udare tegangan ODEE Selatan; s Sumber Energl dan
(SUTT} yaitu SUTT IBT e Kecamatan Insana; pendanaan Sumber Daya
| Kefamenanu ke Gl tan lain yang seh Mineral;
1 Mulaka e Xocamatan Ineans = PLN UIW Provinsi
Harat NIT
e. Pengembangan salurar » Kecamatan Bibold s APBN * Kepjentenan
udlura tegangan Anteu; = Sumber Energi dan
menengah (SUTM) s Kecamatan Bibaki perdanaan Sumber Daya
Moenleu; lain vang sah M neral

B

Kecamatan Bibok:
Tan Pah

® PLN UIW Provinsi

NTT




Program

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Inatenai
Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Tabun ke

Tahun ke I

Tahun ke
it

Tahun ke

Tshun ke
v

2024

2026 -
2025

2030-
2034

2035 -
2039

2040
2043

* Kecamatan Bilomi
Sela mn;

« Kecamatan Bilcgmi
Ltara;

*» Kecamaran nsana;

» Kecamatan [naana
Barar;

= Kecamatan Insane
Fafi resu;

« Kecaralan Inzana
Tengah:

» Kecamatan Ineana

Kef amnenany;

* Kecamaien
Miomaffo Barat;

® Kecamatan
Micmaffo Tengah;

* Kecamatan
Miomaffs Timur;

¢ Kecamatzn
Naibenu; dan

= Kecamatan
Noermu

£

Pengembangan salyran
wlara tegangan rendah
(SUTR)

Kecamaran Hota
Kefamenanu

* APEBN

= Sumber
pendenaan lain
yang sah

= Kementerian
Energi dan
Sumber Daya
Mineral;

# PLN UIW Provinst
NTT

& Penpembangan Gl 70 K

Kefamenanu

ai 0 kY
Kelmenanu  di
Kecamatan
Bikom Sclatan

» APBN

» Sumber
pendanaan lain
yeng sah

= Kementerian
Epergi dan
Sumber Daya
Mineral;

| ® PLN UIW Proving

§ NIT

Pervujudan Sistem Jaringan Telekomuni

kel

4.1 Perwujudan Jaringan Tetap

Pengemhangan
jaringan tetap

#* Jaringan serat
optik  Kabu paten
Timnor Tengah
Selatan -

Kabu paten Timer
Tengah Utara
melewati:
= Kecamatan
Bioki Tan
Pah;

¥ Kecamatan
Bikomi
Seifa tan;

» Kecamatan

insana;

# Kecamatan
Insana Barat,
Kecamatan
Insana Teagah @

-

» APBN
s Sumber
pernbianaan lain

ying sah.

+ Kementerian
BUMN;

» Kementerian
Komurnikasi dan
Infermatika

+ Swasta




Waktu Pelakesnaan

« BTS Bakt: di
Kerarnatan Biboki
Feotleu {2 Lokesi)

s BTS Bakti di
Kecama: an Bikomi
Nilulat;

* BTS Bakti di
Kecamaran Bikommi
Selatan;

o BTS Bakt di
Kecamatan
Miomaffo Barat;

o BTS Bakti di
Kecamatan Munsg
14 Lokasij;

s [TS Bakt i
Kecarparan
Naihenu (3 Lokasi);

a BTS Benpasi di
Kecamatan Kola
Kefamenanu;

s HBTS Bijaepasu di
Kecarmaten
Miomaffo Tengzh.

s BTS Bijeli i
Kecama ten
Neemnut ;

s BTS Biloe di

xasi Sumber Instanat T‘h"‘;‘ ke Tehun ke IT Tﬂhg ke Tahunl; e Tahun ke
.. Frog Lo Pendahann Pelaksana v
o 2038 - 2030 - 20385 - 2090-
2029 2034 2039 2043
= Kecamatan
Kota |
Kefiamenantl, |
dan |
# Kecamatan |
Noernuti.
e Jaringan serat |
optik Kabu paten
Timor Tengah
Litara — Kabupaten
Malaks melewati:
= Kecamatan
Bikomi
Selatan; dan
# Kecamaran
Noerquti
Timir.
Pengembangan Sentral  Telepor = APBN Kementerian
Infragrrukiur Jariagan Ctomnat BTe) ¢ Sumber : BUMN;
Tetap Berups Sentral Telkom pembiayaan lain Kementerian
Tele pon Otomat (STOY Kefamenanu yang sch :{?mu“':‘?k‘:‘ dan
Ker amatan  Kowm ;“:‘:::“
Kef amenanu l
4.2 Perwujudan Jasingan Bergerak - —;
Pengembangan e BIS Admen d « APBN Kementerian | =T
janngan bergerak Kecamatan Insana = Sumber J BUMN;
seluler  Derupa  Base Barat; pembiayaan lain Kementerian
Trunsceiver Sration s BTS Bekti di vang sah. Kamumk_ﬂm dan
Kerarnatan Biboki Informats ka
23] Anfeu (3 Lokasi); Swasta




Progrum

Sumbar
Pendanuan

Instansi
Pelaksana

Waittn Pelaksansan

Tabun ke

Tahun ke 11 Tehun ke Tzahun ke Tahon ke
I I w v
2024, 2030- 2035- 2040 -
2029 2034 2039 2043

Kecamatan Bibokt
Utars;

BTS Bisafe d
Kecamatan Musi;
BTS Fatinesu B di
Kecamatan Insane
Fafinesy;

BI'S Fatusene di
Kecamatan
Miomalfa Timur;
RTS Haskto di
Kecamatan
Noemuti Timur;
BTS Haumeni Arm
di Kecamatan
Bikorni Nilulart;
BTS Humusu C
Kecematan Insana
Utara,

BTS Kotafoun di
Kecamatan Biboidi
Anleu;

BTS Kuluan di
Kecamatan Biboki
Feotleu;

BTS Luniup &
Kecarnatan BHiboki
Moenleu;

BTS Manamas &
Kecamatan
Naibenu;

BTS Manuain B di
Kecamatan insana;
BTS Manumean di
Kecamaran Bibaki
Feotlew,

BETS Maubesi d
Kecamatan [nsana
Tengah:

BTS Maurisu
Tengah &
Kecamatan Bikomi
Selaran;

BTS Maurisu Utara
& Kecamatan
Bikomi Selatan;
BTS Natkake B dt
Kecamatan Muls;
ETS Naiola di
Kecamaran Bikomu
Selaran;

BTS Nifutasi &
Kecamatan Biboki
Anleu;

BTS Nimasi di
Kecamatan Bikowmd
Tongaky

BTS Qenbit &
Kecamaran Insana;
BTS Oevlo di




Praogram

Sumber
Pendanaan

Inste nsl
Pelaksans

Waktu Pelrksanaan

Tahun ke

Tahun ke 11

Tabun ke

Tahun ke
w

Tahun ke

2024

2025-
2029

2030-
2034

2036 -
203%

2040 -
2043

Kecamatan Muai;
BTS Oepush di
Kecamer an Bibola
Moenleu;

BTS Sainoni &
Kecamaran Bikomi
Ulara;

BTS Saliu di
Kecamatan
Miomaffo Barat;
BTS Seo o
Ketamatan
Neemuli;

BTS Supun &
Kecamatan Biboki
Selatan;

BTS Susulaku A
Kecamatan Insana;
BTS Susulaku Bd
Kecamatan Insane;
BTS Teba di
Kecamatan Biboki
Tan Paly dan

RBTS Tubuhue di
Kecamaan Kota
Kelamenanu

|
Perwujuden Sistem Jaringan Sumber Daya

Air

5.1

| Perwujudan Sisten Jarhgun

Irigasl

4 [ EE—

Pemetiharaan jaringan
irigssi primer

Kecamatan Bibold
Anjeu;

Kecamatan Bibokd
Moenleu;
Kecamatan Bibokd
Selatan;
Kecarmatan Biloki
Tan Pah;
Kecamatan Bibolg
Ularg;

Kecamatzan Bikomi
Dihaiat;
Kecamatan Bikomi
Selatan;
Recamaian Bilkemi
Tenpah;
Kecamatan Insana;
Kecamatan Insana
Barat

Kecamatan Insana
Tengaky
Kecamatan Insana
Utara;

Kecamatan Kota
Kefamenanu;
Kecamatan
Minmnaffe Barat
Kecamatan
Miomaffo Timur,
Kecamatan Mutis;

* APBN
a AFPBD

Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan
Rakysat

Dinas Peleriaan
Umum dan
Penataan Ruang
Ka bupaten Timer
Tenpgah Utara




Waktu Pelaksutinun

TSR & Sumber Insta oai iz ks Tahunke 1 T"";‘l']‘ Yo ey s e
Pendanaan Pelaksana
) 2026- 2030- 2038- 2040 -
2029 2034 2039 2043
« Kecama tan
Noemuti; dan
« Kecamatan
Noemuti Timur.
Pemeiiharaan jaringan « Kecamatan Bibok: « APBEN + Kementerian
irigasi sekunder Anlex; « APBD Peker jaan Umum
= Kecamatan Biboki dan Perumahan
Selatan; Raloyat
« Kecamatan Biboki « Dinas Pekerjaan
Tan Pah; Umum dan
s Kecarnatan fikomi Penataan Ruang
Nilulat; Kabupaten Timor
« Ketamatan Bikemi Tengah Utara
Selatan;
« Kecamnatan Insans;
= Kecamatan [nsana
Barat; |
+ Hecamatan [nsana I
Tengah;
* Kecamatan Insana
Urara;
s Kecamatan Kota
Kefamenami;
® Kecamastan
Miomaffo Timur;
+ Kecammatan Mutis:
1 dan
| & Kecamgtan
1 Noemut,
5.2 Perwnjudan Bangunan Bumbsr Daya Air
& Pengembangan dan +» Bendungan + APBN " &« Kementerian
pemtlibaraan bendungan Ben koko dl « APBD PUPR
Kecarna tan Biboki | & Dinas PUPR
Tan [*ab; dan Provinsi
+ Bendungan s [linas Pekerjaan
Tamon di Umum dan 1
Kecamatan Bibok: Penamear Ruang
Anleu. Kabupaten Timor
Tengah Utara
b. Pengembangan dan s Bendung Baikh i ¢ APEN s Kementerian
pemeliharaan bendung Kecamatan + APBD Pekerjran Umum
Noemuti, dan Perumahan

Bendung Banlanu
di Kecamaian
Noemuti;

Bendung Banopo
& Kecamatan
Bikomi Selatan;
Bendung Besin di
Kecamatan Biboki
Tan Pah;

Bendung Bokis di
Kecamatan Insane;
Bendung Bolke di
Kecamatan Insana
Tengah,

Bendung Boni di
Kecamatan Imsana;
Benduneg Buk di

Ralkyat
Dinas PUPR NTT
Dines Pekeraan
Umum <an
Penataan Ruang
Kahupaten Timor
Tengah btara




Ne

Sumbaer
Pendanaan

Insta st
Pelaksana

Waktu Pelakzansen

“a Tahun ke II Tahun Xe Tahun ke “Tahun RKe
1 m w v
2024 ZERE 2030- 2035- F040.
2029 2034 2039 2043

Kecamatan Bikomi
Milulat;

Bendung Buk II di
Kecamatan Bikomi
Tenpah;

Bendung Enckono
di Kecamatan
In=anza;

Bendung Factkole
di Keearmatan
Noemuti;
Bendung Faluiupa
di Kecamatan
Insana Tengah;
Bendung Hasfuik
di Kecarnatan
Biboki Anlew;
Bendung Jak di
Kecama tan
Miomaffo Timur;
Bendung Kiwlea di
Kecamstan
Neemuti;
Bendung Klae di
Kecamatan Bikomi
Selatan,

Hend ung Klgja di
Kecarnatan Insans;
Bendung Kustanis
dl Kecamatan
Noemuti;
Bendung Los'am di
Kecamatan Mutis;
Bendung Maurisu
th Kecamatan
Bikomi Selatan;
Bendung Mera di
Kecamatan Biboki
Anleu;

Bendung Mena [
) Kecamatan
Biboki Anieu;
Bendung
Muesatbatan di
Ketarma tan
Mionaffo Barat;
Bendung Naen d
Kecama tan Kota
Kefamenanu;
Bendung Naitin di
Kecarmatesn Insana
Barat;

Bendung Neono di
Kecamatan
Miomaffo Timnor,
Bendung Nesam di
Kecamatan Insana;
Bendung Nine d&
Kecama tan Bibokd
Mocnle:




Progam

Lokasl

Sumbser
Pendanaan

Instansi
Pelaksana

Waktu Pelaksanwan

Tahun ke Tahun ke Tahut ks Tahun ke
I Tabhun ke T o o 3
2024 2025 2030- 2035- A040.

2029 2034 203% 2043

Bendung Nitoes di
Ketamatan
Noemuti;

Bendung Noelehat
di Kecamatan
Bikomi Tengah;
Bendung Oebesak
di Kecamatan
Bibold Tan Pah;
Bendung Oekolo di
Kecarnatan Insana
Ueara;

Bendung Oekopa
di Kecamatan
Biboki Utara;
Bendung Oelfaub
di Kecamatan
Mutis;

Bendung Oelima di
Hecamatan Bibok:
Selatan;

Bendung Oelima I
di Kec amatan
Biboki Selatan;
Bendung Qeluan
di Kecamatan
Miomaffo Barar;
Bendunp Oensikan
di Kecamatan
insana Tengah;
Bendung Packbu
di Kecamatan
Noemuuri Timur;
Bendung Pulo di
Kecamaran
Noemuti,

Bendung Satab di
Kecamatan
Miomaflc Barat;
Bendung Seko ¢
Kecamatan Murtis,
Bendung Seunkoa
di Kecamaran
MNoemuti;

Bendung Sunfin di
Kecamatan
Noemuti;

Bendung Taensala
di Kecamatan
Inssma Tenguh;
Bendung Teulbesi
di Kecamatan
Insana;

Bendung Tfain di
Kecamaten
Noemuti;

Bendung Tualeu di
Kecamatan Insana;
Bendung Tuamau
4 Kecamatan




Waktu Pelaksanaan

ol PR Sumber Instansl T'h“;' = Tahun ke T T"’;‘; L4 T"';' b T'h"’; =
e Pendanaan Balal L A
2024 2025 - 2030 - 2038. 2040
W32 34 2039 2043
1 Inaana Barat; dan
* Bendung Upunaesk
di Kecamatan
Bikomi Selatan.
¢ Pemeliharaan embung * Embung Boenbia APBD Dinas
di Kecamatan Pekeriaan
Biboki Selatan; Umuro dan
e« Embung Haulasi di Poeiatiad
Kecama tan Riiam
Miornatfo Baral; E
e Embung Ksuhnok Kabupaten
di Kecarnatan Timor Tengah
Miomaffo Barat; Utara
* Embung Km9 di
Kecamatan Bikemi
Selatan;
s Embung Lauklets
di Kecamarar
Miomaffio Timur;
«» Embung Oelfui &
Kecamatan Bikomi
Tengeh, dan
» Embung Saenoni
di Kecamatan
1 Bikomi Utara.
Perwujuden Sistem Jaringan Prasarwoa Lainnya
6.1 Perwujudan Sistemn Penyedisman Afr Minum (EPAH]

“Rencana sistem » Od Fatubibi di APBD - Dinas
penyediaan air minum Kecamatan Pekesjaan
(3PAM] berum urt Al Momafio Garat; Umum  dan
- e O4d Lamnesat di i Penataan

Kecamalan Bikoei Rty
Nilular; dars &
*« Dd Opmenu di Kabypdten
Kecamatan Kota Timor Tengah
Kefamenanu Utara
Rencana sitesn » Kecamatan Bikomi APBD Dinas
penyedinan Rit minum Nilu lat; Pekerjaan
(SPAM] beru pa ¢ Kecamatan Keta Umum  dan
jaringan air baku Keliainenanu Penataan
® K?camam Ruang
Miomeflfo Baras; -
e Kecamatan kfnbupatcn
Miomuffo Timur; Timor Tengah
dan Utara
&  Ketamatan Musi: -
Rencana sistem ¢ Reservoar Air Bak APBD Dinas
penyedinan ar minum di Kecarnatan Pekerjaan
(SPAM]  berupa  unit Miomaflo Timur; Urnum dan
produksi ¢ Rescorvoar Eban d Penataan
Kecamatan o
Mi omaffo Barat; E
5 Reieoer Kaebupaten
Kensulat o Timor Tengah
Kecama tan Utara

Miemaffo Tirnur;
Reservoar Oelneke
di Kecamaran




Wakin Peluksanasn

Sumber Instansi QRITE TN Tahun ke 1T Tahun ke Tehun e Tabun ke
Program Lokasi Pondu naan FPelaksona 4 i L v
T 2028. 2040- 2038 - 2040 -
2029 2034 2035 2043
Muasl; dan
Reservoar |
Tunbakun <& |
Kecama tan Kota
Kef amenanu. e
Rencana sistem Kecarna tan Bikkomi APBD Dinas
penyediaan ait minum Selatan; ) Pekerjnan
[SPAM) berupa umit Kecama tan Bikomi Umum  dan
distribusi Tengah; Penacaan
Kecamatan Kota Ruarig
Kefamenany; Eabu)
Kecama tan Ehypaten
Miomaffo Barat Timor Tengah
Kecama tan Utara
Miomaflo Timur,
dan
Kecamatan Musi. =
Rencana sistem Embung Membran APBD Dinas
pemvediaan air minom Barain di Pekerjaan
{SPAM) berupa ﬁﬁ:la‘a“ Bikorni Umum dan
Per
bangw?an Renacgioa Embung Membran Rzraé:as,n
mata, it Eonenu Utara &
Kecamatan Bikomi K_ahupaien
T Timor Tengah
Utara

Emburg Membran
Lapeom i

Kecama tan Insena
Barat

Embung Membran
Maubesi di
Kecamaran losana
Tengah

Embung Membran
Maurisn Utara di
Kecamatan Bilkomi
Selatan

Embung Membran
Naiola di

Kecama tan Bikomi
Setatan

Embung Membran
Noelloko d
Kecama tan
Miomarfo Barat
Embung Memhbran
Moenasi di
Kecama tan
Micmaffo Tengah
Embung Membran
Susulaku di
Kecama tan insana
Embung Membran
Tainsala di
Kecamatan Insana
Fafinesu

Embung Membran
Tapenpah i
Kecamatan insana




Waktu Pelnkaanaan

o e Foataial Tabun ke Tahut ke I Tahun ke Tahunksa Tshun ke
Program Loknsd Pendanean Pelaksana ! A 1y Y,
= 2025- 2630- 2035 2040 -
2029 2034 2039 2043

Embung Membran
Tulbopo di
Kecamatan Bikomi
Selatan

M.A. Benkoko &
Kecamatan insansa
M.A. Benpast ¢
Kecamatan Kota
Kefamenanu

MA. Fpor Mer i
Kecamnatan [nsana
Utara

MA. Frotbena d
Kecamatan
Naibenu

M.A Heu Naek i
Kecams atan Bibokd
Tan Pah

M.A. Loslboko di
Kecamatan
Naibenu

M.A. Manikin di
Kecamatan
Noemuti Timur
M.A. Manusasi di
Kecamatan
Miomaffo Barat
M.A. Naifen di
Kecamatan
Miornaffo Timur
M.A. Nono Teok di
Kecamatan Bikomi
Nilulat

M.A. Nuemuti di
Kecamatan
Noemuri

M.A. Nunmafo di
Kecamatan Insana
M.A. Oe Abtau
Kecamatan Bibola
Feotlen

M.A. Og Alnnut/Qe
lolek di
Kecamatan Insana
M.A. De Ekam &
Kecama wan
siomaffo Timur
MA Ce Fau di
Kecama tan Insana
Utara

M.A. Qe Lilana di
Keeametan Insana
Utara

M.A. Qe Lius di
Kecamatan Bibeoki
Feotlen

M.A Oe Mamuit &
Kecamatan Muris
MA. Ce Ml d
Kecamatan Insang




Waktu Pelaksanaan

- —
Lokmad Bumber Instansi Taboa ke Tahunke 11 i G b
1 L u R
Pendanaan Pelaksana
2028 . 2030. 2035- 2040-
2024 2039 2034 2039 2043
Uera
MA Qe Mili 2 di

Kecamatan [neanaz
Utara

M.A, Oe Misnok o
Kecamatan [nzana
Utars

M.A, Oe Misnok 2
di Kecamatan
sana Utara

MA. Oe Naek di
Kecamatan

Miome fiv Timur
M.A. ODe Name di
Kecamatan Rboki
Tan Pah

M.A Qe Nanin di
Kecamatan
Miomaffo Barat
M.A, Ue Nilu/Ce
Tuly di Kecamatan
Insana Utarg

MA. Oe Puah di
Kecama lan Insana
Utara

M.A, Oe Bonla di
Kecamatan
Miomaffo Barat

M A Oe Timo &
Kecamalan Biook
Feotleu

MA. Ce= L] di
Kecamatan Insana
Utara

MA Oefao di
Kecamatan Biboki
Moenleu

M.A. Oejak i
Kecamatan Insana
Urara

MA. Oel Aigjo 4
Kecamatan Mutis
M.a, Qel Aimge di
Kecamatan
Miemaffo Timur
M.A Od Ainut 2 di
Kecarnatan
Miomalfo Timyr
MA, Ol Ba'en di
Kecamatan Bikomi
Milulat

M.A. Qel Brrseon
di Ketamatan
Biboki Utara

M.A. Oel Boltobe di
Kecamatan
Naibenu

MA Oel Bonak di
Kepamatan Insena

Utara




Program

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Inktansl
Pelakaana

Waktu Pelaksanann

Tohun kn Tahun ke Tahun ke Tahun ke
1 Tabun ke TI m W v
i 2028 - 2030- 2036 - 2040-
2029 2034 2039 2043

M.A, Od Bubuk di
Kecaywetan Bikomi
Nilulat

MA. Oel Fao di
Kecamatan Muts
MA_ Od Haueas
i Kecamawan
Biboki Utara

MA. Od Xobe di
Kecamatan
Miomafio Barat
MA. Oe} Kole di
Kecamatan
Micmalfo Timur
MA, Qe Kuel di
Kechimatan
Miomaffo Timur
MA. Od Lua di
Kecamatan Mutis
M.A. Od Maman i
Kecamatan
Mipma fio Timur
M.A. Od

Manamu tt di
Kecamatan Bilki
Moen lew

MA. Oel Maumuti
di Kecamatan
Mutis

M.a, Ocl Mil Ana
di Kecamasatan
Insana Uara
M.A Od Miana ai
Kecamaran Biboki
Moenleu

M.A. e
Minutu/Cel Benus
di Kecainatan
Majbanu

M.A. Ol Muit &
Kecamatan Hibiaki
Utara

M.A. Oel Muke d
Kecamaran Muris
M.A. Oel Nefo Beo
di Kecamatan
Miomaffo Timur
MA Cel Neon'c di
Keramatan
Micmaffo Timur
MA. O Neis di
Kecamatan [neana
Utara

MA. Od
Puames/ {¢]
Peutana d
Kecamatan Mutds
M.A. O Pula &
Kec amatan Insana
Utara




Program

Sumber
Pondanaan

Instansi
Pelaksans.

Waktu Pelaksansan

Tabun ke

Tahun ke I

Tahun ke
nl

Tahun ke

Tabun ke

2024

2026-
2029

23030-

2034

2038-

2040-

MA Od Punu di
Kecamatan
Miomaflo Timur
M.A. Oel Sene
Kerng d:
Kecamatan
Miomalio Timur
MA. Od Sita di
Kecarnatan
Miomaffo Timur
M.A. Oc Tackas di
Kecam#atan
Miomalio Timur
M.A. Oel Taun
Baecn di
Kecarnatan Bibokd
Urarn

MA O Tifan di
Kecamaran Hiboki
Feotleu

MA, Oeliso di
Kecamatan Bikomi
Nilukat

M.A. Oeliso Maon
Mutiana di
Kecamatan Biboki
Moenleu

M.A, Ocnaek di
Kecamdtan insana
Fafineau

MA.

Oenuen/ Neoniinat
di Kecamatan
Insgna Fefinesu
M.A. Oenibaaf di
Kecamatan
Noemuu

M.A, Cencah di
Kecamatan Insana
Utara

M.A. Oepopnam di
Kecamatan
Noemuti

M.A. Punuf di
Kecama tan Bikomi
Nilulat

MA. Tfoba &
Kecamatan Biboic
Feotiou

MA. Usapi di
Kegama tan
Noemuti Timur

M A. Way Koko di
Kecamatan Knta
Kefamenanu

Remvana sisEm
penyediaan air minum

[SPAM) berupe sumur

pampa

Kecama tan Hibola
Tan Pah;

Kecame tan Ribold
Utara; dan

APBD




Waktu Pelaksansan

Tahun ke Tahunke Tahun ks Tebun ke
Program Lokusi Sumber Inctans 1 Tahun ke II I ™ v
iy osa Lo 2028 - 2030- 4035- 2040 -
A0 2029 2034 2039 2043
s Xotamatan Ruang
Miomaffo Barat | Kabupaten
Timor Terngah
Utara = ’

6.2

Perwujudan Sistem Pengelolann Al Limbah (SPAL) Ba

rupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domest ik

Rencana sigem
penyediaan ai linbah
[Btal) berupa sistem
penge lolaan air lim heh
domestik

1PAL Kelamenanu
di Kecamatan Kota
Kefiamenany;

PAL Puskeamas
Bijaepasu di
Kecamatan
Miomaffo Tengah;
IPAL Puskeasmas
Inbate di
Kecamatan Bikomi
Ni lulat;

PAL Puskesmas
Kaubele di
Kecamatan Bibok
Moc nieu;

IPAL Prskesmas
Mamaena di
Kecama ten Insana
Barat,

[PAL Puskesmas
Mau: besi di
Kecarmmatan [nsana
Tengeh;

[PAL Puskesmas
Noemuti di
Kecamatan
Nosmuti,

IPAL Puskesmas
Nunpene di
Kecamatan
Miomaffo Timur,
[PAL Puskesmas
FPonu &
Kecamatan Biboki
Anlbey;

IPAL Puskesmas
3ayi di Kecamatan
Kota Kefamenanu;
PAL Puskesmas
Tamis di
Kecamatan Ihsana
Fafinesy;

IPAL Puske:umas
Tublope di
Kecamaten Bikomi
Selatan;

PAL Pumkeamas
Wini d Kecamatan
insana Utara;

IPAL RS Leona di
Kecamaten Kota
Kelamenanu;

[FAL RS Lepros di

APBD

|« Dinas Pekerjaan

Umum dan
Penataan Ruang
Kabu paten Timor
Tengah Uhara:
dan

s Dinas
Lingkungan
Hidup Timer
Tengah Utara




Waktu Pelakeansan

Tahun ke Tahun ke Tahun ke
Progoum Lokasi Bumbar Instansl Tlhuln K Tehun ke II m v v
Pendanaa: Pelakea:
'en n na 2026 2030- 2035- 2040-
2024 2029 2034 2039 2043
Kecarnatan

Moemut Timur,

+ IPAL RSUD di
Kecamatan Kota
Kefamenanu.
6.3 Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbuha ya Dan Berlcun_ll-BG
Rencana siBtem *  Pengelolasn APBD s [Hnas Pekergjasn
pengelolaan lim bah limbah B3 RS Umum dan
bahan berbahaya can Leona di Penataan Ruang
beracun (B3 Kecamatan Kota Kabu peren Timor
Kefamnenanu; Tengah Utara;
o Penge lbolaan * Dinas
¥ hah B3 RS Lingkungar:
Lepros di Hidup Kabuparen
Kecamatan Timor Tengah
Noemuti Fimur; Utara: dan
dan s Dinas XKeschatan
e Pengelolaan Kabu paten Timor
imbeh B3 RSUD Tengah Utara,
di Kecematetan
| Kota kefi amenany
6.4 Perwujudan Sfatem Jaringan Persamps han
Tempat Penampu:gan ¢ Kecamawn Biboki APBD » Dinas Pekerjaan
Sementara (TPS) Anley; Umum dan
» Kecamatan Biboki Penataan Rueng
Selatan; Kabu paten Timor
® Kecamgtan Biboki Tengah Utara;
Utzra; dan
¢ Kecamatan Bikomi e Dinas
Selatan; Lingkungan
* Kecamatan Insana; Hid up Kabu pateén
* Krcamatan Insana Timer Tengah
Barar; thara
¢ Kecamatan Insapa
Tengah;
¢ Kecamatan Insana
Utara;
* HKecamatan Kote
Kefa menaniu;
e Kccamatan
Miomaffo Barap;
* Kecamatan
Miomaffo Timur;
| tlan
¢ Kecamatan
. Noersuti.
Pengembangan dan * TEA Keneb (Km 9 = APED ¢ Dinas Pekerjaan

pemeliharann  Tem par
Pemiresesan Akhir
[TRA]

di Kecamaran
Bikomi Selatan

Urmum dan
Perumahan
Rakyat Proving
NTT

® Dines
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Provinsi NTT

® Dinas Pekeraan




Walktu Peluksantn

T Tahun ke Tahun ko Takun ke
Program oA Bumber Instuasi ; Tahun ke 11 o w v
FPendansan Pel 2038 2040-
2008 2030-
2024 2039 2034 2039 043
Umum dan
Penataun Ruang
Kahu paren Timor
Tenggh Utara;
| dan
{nnas
Lingkungan
Hidu p Kabupaten
Timor Tengah
Litarm
Tempat Pengolahan TPET Kban di APBD Dinas Pekerjaan
Sampah TerpRdu Kecarmnatarn Umum dar
(s Miomaffo Barat; Penatagn Ruang
TPST Kefumenanu Kabu paten Timor
di Kecamatan Tengah Utara;
Hikomi Selatan; dan
TPST Kiupukan di Dinas
Kecamatan Insana; Lingkungan
TPST Poru Hidup Kabu paten
Kecamaian Biboki Timor Tengah
Antew; dan Lara
TFST Wini i
Kecamatan [nsans
- Ulara;
Perwujudan Bistem Jaringan Evakussl Bencana
Penyediaan jelur Jadan prteri APBD & Dinas Pekerjaan
evakuasi bencana primer; Umum dan
 Ruas Bts. Kota Penataan Ruang
Kefamenanu Knbu paten
Sp. Amoi; Timor Tengah
¥ Jin. A.Yan Utara; dan
{Kefiamenan u); » Badan
dan Penarn ggulangan
* Jin. Ekari Bencana Daerah
{Kefarmenanu).
Jalan kalektor
primer;
¥ Ruas Bis. Kota |
Kefamenanu-
Sp. Amol;
» Ruas Eban-
Bts. Kab. TTS;
# Ruas
Kefiamenanu -
Eban;
# Ruas
Kefpmenanu-
Nunpo;
» Ruas Kelinting
Wini- Sakato
{Bts. Negara):
# Ruas Maubesi
~ Wini; dan
» Ruas Oenack —
Saenam.

s Jatan loka) primer;

% Huas
Kefamenanu —
Nunra:




Program

Sumber
Pendanaan

Inatansi
Peluksara

i.km Pelaksanuan

Tahun ke

Tahun ke 0

Tahut ka
I

Tehin ke

Tahun ke

2025 -
2029

2030
2034

2035-
2039

2040-

* Rues
Netemnanu -
Kiupusan;

» Ruas
Oelbinose -
Celfaby;

» Ruas Oeliura:
- Kiskasen;

# Ruas Uenopu -
Motamaro; dan

» Ruas Sp.3 KPU
- Kali Naen.

a. Penyediaan

tempat

evakusasi bencana

Ketamatan Biboki
Anleu,

Kecamatan Bibold
Tan Pah;
Kecamatah Bikomi
Utars;

Kecamatan Insans;
Kecamatan Insana
Barat;

Kecamatan Insana
Falinesis;
Kecamatan Insana
Tengah;
Kecamatan Insansa
Utara (due lvkasi):
Kecamatan Kota
Kefamenant [dua
lokasdj;
Kecamatan
Miomaffo Barat;
Kecamatan
Miomaffo Timur,
Kecamatan Mutis;
dan

Kecama tan
Noemuti.

APy

s Dimas Pekerasn
Umurm dan
Penataan Ruang
Kabu paten
Timor Tengah
tara; dan

= Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

Perwyjudan Sistem Jaringan

Drmainase

a.Pengembangan
drainase primer

jaringan

Kecama ten Bibola
Anleu;

Keramatan Biboki
Moenlewu:
Kecamatan Biboki
Tan Pah;
Kecamatan Bikomi
Selatan;
Kecamatan Bikomi
Utara;

Kecamatan Insana;
Kecamatan Insana
Barat;

Kecamatan Insana
Falinesy;
Kecamman [nsana
Tengaly;
Kecamatan Insana
Utara;

Kecamatan Kota

Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang Timor
Tengah Utara




Waktu Pelaksanian

— TR Tahunks Tahun ke
Sumber Instansi hhu;l Tahuxn ke 11 o v v
L Program Lokaal Fendansan Pelaksana T 2030 2035 2040-
2024 2029 2034 2039 2043
Kelamenanu;
s Kecama tan
Miomaflo Barar;
s Kecamatan
Mivmaffo Tengals
» Kecamatan
Miomaflo Timur;
e Kecamatan
Naibeny; den
¢ Kecamatan
Noemuo. e
b. Pengembangan 3 j-Erir-.gan Kecamatan Kot APBD Dinas
drainase sekunder Kefamenanu Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang
Kabupaten
Timor Tengah
Utara
B Perwujudan Psmanfiasten Rueng Renoana Pols Ruang Wilayab
1 | Kswmean Lindung
1.1 Perwufudan Badan Alr (BA)
= s Perlindungan badan ar » Kecamalan Biboki APBD Dinas Pekerjaan
dalarn kaitall dengan Anlen; Umum dan
pein bangunan dan » Kecamatan Biboki Penataan Ruang
pernanfaatan lahan pada Moenleu; Kglbu paren
sekitar badan air. » Kecamatsn Biboki Timor Tengah
» Pengendalian Selatan; Utara
petigolahan tanah di e Kecama tan Bibolo Dinas
daerah hulu Tan Pah, Lingkungan
s Pengurangan hasil » Kecomawan Bibokd Hid up
sedimen untuk Utars; Kabu paten
mentegah ban)ir. e Kecamaltan Bikomi Timor Tengah
Niluiat; Utara
s Kecamatan Bikomi
Selatan;
# Kecamatan Bikomi
Tengah;
o Kecamatan Bikomi
Utars;
¢ HKecamatan [nsana;
¢ Kecamatan lnsana
Barat;
s Kecanatin Insans
Fafinesu;
e Kecamatan Insana
Tengah,
e Kecamatan insana
lhara;
= Kecamatan Kora
Kefamenanu;
» Krcamalan —1
Miomafio Barai: _ . = —— e




Waktu Peliksa nsan

Tohun ke Tahun ke Tabhun ke
Sumber Instanal Tehun ke Tahun ke I m ™ v
Frogram Lokesi I
Pendanaah Pelalesang,
2025- 2030- 2028 2040
2024 2029 2034 2035 2043
% Kecamatan

Miomaffe Timur;
Kecamatan Musi;
Kecamatan Mutis;
Kecamatan
Naibenu;
Kecamatan
Noemut; dan
Kecamatsan
Noemut: Timur.

1.2

Perwnjudan Kawasan yang M

emberikan Perlindungan

terhudip Kawasaen Bawn hanoya IPT_BI herup

8 Kawasan ﬁutln Lindung (HL)

4. Peningkatan Fungsi »  Kecamstan Bibok: APBN Kementerian
lindung pade area yang Anleu; Lingkungan
telah mengaiami alih * Kecametan Biboki Hid up dan
fungsi melatui Feotleu; Kehutanan
pengembatigan vegetasi = Kecamalan Biokd
tegakan tinggi yang Seln
mampu memberikan ¢ Kecamatan Bibolki
pertindiingan terhedap Uiars;
permukaan Lanah dan » HKecwnatan Bikomi
IMAMpU meresapican air; | Nihatar;

h Pengembalian ber bagai * Kecamatan Dikomi
rong awal sehingge Selatan;
kehidupan sarwa langka » Kecamatan Brkomi
dan dilindungi dapat Tengah;
lesrari; * HKecamatan Bikomi

c. Percepatan rehabilitagi Utara,
lashan yang mengalam; *+ Kecamatan [nsana;
kerusakan; dan * Kecamatan |nsana

d Meningkatkan kegiatan Barat,
pariwisata alam » HKecamatan Insana
{misalnya outbond, Fafinesu,

Camping). * Kecamatan Insana
Tengah;
& Kecamaten Insana
Lhara;
+ Kecamatan Kot
Kefamenanu;
* Kecamatan
Micrnaffo Bargt; |
s Kecamatan
Miomaflo Timur;
* Kecamatan Muai;
* Kecamatan Mutis;
* Kecamatan
= Naibenu.
¢ Pelepasan holding zone + Kecamatan Biboki APED | e Diras
| kawasan hutan litidung Feoliey, Lingkungan
dengen kode HL menjadi * Kecatnatan Biboki Hidup
kawasan permukiman Selatan; Kabu paten
perdesaan dengan kode # Kecamatan Bikagmi Timor Tengah
FD dengan lues kurang Ulara; Utara
ebik 39 ha (uga puluh * Keramatan Insena » UPT KR4

sembilan hektare); dan arat; | Kabupaten TTU
I Perwujudan holding zone ¢ Kecamatan Kpta
kawasan huten lindung Kefamenany .




Waktu Pela ksanian

Tabun ke Talam, foo Fo oy =
a
i P 4 Tahun ke I m v
Firogees Loias] Pondanaan Palaksans oA TR 3038- a;:-g
2024 2029 2034 2039
dengan kode Hl. menjadi »  Kecamatan
kawasan permukiman MiemarTo Bara;
perdesaan dengan kode * Kecamatan
FD dengan luas kurang Miomaffo |'urur;
lahih 39 ha {tiga puluh dan
| sembilan hektars) _*_Kecamaian Musi.
z Pelepasan holding zone e Kecamatan Biooki APBD s Dinas
kawasan hutan Lindung Selatan; Lingkungan
dengan kode HL menjadi » Hecamatan Biboki Hidup
kawAsan tanaman Urara: Kalbu paten
pangan dengan kode P-1 s Kecamatan Bikom Timer Tengah
dengan luas kurang lebih Utara; Uta .
497 ha {emipat retus s Kecamatan [nsana; » UPT KPH
sembitan pulub tujuh s Kecamatan Insana Kabu paten TTU
hektare]); dan Barat;
h. Perwu judan hokiing zone « Kecamatan Insana
Kawasan hwan lindung Fafnesu;
dengan kode HL menjadi s HKecamatan lnsana
kawasan tanaman Tengals;
pangui dengan kode P-1 s  Kecamaétan Kota
dengan luae kurang lebih Kefamenan;
407 ha {empat ratus | » Kecamatan
sem bitan puluh tujuh Mioma ffo Barat,
hektare) s Kecamatan
Migmaffo Tirnur;
» Kecamatan Musi;
clan
s Kecamatan
Najbenu. .
1.3 Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat (P8) = I
Rehzbilirasi dan » Kecamatan Biboki | APBD . Binﬂ;l’icenﬂa-ﬂ
manta fungsi Anteu; i i
E:wasan p;grLindll T’lﬁih * Kecamatan Siboki Pe.r:mnn e
ot Moenlew; dan Kabu paten :
i » Kecamatan Insana limor Tengah
{ara. Utars; dan
s Dines
| Lingkungan
Hidup
Kabu paten
Timor Tengah
Utsra.
14 Porwujudan Kanwasan Hooservasl (KS)
Rehabilitag  kawasan » Kecamatan APBN Kementersan
suska alam berupa Mioma fio Barat Lingkungan
cagar alam  dengan dan Hid up dan
kode CA yaitc cager s Ketamatan Muus Kshutanan.
alam Mutis Timau
15 Parwujudsn Kawazan Ekoslstern Mangrove | [
Rehabiitasi dan = Kemmatan Bbok: | APBD = Dinas lekeriaan
rcboisas  kawasay Anleu; S ‘:“;umg
i . e Kecamaten Bibold AL
ekosistem mangmve Noerlin P Kabhu paten
s Kecamatan Insana Timor “Tengah
Utara. Utara, dart
s Dinas

Lingkungan




Waktu Pelaksansan b
Tahun ke Tahun ks Tahunke
Tahun ke Tahua ke 11 m w v
Bumber Instensi 1
No Frogram L Pondanuan Pelaksana T Z030. 2038- z040-
2024 2029 2034 2035 2043
Hidup
RKabupaten
Timor Tengah
Litara
Kawasan Badl Dayn = — ——
2.1 Perwujudan Kawesan Huten Produksi (KHP)
a. Pengembangar zona » Kecamatan Biboki APBN KF""E“"“““
penyangga pada kawsasan Anlesa Lingkungan
hutan produlsi; = Kecamatan Bibolc Thidup dan
b. Pemantauan dan Feotleu; Kehutanan
pengendaban kegiatan s Kecamatan Biboki
pengusahaan hutan seria Mocnlew:
perladangan berpindah; = Kecamatan Biboki
« Pengendalien [2in Usaha Selatan;
atau Keriasama ¢ Kecamasign Biboki
Pemanfaatan di Kewasan Tan Pah;
Hutan Produksi ® Kecamatan Bibok
Utarn,;
= Kecamatan Bikomi
Nilular;
s Kecamatan Bikomi
Selatan;
s Kecamatan Insansa;
Kecamatan Insana
Barar;
+ Kecamatan [nsansa
Fadinesu;
s Kecamnatan inaana
Tengah.
s Kecamatan [nsana
ULara:
¢ Kecamatan Kota
Kefamenanu;
» HKecamatan
Miomaflc Barat;
& Kecamstan
Miomaflo Tengah;
s  Kecamaten Muss;
=  Hecamalan
Naibenu,
+ Kecamatan
Noemuti; dan
o Kecamaisn =
Neemuti Timur — e
d Pemantaatan Ruang pada | Kecamatan APBN Kementerian
Kawasan Hutan Produksi Insana Lingkungan
yang dapat Dikonversi. Hid up dan
Kehutanan
€. Pelepazan helding sone ¢ Kecamatan Biboki APED ¢ Dinas
kawasan hutan produksi Anleu, Lingkungan
tetap dengun kode Y + Kecamatan Biboki Hid up
menjadi kawasan Feotleu; Kabu paten

permukiman perdesann
detgan kode PD dengan

luas kurang lebih 286 ha
(dua ratus delapan puluh

enam hektare), dan

s HKeramatan Biboki
Moenleu;

s Kocuwmatan Bibok
Selatan;

= Kecamatan Biboki

Tiner Tengah
Litara

s UPT KPH
Kabu paten TTU




Wakty Pelaksansin
AT Tabun ke Tahunke
Tabun ke Tabun ke 11 m ™ ¥
Sumbaer Instansi 1 i 2040- |
Program Lokasl et Pelak e 2030- ety _II
2024 2029 2034 2039
f. Perwujudan holdirg zone Uara;
kawssan hutan produ ki » Kecamatan Bikomi
tetap dengan kode HP Setatan;
menjadi kaweasan s Kecamaten Insana;
permukiman perdésasr s Kecamatan Insana
dengan kode PD dengan Utpra;
luas kurang lebih 286 ha e Kecamatan Kota
(dua ratus delapan puluh Kefamenanu;
enam hektare) s Kecama tan
Migmafio Barat; |
» Kecarnatan Musi; |
s Kecamsaian |
Naibenu; dan
« Kecamatan | |
Nocmut, T
g Peleprean Foking zone e Kecamsatan Bibok: APRD 1 D,miun -
kawssan hutan produksi Feotleu; ‘PJi":ii B |
weap dengan leode 1P e Kecamaten Biboki K;bup P |
meniudi Kawasan Moenleu; Timor;?fe sk |
tanaman pangen dengan ¢ Kecamatan Bibokd Viara i
kode P.1 dengan luas Selatan; UPT KPH
kurang lebih 823 ha e Kecamatan Biboka - b vaten TTU
{delapan ratus dua puluh Utara; Kabu pate
tiga hektare): dan s Krcamatan Bikomi
h. Perwujudan holding zone Selatan;
kawasan hutsn produksi ¢ Kecama lan lnsana;
tetap dengan kode HP s Kecamatan Insana
menjad kawasan Tengah;
tanaman prngan dengan s Kecamatan Insans
kode P-1 dengan luas Utara;
kurang lebih 823 ha » Kecamatan Kota
[delapan ratus dua puluh kefamenAnu;
righ hekuare) s Kecamatan
Nay benu, dan
» Kecamatan _Il
| Noemuti 'l‘m_ﬁr_.
22 Porwujudan Kawasan Pertanian (P)
a.Pengembangan kawasan Seluruh APBD Dinas 1
pertanian tAnaman Kecarnutan Pertanian
pangan dengan kode P-1, Kabupaten
melipu: Timor Tengrh
s Pentgem bangan Utara
kegiatan Agropolitan
s Pengendaiian alih
fungsi kawasan =
peftanian pangan Ll
15 berketanjutar: " -
= b. Pengembangan kawaseary e HKecamatan APBD Dinas
hortikultura dengan kode Mioma fio Barat, Pertaman
P-2, melipuri: » Kecamatan Mutis; Kabu paten
e Penyedigan jaringan dan Timor Tengah
irigasi dan pupuk s Kecamatan Utara i
organiv Naibenu
¢ Ptrgembangan kawasarn » Kecamatan Biboki APBD Dinas
perkebunan dengan kode Anjew; Perkebunar
B3 s Kecamatan Biboki Kabhupalen |_ Pt e Y e
L | Moenteu; l Timor Tengah e —




Waktu Pelakssnsan

Tahun ke Teahunkse Tahun ke
Sumber Inatansi Tah:‘ o Tahun ke T m v v
Program Lolnad Pendsnaan Pelaksana i O30 3035 . 2040 -
2024 2009 2034 2039 043
* Kecamaran Bikom | Unra
Nilulat;
¢ Kecumatan Bikomi
Selatan;
s Kecamatan Bikomi
Tengah;
¢ Kecamatan Bikomi
L'tara;
s Kecamatan
Insana;
¢+ Kecamatan Kots 1
Kefamenanu;
+ Kecamatan
Miomaffo Barat;
s Kecamatan
Mivmalfo Timur: |
dan
o__Kecamatan Musi.
d. Pehigembangan Kawasan Seluruh APRIY Dinas
Pertanian Pangan Kecamatan Pertani an
| Berkelanjutan [KF2B) Kabupaien
| Timor Tenguh
| Litara
23 Perwujuden Kawssan Perikanan {IE}
Pengembangan Hecamatan APBD Dinas
perikanan budi daya Biboki Anleu | Kelautan dan
1 | Perikanan
| Kabupaten
| Timor Tengah |
l Utara 1
x4 Persujudan Kpwasan Pergeraman {(KEG) |
s Pengembangan lahen *+ Kecamatan Biboki APED Dinas
geram Anleu; Kelzutan den
» Pengembangan indusrn » Kecamatan Biboki | Perikanan
ham! garem Moenlew; dan Kabupaten
+ Kecameian Ineana Timor Tengah
Utara. -
25 Perwnjudan Knwasan Pertambangan dan Energi [TE)
PPemeliharann kawasan s Kecamatan Bikomi APBN | Kemeoterian
pernbangkitan  tenaga Selatan; dan Energi dan
listrik dengan  kode + Xecamatan Insang | Sumber Daya
PTL Urara I Mineral
2.6 Pirwq]uthn-innu Peruntukan Industri (KPI)
Pengembangan Ker ame. tan APBD Din‘an
Kawasan Peruntukan insana Utara Perindustrian
Tnel ustr dan
Perdagangan
Kabupaten

Timor Tengah
Utara
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Waktu Polaksanasn
e Tahun ke Tahun ke m‘:;l ke
shun ke
Bum ber Instansi Tahaa hs 01 i w
! 35- 2040-
Erogmam ESkaal FPendanasn Pelaksana e Z025- 2030- 20 i
l 2024 2029 2034 2039
Kajian rencana Seluruh APBD Dinas | 1
pengembangan kecama tan Perindustrian
kawagan sentra dan
indusui  kecll  dan Perdagangan |
menengah Kahupaten |
| Tmor Tengah |
| | Utara l I
- — ; e —
27 Perwujudan Kawnean Pariwiasta [W) -
Pengenibangan » Kerarnatan Biboki s APBD . E:rjp:;:;wlsata
A Selatan. » Sumber L
Kewasan Pariwisata - i oA B
Insana; yang sah. (tara
» Kecamatan Insana » Swasta I ]
Utara; dan j
| » HKecamatan Mutis.
28 Parwujuden Kawasan Permukiman (PM}
Pengem bangan « Fecamaran Biboki s APBD » Dmnas
kawasan permukiman Anleu; Sumber Peru mta::n
perkotaan dengan ¢ HKecarnatan Bibok pem diayaan ﬁ“kyﬂ n
kode PK Selatan; yang sah. BwasLm
s Kecamatan Bibold Permukiman
Utara; K_abUpalen
« Kecamatan Bikomi Timor Tengah
Sela tan; Utarn
o Kecamalan Bikomi » Swasta
Tengah;
| s Keramatan
Insana;
s Kecamatan Insana
Tengahy,
s Xecamatan jnsana
| Utara;
| s Hecamatan Koa
Kefamenan;
o Kecarsatan
i Miomallo Barat;
» Kecamatan
Miomeffo Timur;
i + Kecamaten
| Naibenu; dan
« Kecamatan
! | Noem uti. i S
| Pen gembangan Seluruh « APBD .
| kewsmsan permukiman l Kecama tan » Sumber ;:l;‘u"l':ﬂg::
perdesaan dengan | pembiayasn Kmh!'ﬂ
I el . Permukiman
l Ka bupaten
i Timor Tengah
Utara
| o Swasta
Pengembangan ruarg I Seluruh + APBD » Dinas
i terbuka  hijau  publilc Kecaraatan s Sumber E:;um’a hd;-;:
minimal 20% (dua { pembiayaan TVB
yang sah. Kawasan
t pulln  yerseg|  pads Permukiman
permiRian I Kabupaten —

e




Waktl Peloksansmn

Tahun o Tabyn ke e T‘h":’“ =
. B Insfansl i Tahun ke 11 m v
STl Loknsi Pendanean Peluk 3038- 2030 2035« 20‘“:!'
1 2024 2039 I. 2034 203% 204 _I
|
perkotaan Timer Tengah i
Urars,
» Dinas |
Lingkungan |
Hid up \
Kabupaten
Timor Tengah
Utara
n  Swasts
Pembangunan sarana Seluruh » APBN; s Kemenierian
dan prasarana Kecamazan + Sumber Kesehatan; I
permukiman pembiayaan L] Keme!'lrennn
yang sah. Pekerjaan
Uinum dan
an
Rakyat
» Swasma
2.9 Perwyjudan Kewazan Transportesi (TR} —1
Pengembangan * Kecamatan Bikomi | APBR Rementerian
Kawasan Transportasi Sclatam; Perhubungan
» Kecamatan Insana
Utara; dan
» Kecamnatan Kota 1 —
Kefam enanu S — |
2.1 Perwujudan Kawasan Partahmnan den Keamansn {HK) -
0 _l_
Pengembangan » Kecamatan Bikomi | APBN | o Kementerian |
Kawssan Pertahanan Nitulat: Pertahanan dan
dun Keamanan + Kecarnatan Bikomi Keamanaru
Urara; « Markas Besar
s Kecamatan |nsuna TNL; dan
Utara; dan s Markas Hesar
» Kecamalan Kota POLRI
Kefamenatiu. _]
o] Parwujfuden EKawasan Stratepis Habopaten j
1 Perwujudan Kawasan Strategis darf Sudut Kepentingan Partumbuhan Ekoncmi
1.1 | Kawasan Strateys l Kecamatan APHD Dmas
Eban Miomalfo Barat Pekerjasn
Umum dan
Penawman
Huang
Kabupaten
Timor Tengah
Utara
1.2 Kawasan Strategis Recamatan KO APBID Dmas
Kaa Kefa Kefamenanu Poketjaan
Umum dan
Penataan
Ruang
Ka bupaten
| Timor Tengah
Utara = —
13 Kawnsan Strategie Kecarmatan APBD Dines
Lura sik Biboki Utara Pekerjaar —




Program

Lokasi

Bumber
Pendunsan

Inate ns
Pelaksans

~ Waictu Pelal

Tubun ke

Tahun ka 11

Tahun ke
m

Tahun ke
w

~ 2028-
2029

2030-
2034

2035-
2039

Umum dan
Penataan
Ruang
Kabupaien
Timor Tengah
Utare

Kawagan
Noemuti

Strateps

Kecamatan
Noernuti

APBD

Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Penataarn
Ruang
Kabuputen
Timer Tengah
Utara

1.E

" Straegis

Kawasan
Qelolok

Kecamatan
Inaana

APBD

Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Penatpan
Ruang
Kabupaten
Timor Tengah
Utara

1.6

Kawesan
Wwini

Strategis

Kecamatan
Insana Utara

APBD

Dinas
Pekerjean
Umum dam
Penatasn
Ruang
Kabupaten
Timor Tengah
Utara

Perwujudan Kawasan yang Me miliki Rilai

Btrategis darl Sudut Kapentingan Sosinl Budaya

21

Kawasan
Manameas

Strategis

| Kecamatan

Naibenu

APBD

Mnas Peckerjaan
Umurn dan
Pentitaan Ruang
Kabu paten
Timor Tengah
Utara

Dinas Pariwisata
Kabu paven
Timor Tengah

22

Kawasan
Mau besi

Strategis

Kecamatan
Insang Tengak

APBD

Utara

Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten
Timor Tengak
Utara

Dinas Penwisata
KAahu paten
Timer Tengah

2.3

Kawa::ar Sirategis

Kecamatan

Nowltoko t Micmaffic Barut

APBD

Utara
Dinns Pekerjpen
Umum dan




Program

Lolkansi

Sumber
Pepdanann

Instansi

Waktu Pelaksansan

Tahun ke

Tahun ke II

Tabun ke
1

Tahun ke
w

" Tuhun ke

Pelak:
P

2025-
2029

2030-
2034

2035 -
2039

2640 -

|

Penaiaan Ruang
Kabu paten
Timor Tengah
Uhara

* Innas Pariwisata
Kabupaten
Tmor Tengah

24

Utara

n Strategis

o

|
Kecamatan

| Miomafre Timur

APBD

DHnas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Kabu paten
Timer Tengah
Utara

& D¥inas Pariwisatg
Kabu paten
Timor Tengah

2.5

Kawasan
Tamkesi

Strategis

Bbolci Sela tan
I

| Kecamatan

APHD

Utara

Dinas Pekarjasn

Umum dan

Penataan Ruang

Kabu paten

Timor Tengsh

Utzra

# [ines Pariwisata
Kabu paten
Timor Tengah

P
erwhjudan Kiwnsan Btrategls Dozl Sudnt He pentingan Fungsl dan Duya Dukung Lingk

Utaru

ungan Hidup

3.1

Kawasan Strutegis
Manarmas-Man ufony

! Kecamatan
Nai bert

APBD

Dinas
Peker jgan
Umum dan

| Penataan

Ruang
Kabupaten
Timor Tengah
Urara
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